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Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan berat dengan 
modus operandi yang terus berkembang untuk menjerat lebih banyak korban. 
International Organization for Migration (IOM) atau Organisasi Internasional 
untuk Migrasi mencatat terjadinya lonjakan kasus TPPO sekitar 62,5 persen 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terlebih modus baru penjeratan 
korban telah berkembang selama masa pandemi. Lebih lanjut, kasus TPPO 
ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga secara lintas negara. Untuk 
merespon kasus ini, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini 
telah melibatkan banyak pihak, diantaranya pemerintah, organisasi masyarakat 
sipil, dan organisasi internasional. Organisasi Internasional untuk Migrasi 
(IOM) di Indonesia telah mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk 
mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sejak 
tahun 2005.  Dengan menggunakan pendekatan strategis berbasis pilar “3P + 
Partnership” yaitu; Prevention (Pencegahan), Prosecution (Penuntutan), Protection 
(Perlindungan), Partnership (Kemitraan), IOM bersama dengan mitra kerja yang 

terdiri dari lembaga pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), institusi akademik, dan masyarakat umum 
bersinergi memberantas TPPO secara efektif dan efisien.  

Melalui program “Membangun Respons Efektif dalam Memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang dan 
Penyelundupan Pekerja Migran di Indonesia” yang didukung oleh Biro Penegakan Hukum dan Anti Narkotika 
Internasional (INL) Pemerintah Amerika Serikat, IOM memiliki tujuan untuk berkontribusi terhadap upaya terintegrasi 
pemerintah Indonesia dalam melakukan investigasi pelaku dan jaringan kriminal tindak pidana perdagangan orang 
(TPPO) dan penyelundupan migran, terutama di daerah perbatasan di Indonesia dimana alur migran merupakan 
yang paling kompleks.

Upaya bersama dalam menangani kasus perdagangan orang pun menjadi semakin kompleks mengingat kasus ini 
bersinggungan dengan tindak pidana lainnya seperti modus perekrutan pekerja migran, pencucian uang, kolusi dan 
korupsi, dan keterkaitan antara perdagangan orang dengan kasus kejahatan lintas batas negara. Untuk merespons 
perkembangan serta tren kasus-kasus TPPO, IOM bekerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk 
mempelopori revisi buku “Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)”.  Revisi buku Panduan ini 
ditujukan untuk membekali para Aparat Penegak Hukum dengan pengetahuan tren terbaru dari kasus perdagangan 
orang, seperti mengenai perkembangan modus operandi oleh para pelaku TPPO dan petunjuk praktis mengenai 
langkah-langkah teknis yang dibutuhkan dalam menangani kasus TPPO, dari tahap investigasi, penuntutan hingga 
pengadilan.  Sehubungan dengan hal ini, Panduan yang sudah direvisi akan dilengkapi dengan hukum serta peraturan 
yang relevan, seperti Undang-undang Pelindungan Pekerja Migran, Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang 
Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Kesehatan. Selain itu, Panduan yang telah direvisi ini juga akan 
mencakup informasi termutakhir atas kondisi TPPO baik di tingkat nasional maupun internasional.

Penyusunan revisi panduan ini didukung oleh Kelompok Kerja yang beranggotakan Kejaksaan Agung Republik 
Indonesia, dengan turut melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

KATA PENGANTAR
KEPALA MISI
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)
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dan Perlindungan Anak, dan Direktorat Jenderal Keimigrasian.  Saya hendak mengucapkan selamat kepada semua 
pihak yang terlibat atas komitmen, kerja sama dan kontribusi di dalam proses ini, terutama kepada Kejaksaan Agung 
Republik Indonesia atas kemitraan dengan IOM yang telah berlangsung sejak lama yang terefleksikan melalui kegiatan 
terbaru dan penting ini. Seluruh Kementerian dan Lembaga yang terlibat merupakan garda terdepan penegakan 
hukum di Indonesia yang dapat memanfaatkan buku pedoman ini untuk memerangi TPPO secara lebih efektif. 

Pencapaian signifikan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan dari Biro Penegakan Hukum dan Anti Narkotika 
Internasional, Pemerintah Amerika Serikat. Saya hendak menghaturkan apresiasi sebesar-besarnya terhadap 
kemitraan ini. Kita semua berharap bahwa buku panduan ini akan berguna secara efektif bagi siapapun yang berjuang 
melawan perdagangan orang dan penyelundupan migran di Indonesia.

Jakarta, 29 November 2021

Kepala Misi IOM di Indonesia,
Louis Hoffmann
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KATA PENGANTAR
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh, Salam Sejahtera bagi kita sekalian,
Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan.

Dengan memanjatkan untaian puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 
Allah SWT, saya menyambut baik atas penerbitan Buku "Panduan Penanganan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang" yang diinisiasi oleh Direktorat Tindak Pidana 
Terorisme dan Lintas Negara pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan 
International Organization for Migration (IOM). Buku ini memberikan informasi 
dan pengetahuan tentang penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara 
komprehensif dan dapat dijadikan panduan bagi Jaksa dalam menangani perkara 
Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perkembangan modus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang semakin kompleks 
mulai dari eksploitasi tenaga kerja, prostitusi online, bahkan penjualan organ tubuh 

manusia mengharuskan Jaksa sebagai pemegang dominus litis untuk terus meningkatkan kualitas dan kemampuan 
dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai lembaga baik 
nasional maupun internasional diperlukan untuk keberhasilan penanganan perkara dan efektifitas penegakan hukum.

Untuk itu, saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada International Organization for Migration (IOM) yang 
telah memberikan perhatian terhadap penanganan penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selama ini 
kita lakukan, termasuk dalam penyusunan buku "Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang" ini. Saya 
juga berharap dengan dicetaknya buku panduan ini dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman atas Tindak Pidana Perdagangan Orang, guna mendukung profesionalitas, kompetensi, dan kapasitas 
Jaksa dalam melaksanakan penegakan hukum sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Salam Sejahtera bagi kita sekalian,
Om Shanti, Shanti, Shanti Om.

Jakarta, 29 November 2021

Jaksa Agung Republik Indonesia,
Burhanuddin
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KATA PENGANTAR
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh, Salam Sejahtera bagi kita sekalian,
Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan.

Saya menyambut baik atas penerbitan Buku "Panduan Penanganan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang" yang digagas oleh Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan 
Lintas Negara dan International Organization for Migration (IOM). Buku ini hadir 
sebagai acuan dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang yang semakin 
hari semakin beragam modus operandinya.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari 
pelanggaran harkat dan martabat manusia. Tindak Pidana Perdagangan Orang, 
khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan 
baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Jaringan pelaku Tindak Pidana 
Perdagangan Orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam 

negeri tetapi juga mancanegara. Praktek perdagangan orang tersebut menjadi ancaman serius terhadap masyarakat, 
bangsa, dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap Hak Asasi 
Manusia sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta perlindungan dan 
rehabilitasi korban perlu dilakukan baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Penanganan terhadap 
korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sama pentingnya dengan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
itu sendiri. Tindak Pidana Perdagangan Orang dikategorikan sebagai tindak pidana lintas negara yang terorganisir 
(transnational organized crime}, karena biasanya dilakukan di lebih dari satu negara, untuk memperoleh keuntungan 
finansial. Semakin kompleksnya dunia kejahatan yang telah bersifat lintas negara ini ternyata tidak selalu berjalan 
seiring dengan efektifitas upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban.

Buku "Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang" ini mengulas dan menganalisis setiap unsur Tindak 
Pidana Perdagangan Orang secara detail sehingga saya yakin buku ini sangat membantu Jaksa menuntaskan tugas 
pokoknya sebagai Penuntut Umum.

Semoga  buku  ini  dapat  memberikan  pencerahan   dan   manfaat,   tidak   hanya untuk Jaksa yang bertugas 
di Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, 
namun juga bagi seluruh Jaksa di Indonesia demi Indonesia maju.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Salam Sejahtera bagi kita sekalian,
Om Shanti, Shanti, Shanti Om.

Jakarta, 29 November 2021
Jaksa Agung Muda Tindak PIdana Umum,

Fadil Zumhana
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Atas nama Kantor Pengembangan, Pelatihan dan Bantuan Kejaksaaan Luar Negeri 
(OPDAT), Departemen Kehakiman Amerika Serikat, saya ingin mengucapkan selamat 
kepada Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Direktorat Tindak Pidana 
Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 
atas pembentukan buku Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
ini. Kasus perdagangan orang merupakan kejahatan berat yang melampaui batas 
dan mengakibatkan eksploitasi terhadap laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang 
rentan. Sifat unik dari kejahatan ini membuat mereka menantang untuk dilakukan 
penyelidikan dan penuntutan. Buku panduan ini akan memberikan petunjuk yang 
berguna untuk memastikan keberhasilan penanganan kejahatan yang mengerikan ini.

Kemitraan seperti antara IOM dan Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara penting 
dalam memerangi perdagangan orang. Melalui kemitraan ini, kedua organisasi tersebut memastikan bahwa para 
pelaku perdagangan orang bertanggung jawab dan para korban dibebaskan dari belenggu perbudakan modern.

Jakarta, 29 November 2021
Hormat kami,

Bruce Miyake
Penasihat Hukum Tetap 

USDOJ OPDAT

KATA PENGANTAR
PENASIHAT HUKUM TETAP USDOJ
KANTOR PENGEMBANGAN OFFICE OF OVERSEAS 
PROSECUTORIAL DEVELOPMENT, ASSISTANCE, AND TRAINING 
(OPDAT)
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Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Salam Sejahtera bagi kita sekalian, 

Om Swastiastu, Namo Budaya dan Salam Kebajikan,

Pertama dan utama, tidak henti-hentinya saya panjatkan syukur Alhamdulillah 
kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Panduan 
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini selesai disusun dan 
diunggah dalam website: www.jampidum.kejagung.go.id, sehingga dapat dengan 
mudah diakses dan diunduh oleh para Jaksa di seluruh Indonesia maupun 
Aparat Penegak Hukum (APH) lain serta anggota Gugus Tugas Pencegahan dan 
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang baik di tingkat nasional maupun 
tingkat propinsi / kabupaten / kota di seluruh Indonesia.

Perdagangan Orang (Trafficking in Person) merupakan kejahatan yang selau menempati Tiga Besar dalam hal 
keuntungan yang diperoleh bagi para pelakunya, disamping peredaran obat-obatan terlarang dan peredaran senjata 
secara ilegal.  Bahwa berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang (TPPO) Tahun 2015-2019, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(TPPO) di tingkat nasional sebanyak 2.648 orang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking 
in Person), Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terbesar adalah Perempuan, yaitu sebanyak 2.047 orang 
perempuan dewasa dan 272 orang anak perempuan.

Modus operandi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang terbanyak secara berturut-turut adalah: 1. Prostitusi 
(Pekerja Seks Komersial); 2. Eksploitasi Tenaga Kerja Indonesia; 3. Eksploitasi Pembantu Rumah Tangga; 4. Jual Beli 
Anak; dan 5. Jual beli Organ Tubuh. Banyaknya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, ternyata tidak berbanding 
lurus dengan Upaya Penuntutan/Penegakan Hukum karena dari jumlah Laporan Polisi terkait Dugaan TPPO selama 
tahun 2015-2019 sebanyak 554 laporan dan jumlah Tersangka sebanyak 757 Tersangka, dari laporan tersebut hanya 
413 perkara yang disidangkan dan dilakukan Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan sebanyak 141 
laporan atau sebanyak 25,45 % tidak dapat disidangkan karena berbagai macam kendala, sehinga berakibat korban 
tidak mendapat keadilan.

Laporan Penelitian International Organization for Migration (IOM) Tahun 2020 menyimpulkan antara lain tentang 
tantangan-tantangan dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah perbatasan terkait Kapasitas 
Petugas Garis Depan dan Penegakan Hukum, yaitu ada perbedaan dalam pengetahuan dan pemahaman untuk 
menentukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat pemerintah, pembuat kebijakan, dan 
Lembaga Penegak Hukum di 4 (Empat) wilayah. (Laporan Penelitian, Profil Perdagangan Orang di Daerah 
Perbatasan (Studi pada Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Nunukan, IOM, 2020 hal 115-120). 

Walaupun dilakukan dalam lingkup kecil di daerah perbatasan, tetapi hasil penelitian ini merefleksikan juga kondisi 

PROLOG
DIREKTUR TINDAK PIDANA TERORISME DAN LINTAS NEGARA
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di tingkat nasional terkait Kapasitas Petugas Garis Depan dan Penegakan Hukum. 

Kebijakan Negara dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyeimbangkan 
antara perlindungan hak-hak korban (victim protections) dengan penegakan hukum (due process of Law) dan 
bagaimana proses penegakan hukum yang berorientasi kepada pemenuhan hak-hak korban, serta visi Jaksa Agung 
Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020-2024 yaitu: “JAKSA AGUNG MUDA 
TINDAK PIDANA UMUM YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF, DAN BERINTEGRITAS” dan Misi 
yaitu: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan 
Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam Penanganan Perkara 
tindak Pidana Umum khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi latar belakang penyusunan 
Buku Panduan ini.

Selain itu perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga berpengaruh terhadap modus operandi kejahatan 
termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait Tindak 
Pidana Perdagangan Orang terus mengalami penyempurnaan. Buku Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang (TPPO) berisi 8 (delapan) Bab, yaitu: Pemahaman Konsep TPPO, Pengertian korban dan Pelaku dalam 
TPPO, Pembahasan Unsur Pasal dalam TPPO, Tindak Pidana yang terkait dengan TPPO, pembahasan tentang 
Restitusi untuk korban, kerjasama dalam penanganan TPPO, Standard Operation Procedur (SOP) dan kebijakan 
terkait penanganan TPPO dan berbagi praktek terbaik penanganan TPPO. 

Dalam kesempatan yang baik ini perkenanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Gita 
Agnestasia selaku National Programme Officer IOM beserta Project Assistant IOM, Justitia Avila Veda selaku Executive 
Director (Lawyer Collective for Gender Justice), Tim Penyusun Buku Panduan Direktorat Tindak Pidana Terorisme 
dan Lintas Negara yaitu Anita Dewayani, Teguh Suhendro, Agus Tri Hartono, Jaya Siahaan dan Juwita Kayana atas 
bantuan, partisipasi dan kerjasamanya dalam Penyusunan Buku ini. 

Harapan Kami, semoga buku ini dapat menjembatani perbedaan dalam pengetahuan dan pemahaman untuk 
menentukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Aparat Penegak Hukum dan memberikan 
panduan kepada para Jaksa di seluruh Indonesia dan Aparat Pengak Hukum (APH) lain serta anggota Gugus Tugas 
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang baik di tingkat nasional maupun tingkat propinsi / 
kabupaten / kota di seluruh Indonesia, serta memudahkan mereka untuk mendapatkan referensi dalam Penanganan 
TPPO. 

Demikian, terima kasih. 

Wassalamu’alaikum warrohmatullahi wabarokatuh.
Salam Sejahtera bagi kita sekalian, Om Shanti, Shanti, Shanti Om. 

Jakarta, 29 Novemberi 2021
Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara

Idianto, S.H., M.H.
Jaksa Utama Madya NIP. 19660501 198703 1 003
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UCAPAN TERIMA KASIH

Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini merupakan edisi revisi dari pedoman yang sebelumnya 
diterbitkan pada tahun 2017. Pedoman ini ditulis oleh kelompok kerja yang terdiri aparat penegak hukum, pemerhati
masalah tidak pidana perdagangan orang (TPPO), tim ahli hukum dan akademisi, serta tim penulis dari IOM.

Untuk itu, IOM memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua anggota kelompok kerja yang 
terlibat dalam penulisan pedoman ini yang berasal dari lembaga penegak hukum dan pemerintahan antara lain; 
Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban, Direktorat Jenderal Keimigrasian.

Ucapan terima kasih secara khusus IOM sampaikan juga kepada Bapak Idianto, S.H., M.H., selaku Direktur Tindak 
Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara, Tim Inti Penyusunan Buku Panduan dari Kejaksaan RI yakni 
Ibu Anita Dewayani, Bapak Teguh Suhendro, Ibu Juwita Kayana, Bapak Agus Tri Hartono, dan Bapak Jaya Siahaan, 
beserta Validator dari berbagai instansi utamanya Wakil Ketua LPSK yaitu Bapak Dr. iur. Antonius PS. Wibowo, S.H., 
M.H., dan perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA) RI, dan Direktorat 
Jenderal Imigrasi.

Ucapan terima kasih bagi ahli hukum yang telah menulis buku panduan ini yaitu Justitia Avila Veda. Terima kasih 
juga kami ucapkan kepada Among Pundhi Resi dan Gita Agnestasia, Kepala Unit Counter Trafficking dan Labour 
Migration yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada tim penulis selama Panduan ini dikembangkan, 
dan bagi tim penulis dan editing dari IOM Indonesia antara lain; Abie Sancaya, Mabella Azalia, Robiatul Adhawiyah, 
dan Lidwina Putri.

Terakhir, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala dan seluruh anggota Satuan Tugas Penanganan 
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PENDAHULUAN

1.	 Latar Belakang

Buku Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini adalah pendalaman atas Pedoman yang 
sebelumnya diterbitkan oleh International Organization for Migration (IOM) Indonesia bersama dengan Kepolisian 
Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pedoman ini akan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kerap ditemukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penuntut 
umum dalam proses penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di antaranya berkaitan dengan 
kekhususan hukum formil dan materiil dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 21/2007), penanganan TPPO korban anak, jenis-jenis pelaku TPPO, 
pengajuan restitusi, dan masih banyak lainnya. Harapannya, Pedoman ini dapat menjadi panduan yang sederhana, 
namun padat dan lengkap bagi penuntut umum dalam menangani kasus TPPO.

Seiring berjalannya waktu, kasus TPPO semakin berkembang dari aspek modus, peran pelaku, dan jenis 
eksploitasi. Kebaruan ini perlu direspons dengan terobosan penerapan hukum dan koordinasi di lapangan. Dalam 
lima tahun terakhir, aparat penegak hukum telah membuktikan bahwa korban TPPO tidak hanya didominasi 
oleh perempuan sejak munculnya TPPO atas Anak Buah Kapal (ABK). Jaring TPPO pun makin rumit dan 
melibatkan aktor lintas negara, bahkan penyelenggara negara dan korporasi. Tak jarang TPPO juga diikuti oleh 
tindak pidana terkait lainnya seperti tindak pidana imigrasi, tindak pidana perikanan, tindak pidana pencucian 
uang, dan sebagainya. Untuk bisa mengurai setiap tindak pidana yang terjadi dan menyasar seluruh pelaku tanpa 
terkecuali, maka pemahaman menyeluruh atas TPPO sangat dibutuhkan. 

Selain menjawab kebaruan-kebaruan di atas, Pedoman ini juga disusun untuk mengakomodasi instrumen hukum 
baru yang bertalian erat dengan TPPO seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan 
Pekerja Migran Indonesia dan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan 
dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Penerapan instrumen-instrumen hukum ini harus dilakukan 
secara sinergis dengan instrumen hukum yang terbit terdahulu. Oleh karenanya, keberadaan Pedoman ini lebih 
penting lagi untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai seluruh instrumen hukum yang tersedia dalam 
penanganan TPPO saat ini.   

Buku Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini tidak akan mungkin berhasil diwujudkan tanpa 
dukungan Kejaksaan Agung RI, praktisi, dan akademisi, juga bantuan dari seluruh lembaga aparat penegak hukum 
terkait. Selain ditujukan bagi aparat penegak hukum, pedoman ini juga diharapkan dapat menjadi panduan praktis 
bagi aparat pemerintah, LSM, pekerja sosial/pendamping, akademisi, tokoh masyarakat dan lain sebagainya, 
dalam melakukan upaya-upaya pemberantasan TPPO.

2.	 Maksud dan Tujuan 

Pedoman ini disusun untuk menjadi referensi yang lebih lengkap dan termutakhir bagi aparat penegak hukum, 
terutama penuntut  umum dalam menangani kasus TPPO. Pedoman ini dapat digunakan juga sebagai bahan 
bacaan para pihak yang ingin mendalami penanganan TPPO dan sebagai bacaan pendukung pelatihan pada isu 
TPPO. 
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3.	 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Pedoman ini mencakup: 

Bab 1: Pemahaman Konsep dalam TPPO
Bab ini akan membahas pendalaman TPPO menurut Protokol Palermo dan UU 21/2007, termasuk di dalamnya 
penjelasan unsur TPPO dalam UU 21/2007, perbedaan delik dalam UU 21/2007, modus dan bentuk eksploitasi 
TPPO (eksploitasi seksual, pengantin pesanan, eksploitasi tenaga kerja di bidang perikanan, eksploitasi anak, 
eksploitasi pekerja migran Indonesia, eksploitasi berupa transplantasi organ), indikator terjadinya TPPO, serta 
kekhususan dalam UU 21/2007 baik dari segi hukum pidana maupun hukum acara pidana. Selanjutnya dibahas 
pula konsep persetujuan dan TPPO yang melibatkan anak. 

Bab 2: Korban dan Pelaku dalam TPPO 
Bab ini akan membahas jenis-jenis korban TPPO berdasarkan bentuk TPPO-nya di antaranya pekerja migran, 
pekerja anak, kejahatan prostitusi, perdagangan anak melalui adopsi, perbudakan berkedok pernikahan dan 
pengantin pesanan, implantasi organ; korban berdasarkan gender dan usia serta jenis-jenis pelaku TPPO yang 
mencakup orang biasa, penyelenggara negara, korporasi, kelompok terorganisasi; pelaku berdasarkan usia yang 
mencakup usia anak dan usia dewasa. Untuk pelaku usia anak, dibahas pula pendekatan keadilan restoratif dan 
mekanisme diversi 

Bab 3: Tindak Pidana yang berkaitan dengan TPPO
Bab ini akan membahas mengenai berbagai tindak pidana yang bisa terjadi bersamaan atau setelah TPPO terjadi, 
di antaranya eksploitasi tenaga kerja, tindak pidana terhadap anak, tindak pidana keimigrasian, tindak pidana 
pencucian uang, tindak pidana korupsi, tindak pidana ITE, tindak pidana pelayaran, tindak pidana kesehatan, dan 
tindak pidana lain dalam KUHP.

Bab 4: Ajaran Hukum Pidana 
Bab ini akan membahas berbagai ajaran dan prinsip hukum pidana yang sangat dibutuhkan dalam penuntutan 
TPPO, di antaranya asas keberlakuan hukum pidana (asas teritorial, asas universalitas, asas nasionalitas aktif, asas 
nasionalitas pasif), asas keberlakukan peraturan perundang-undangan (asas lex specialist derogat legi generali, 
asas lex superior derogat legi inferior, asas lex posterior derogat legi priori), ajaran penyertaan (melakukan, turut 
melakukan, menyuruhlakukan, membujuk, membantu, permufakatan), ajaran perbarengan tindak pidana dan 
stelsel pemidanaan, teori pertanggungjawaban pidana, dan asas kriminalitas ganda. 

Bab 5: Penuntutan
Bab ini akan membahas unsur pasal dalam TPPO, definisi, serta konsep pembuktian dalam setiap proses hukum, 
mulai dari tahap penyidikan hingga upaya hukum. Dalam konsep pembuktian akan dibahas jenis-jenis bukti dan 
nilai pembuktiannya, prinsip atau asas pembuktian, teori pembuktian, serta penyusunan matriks dakwaan dan 
bukti. Akan dipaparkan matriks untuk berbagai jenis bentuk dakwaan yang diambil dari kasus riil yang telah 
diputus dan memiliki kekuatan hukum. Selain itu, dalam bab ini akan tercakup pula administrasi penuntutan 
seperti petunjuk untuk penyidikan dan penyusunan dakwaan.

Bab 6: Pengajuan Restitusi
Bab ini akan membahas kerangka teoretis, tata cara pengajuan restitusi, peran aparat penegak hukum dalam 
berbagai tahap proses hukum, kewenangan pemblokiran harta kekayaan, kewenangan memberikan petunjuk 
penelusuran aset, pelelangan oleh pengadilan dan konsinyasi, jenis putusan terhadap tuntutan restitusi serta 
contoh berbagai putusan yang mengabulkan dan menolak permohonan restitusi. 
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Bab 7: Kerja Sama Penanganan TPPO
Bab ini akan membahas mengenai koordinasi penanganan kasus TPPO yang mencakup koordinasi gugus tugas 
dan koordinasi aparat penegak hukum serta seluruh kementerian dan lembaga untuk penanganan TPPO di 
wilayah perbatasan, juga bantuan timbal balik antar-negara yang mencakup bentuk kerja sama dan prosedur yang 
harus ditempuh jika korban tinggal di luar negeri dan jika korban tinggal di Indonesia. 

Bab 8: Studi Kasus
Bab ini mencakup berbagai jenis studi kasus yang berhubungan dengan TPPO di antaranya eksploitasi seksual 
komersil pengantin pesanan, eksploitasi tenaga kerja di bidang perikanan, eksploitasi anak, pembayaran restitusi, 
serta penuntutan terhadap korporasi. Pada bab ini, putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dianalisis 
dari segi pertimbangan hukumnya, lalu dilihat bagaimana putusan yang dihasilkan telah sesuai dengan prinsip 
penanganan kasus TPPO dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB I
PEMAHAMAN KONSEP DALAM TPPO

1.	 TPPO menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (UU 21/2007)

Ketentuan mengenai TPPO diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang (UU 21/2007). Setelah diterbitkannya UU 21/2007, Indonesia meratifikasi Protokol 
Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Protocol to Prevent, Suppress, and 
Punish Trafficking in Persons especially Women and Children 2000. Meski demikian, pada bab ini akan dibahas 
secara spesifik UU 21/2007.  

1.1. 	Penjelasan Unsur TPPO 

	 Pasal 1 angka 1 UU 21/2007 mendefinisikan perdagangan orang sebagai:

“...tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 
memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 
kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, 
untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Mengacu pada definisi tersebut, terdapat 3 (tiga) komponen dalam TPPO: 

Komponen Definisi dan Contoh

Proses

Proses adalah tindakan bagaimana TPPO dilakukan. 

Contoh dari proses adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, 
penampungan atau penerimaan orang.
•  Perekrutan: Tindakan berupa mengajak, mengumpulkan, 

membawa, memisahkan seseorang dari keluarganya (Pasal 1 
angka 9 UU 21/2007).

•  Pengiriman: Tindakan memberangkatkan atau melabuhkan 
seseorang dari satu tempat ke tempat lain (Pasal 1 angka 10 UU 
21/2007).

Jika salah satu contoh terpenuhi, maka dapat dianggap unsur proses 
telah terpenuhi. 

Cara

Mencakup cara-cara untuk melakukan proses demi mencapai tujuan. 

Contoh dari cara adalah ancaman atau paksaan, kekerasan, 
penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan 
atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran 
atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang 
memiliki kendali atas orang lain.
•	 Ancaman kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum 

berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik 
dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa 
takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 angka 
12).
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•	 Kekerasan adalah perbuatan melawan hukum dengan atau tanpa 
menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan 
bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya 
kemerdekaan seseorang (Pasal 1 angka 11).

•	 Penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam 
status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan 
dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung 
jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang 
(Pasal 1 angka 15).

Tujuan

Tujuan adalah hal yang ingin dicapai dari rangkaian proses dan cara. 
Dalam UU 21/2007, konteks dari tujuan adalah eksploitasi yang 
didefinisikan sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban 
yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan 
paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, 
pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara 
melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/
atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan 
seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik 
materiil maupun immateriil (Pasal 1 angka 7).

Tabel 1: Komponen TPPO

Ketiga komponen ini diuraikan secara lebih mendetail sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang diatur 
dalam Pasal 2 hingga Pasal 12 UU 21/2007. Sebagian dari pasal tersebut mengandung delik formil dan 
sebagiannya lagi adalah delik materiil.

Delik formil Delik yang terpenuhi selama unsur-unsur tindakan dalam rumusan 
pasal terpenuhi

Delik materiil Delik yang terpenuhi jika akibat yang diharuskan dalam pasal terjadi

Tabel 2: Tabel Perbedaan Delik Formil dan Materiil
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Berikut uraian unsur Pasal 2 hingga Pasal 12 UU 21/2007, beserta jenis deliknya:

Pelaku Proses Cara Tujuan Jenis Delik

Pasal 2 ayat (1) Setiap orang Perekrutan, 
pengangkutan, 
penampungan, 
pengiriman, 
pemindahan, 
atau 
penerimaan 
seseorang

Ancaman 
kekerasan, 
penggunaan 
kekerasan, 
penculikan, 
penyekapan, 
pemalsuan, 
penipuan, 
penyalahgunaan 
kekuasaan atau 
posisi rentan, 
penjeratan 
utang atau 
memberi 
bayaran atau 
manfaat 
walaupun 
memperoleh 
persetujuan 
dari orang yang 
memegang 
kendali atas 
orang lain

Untuk tujuan 
mengeksploi-
tasi orang 
tersebut

Delik formil

Pasal 2 ayat (2) Setiap orang Perekrutan, 
pengangkutan, 
penampungan, 
pengiriman, 
pemindahan, 
atau 
penerimaan 
seseorang

Ancaman 
kekerasan, 
penggunaan 
kekerasan, 
penculikan, 
penyekapan, 
pemalsuan, 
penipuan, 
penyalahgunaan 
kekuasaan atau 
posisi rentan, 
penjeratan 
utang atau 
memberi 
bayaran atau 
manfaat 
walaupun 
memperoleh 
persetujuan 
dari orang yang 
memegang 
kendali atas 
orang lain

Mengakibatkan 
orang 
tereksploitasi

Delik materiil
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Pasal 3 Setiap orang Memasukkan 
orang ke 
wilayah negara 
Republik 
Indonesia

- Dengan 
maksud untuk 
dieksploitasi di 
wilayah negara 
Republik 
Indonesia atau 
dieksploitasi di 
negara lain

Delik formil

Pasal 4 Setiap orang Membawa 
warga negara 
Indonesia ke 
luar wilayah 
negara 
Republik 
Indonesia 

- Dengan 
maksud untuk 
dieksploitasi 
di luar wilayah 
negara 
Republik 
Indonesia

Delik formil

Pasal 5 Setiap orang Melakukan 
pengangkatan 
anak

Menjanjikan 
sesuatu atau 
memberikan 
sesuatu

Dengan 
maksud untuk 
dieksploitasi

Delik formil

Pasal 6 Setiap orang Melakukan 
pengiriman 
anak ke dalam 
atau ke luar 
negeri

Dengan cara 
apa pun

Mengakibatkan 
anak tersebut 
tereksploitasi 

Delik materiil

Pasal 7 ayat (1) Setiap orang Yang melakukan tindak pidana 
dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, 
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6

Hingga 
mengakibatkan 
korban 
menderita 
luka berat, 
gangguan jiwa 
berat, penyakit 
menular 
lainnya yang 
membahayakan 
jiwanya, 
kehamilan, atau 
terganggu atau 
hilangnya fungsi 
reproduksinya

Delik materiil

Pasal 7 ayat (2) Setiap orang Yang melakukan tindak pidana 
dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, 
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6

Hingga 
mengakibatkan 
matinya korban

Delik materiil

Pasal 8 ayat (1) Setiap 
penyelenggara 
negara 

Yang melakukan tindak pidana 
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, 
Pasal 5, dan Pasal 6

Delik formil 
dan materiil 
bergantung 
pasalnya

Pasal 9 Setiap orang Berusaha 
menggerakkan 
orang lain

- Supaya 
melakukan 
TPPO orang, 
dan tindak 
pidana itu tidak 
terjadi

Delik formil
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Pasal 10 Setiap orang Membantu, 
melakukan 
percobaan 
untuk 
melakukan 
TPPO 

- - Delik formil

Pasal 11 Setiap orang Merencanakan 
atau melakukan 
permufakatan 
jahat

- Untuk 
melakukan 
TPPO

Delik formil

Pasal 12 Setiap orang Menggunakan 
atau 
memanfaatkan 
korban TPPO

Melakukan 
persetubuhan 
atau perbuatan 
cabul lainnya 
dengan 
korban TPPO, 
mempekrjakan 
korban 
TPPO untuk 
meneruskan 
praktik 
eksploitasi, 
mengambil 
keuntungan 
dari hasil TPPO

- Delik formil

Pasal 15 ayat 
(1) 

Korporasi Yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 2, Pasal 
3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6

Delik formil 
dan materiil 
bergantung 
pasalnya

Pasal 16 Kelompok yang 
terorganisasi

Yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 2, Pasal 
3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6

Delik formil 
dan materiil 
bergantung 
pasalnya

Tabel 3: Tabel Uraian Unsur TPPO dan Jenis Deliknya

Beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi terjadinya TPPO melihat dari aktivitas 
pada daerah asalnya dan daerah transit:

Daerah asal Daerah transit
Perekrutan
(Recruitment)

•	 Tipu daya berupa tawaran pekerjaan 
dan janji kekayaan

•	 Kepergian mendadak dari daerah 
asal

•	 Adanya luka-luka, cacat pada tubuh, 
atau ancaman 

•	 Korban hilang untuk jangka waktu 
yang cukup lama

•	 Janji akan dinikahi

Tidak ada
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Pengiklanan 
(Advertisement)

•	 Tawaran bermigrasi, apalagi dengan 
iming-iming tidak dikenai biaya atau 
ongkos bisa dibayar ketika korban 
sudah bekerja

•	 Menggunakan media sosial untuk 
merekrut calon pegawai

•	 Menawarkan pekerjaan untuk 
gender khusus dan untuk kalangan 
anak muda saja

•	 Melakukan perekrutan lewat 
telemarketing atau mendekati 
korban langsung 

•	 Pemberian hadiah untuk anak atau 
remaja tanpa alasan yang jelas

•	 Agen yang menawarkan pekerjaan 
tanpa perjanjian dan membayar 
segala biaya sebelum bekerja

Tidak ada

Tempat tinggal 
(Residence)

•	 Tempat prostitusi yang menampung 
perempuan yang sudah bermigrasi

•	 Pendekatan terhadap anak atau 
remaja di area panti asuhan, sekolah, 
dan tempat anak berkumpul lainnya

•	 Orang menawarkan pekerjaan di 
tempat migran berkumpul seperti di 
terminal bus

•	 Adanya agen tenaga kerja ilegal yang 
merekrut pekerja di daerah asing

•	 Akomodasi kelompok dibayar 
oleh satu orang. Hal ini bisa 
menjadi pertanda bahwa tidak ada 
anggota dalam kelompok yang 
memiliki akses terhadap uang dan 
pembiayaan

•	 Berada di area penginapan atau 
tempat tinggal yang terkenal dengan

Transportasi 
(Transportation)

•	 Bukti bahwa pergerakan korban 
diawasi

•	 Korban anak yang bepergian tanpa 
ditemani oleh anggota keluarga atau 
kerabat

•	 Sekelompok anak yang bepergian 
dengan satu orang dewasa

•	 Pemakaian jalur transportasi yang 
memutar untuk menghindari 
pengecekan keamanan

•	 Sekelompok orang dalam satu 
grup di mana ada satu orang yang 
menguasai semua dokumen

•	 Kelompok yang bepergian bersama 
namun tidak memiliki bahasa yang 
sama

•	 Rute yang ditempuh diasosiasikan 
dengan perdagangan orang 

•	 Anak yang berpergian tanpa 
didampingi oleh orang tua atau 
kerabat, atau oleh satu orang 
dewasa

•	 Pembelian tiket mendekati 
keberangkatan, khususnya tiket 
pesawat 

•	 Berhenti di dekat pengecekan di 
wilayah perbatasan untuk berganti 
alat transportasi

•	 Adanya satu orang yang berbicara 
atas nama kelompok

Komunikasi 
(Communication)

•	 Surat, telepon, email, dan lain-
lainnya dikirimkan kembali ke lokasi 
pengirim yang mengindikasikan 
korban tidak memiliki kebebasan 
bergerak atau hak-hak lainnya di 
tempat tujuan

•	 Seringnya telepon internasional ke 
tempat tujuan

•	 Identitas orang yang ditelepon tidak 
diketahui, hanya nomornya
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Keuangan (Finance) •	 Uang dibayarkan kepada orang tua 
atau wali untuk mengambil anak 
sebagai pekerja atau sejenisnya

•	 Saudara atau kerabat korban 
mencoba membayar jeratan 
hutang tidak lama setelah korban 
meninggalkan daerah asalnya

•	 Adanya remitansi yang dikirimkan 
oleh korban kepada saudara 
atau kerabat. Pelaku juga dapat 
mengirimkan remitansi kepada 
keluarga korban dalam rangka 
menahan korban agar tidak 
melarikan diri. Remitansi yang 
dikontrol oleh orang ketiga adalah 
indikasi kuat terjadi TPPO

•	 Di antara semua orang dalam 
kelompok yang bepergian, hanya 
satu orang yang memegang uang 

•	 Untuk TPPO yang terjadi lintas 
negara, dapat diidentifikasi hanya 
ada satu orang yang memegang 
mata uang negara tujuan

•	 Uang yang ditemukan tidak 
sebanding dengan tipe pekerjaan 
korban 

Tabel 4: Indikator TPPO di Daerah Asal dan Daerah Transit

Beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi terjadinya TPPO dilihat dari tahapan 
terjadinya TPPO:

Korban dewasa
Tipe Eksploitasi

Eksploitasi 
Seksual

Eksploitasi 
Tenaga Kerja

Perbudakan 
Domestik

Aktivitas 
Terlarang

•	 Tidak mampu 
menegosiasikan 
kondtisi kerja

•	 Usia cenderung 
muda

•	 Tidak ada 
dokumen 
pekerjaan atau 
tanda pengenal

•	 Tinggal dengan 
keluarga

•	 Mengemis di 
muka umum

•	 Tidak bisa 
berhenti bekerja

•	 Tanda bahwa 
korban ‘dikuasai’ 
oleh pelaku

•	 Jika memiliki 
tanda pengenal 
atau dokumen 
pekerjaan, 
biasanya palsu

•	 Tidak makan 
bersama dengan 
keluarga

•	 Satu orang 
dewasa menjadi 
pendamping bagi 
banyak anak

•	 Ekspresi takut 
dan cemas

•	 Selalu diawasi 
saat berangkat 
atau pulang 
kerja, atau ke 
tempat lainnya

•	 Tidak ada 
catatan 
pembayaran gaji

•	 Tidak memiliki 
ruang pribadi

•	 Anak tinggal 
bersama orang 
dewasa yang 
bukan orang 
tuanya

•	 Pembatasan 
komunikasi dan 
interaksi sosial 

•	 Pakaian 
bernuansa 
seksual

•	 Peralatan 
keamanan yang 
sangat kurang 
atau tidak ada

•	 Jarang atau 
tidak pernah 
meninggalkan 
rumah untuk 
alasan sosial

•	 Individu 
rentan yang 
bepergian secara 
berkelompok 
atau bepergian 
dengan sejumlah 
orang dewasa

•	 Tidak familiar 
dengan bahasa 
setempat

•	 Tanpa tanda 
pengenal 
(dokumen 
dikuasai oleh 
pelaku)

•	 Tidak ada 
kontrak kerja

•	 Selalu 
didampingi oleh 
pemberi kerja

•	 Cacat fisik atau 
tanda yang 
menunjukkan 
adanya 
kekerasan dan 
pelecehan
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•	 Ketidakpercaya-
an terhadap 
pemerintah

•	 Jika memiliki 
tanda pengenal 
atau dokumen 
pekerjaan, 
biasanya palsu

•	 Keamanan 
ketat untuk 
mecegah korban 
melarikan diri

•	 Tidak memiliki 
tanda pengenal 
atau dokumen 
perjalanan 
(dikuasai oleh 
pelaku atau 
majikan)

•	 Tanda yang 
menunjukkan 
korban 
“dikuasai” oleh 
pelaku

•	 Gaji yang sangat 
sedikit atau 
hampir tidak ada

•	 Keterbatasan 
kosa kata di 
daerah setempat

•	 Jam kerja yang 
sangat lama

•	 Jika memiliki 
tanda pengenal 
atau dokumen 
pekerjaan, 
biasanya palsu

•	 Bekerja dalam 
waktu yang 
sangat lama

•	 Jam kerja yang 
sangat lama 

•	 Pembatasan 
gerak dan 
akomodasi yang 
dipaksakan

•	 Menjadi korban 
penghinaan, 
pelecehan, 
ancaman, atau 
kekerasan•	 Luka yang 

disebabkan 
kekerasan

•	 Adanya 
kewajiban 
memenuhi 
target 
pendapatan 
tertentu

•	 Kebergantungan 
pekerja dengan 
pemberi kerja 
untuk berbagai 
aspek kehidupan 
(transportasi, 
akomodasi, 
pekerjaan)

•	 Kondisi hidup 
buruk

•	 Memperoleh 
upah yang 
sangat kecil jika 
dibandingkan 
beban kerja

•	 Kurangnya 
pelatihan dasar, 
sertifikasi, atau 
izin kerja

•	 Cenderung loyal 
terhadap pelaku 
karena takut 
terhadap pelaku

•	 Pengelola 
bordil telah 
mengirimkan 
sebagian 
pembayaran 
kepada pihak 
ketiga

•	 Kurangnya 
rasa percaya 
terhadap orang 
baru

•	 Tempat bekerja 
berpindah-
pindah

•	 Dikawinkan 
secara paksa

•	 Orang yang 
sama sebagai 
penerima/
narahubung

•	 Korban tidak 
familiar dengan 
sekitarnya 

Tabel 5: Indikator TPPO dengan korban orang dewasa menurut tahapannya
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Korban Anak

Tipe Eksploitasi

Eksploitasi 
Seksual

Eksploitasi 
Tenaga Kerja

Perbudakan 
Domestik

Aktivitas 
Terlarang

•	 Akomodasi 
terpisah dengan 
anggota keluarga 
lainnya

•	 Usia cenderung 
muda

•	 Tidak ada 
dokumen 
pekerjaan atau 
tanda pengenal

•	 Tinggal dengan 
keluarga

•	 Mengemis di 
muka umum

•	 Bepergian tanpa 
ditemani oleh 
orang dewasa

•	 Tanda bahwa 
korban ‘dikuasai’ 
oleh pelaku

•	 Jika memiliki 
tanda pengenal 
atau dokumen 
pekerjaan, 
biasanya palsu

•	 Tidak makan 
bersama dengan 
keluarga

•	 Satu orang 
dewasa menjadi 
pendamping bagi 
banyak anak

•	 Pakaian kerja/
kostum pekerja 
seksual anak-
anak

•	 Selalu diawasi 
saat berangkat 
atau pulang 
kerja, atau ke 
tempat lainnya

•	 Tidak ada 
catatan 
pembayaran gaji

•	 Tidak memiliki 
ruang pribadi

•	 Anak tinggal 
bersama orang 
dewasa yang 
bukan orang 
tuanya

•	 Bepergian 
dengan 
sekelompok 
orang yang tidak 
terafiliasi dengan 
korban

•	 Pakaian 
bernuansa 
seksual

•	 Peralatan 
keamanan yang 
sangat kurang 
atau tidak ada

•	 Jarang atau 
tidak pernah 
meninggalkan 
rumah untuk 
alasan sosial

•	 Individu 
rentan yang 
bepergian secara 
berkelompok 
atau bepergian 
dengan sejumlah 
orang dewasa

•	 Tidak memiliki 
akses atas 
pendidikan

•	 Tanpa tanda 
pengenal 
(dokumen 
dikuasai oleh 
pelaku)

•	 Tidak ada 
kontrak kerja

•	 Selalu 
didampingi oleh 
pemberi kerja

•	 Cacat fisik atau 
tanda yang 
menunjukkan 
adanya 
kekerasan dan 
pelecehan

•	 Tidak ada teman 
seumuran di luar 
lingkungan kerja

•	 Jika memiliki 
tanda pengenal 
atau dokumen 
pekerjaan, 
biasanya palsu

•	 Keamanan 
ketat untuk 
mecegah korban 
melarikan diri

•	 Tidak memiliki 
tanda pengenal 
atau dokumen 
perjalanan 
(dikuasai oleh 
pelaku atau 
majikan)

•	 Tanda yang 
menunjukkan 
korban 
“dikuasai” oleh 
pelaku

•	 Ekspresi 
terintimidasi 
atau perilaku 
yang tidak sesuai 
dengan usia 
korban anak

•	 Keterbatasan 
kosa kata di 
daerah setempat

•	 Jam kerja yang 
sangat lama

•	 Jika memiliki 
tanda pengenal 
atau dokumen 
pekerjaan, 
biasanya palsu

•	 Bekerja dalam 
waktu yang 
sangat lama

•	 Jam kerja yang 
sangat lama 

•	 Pembatasan 
gerak dan 
akomodasi yang 
dipaksakan

•	 Menjadi korban 
penghinaan, 
pelecehan, 
ancaman, atau 
kekerasan
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•	 Mainan, tempat 
tidur, dan 
pakaian anak di 
lokasi yang tidak 
tepat seperti 
bordil 

•	 Adanya 
kewajiban 
memenuhi 
target 
pendapatan 
tertentu

•	 Kebergantungan 
pekerja dengan 
pemberi kerja 
untuk berbagai 
aspek kehidupan 
(transportasi, 
akomodasi, 
pekerjaan)

•	 Kondisi hidup 
buruk

•	 Memperoleh 
upah yang 
sangat kecil jika 
dibandingkan 
beban kerja

•	 Kurangnya 
pelatihan dasar, 
sertifikasi, atau 
izin kerja

•	 Pengelola 
bordil telah 
mengirimkan 
sebagian 
pembayaran 
kepada pihak 
ketiga

•	 Tempat bekerja 
berpindah-
pindah

Tabel 6: Indikator TPPO dengan korban anak menurut tahapannya

Selain ketiga kategori indikator di atas, perlu diperhatikan indikator cara dalam melakukan TPPO, di 
antaranya:

•	 Kekerasan, yaitu ancaman atau penggunaan kekerasan kepada korban dan/atau keluarga korban
•	 Paksaan
•	 Cara psikologis, merujuk pada hubungan korban dengan orang lain, ancaman ditolak oleh kelompok 

atau keluarga, kemarahan atau ungkapan tidak suka oleh pasangan, pemerasan
•	 Cara ekonomi, yaitu memaksa membayar jumlah uang yang sangat banyak, pemotongan gaji dalam 

jumlah besar, jeratan hutang
•	 Penculikan
•	 Penipuan, yang mencakup 5 (lima) elemen: 1) pernyataan yang keliru; 2) pelaku mengetahui kekeliruan 

pernyataan tersebut; 3) kesengajaan dan kehendak pelaku untuk menipu korban; 4) adanya kepercayaan 
korban terhadap pernyataan pelaku; 5) berakibat kerugian yang dialami korban

•	 Penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan posisi rentan, yaitu situasi dimana korban tidak memiliki 
pilihan lain selain menerima situasi yang dialaminya

•	 Pembayaran kepada pihak ketiga yang mengurus pengalihan korban 

1.2. 	Modus dan bentuk eksploitasi TPPO 

TPPO memiliki berbagai jenis modus operandi dan eksploitasi. Setidaknya, 5 (lima) jenis eksploitasi TPPO 
yang paling sering ditemukan adalah sebagai berikut:

1.2.1.	Eksploitasi Seksual

Pasal 1 angka 8 UU 21/2007 mendefinisikan eksploitasi seksual sebagai bentuk pemanfaatan organ 
tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi 
tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Eksploitasi seksual ini mencakup juga 
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produksi dan penyebaran muatan pornografi yang memuat korban sendiri maupun bersama orang 
lain. Modus yang dapat ditemukan dalam eksploitasi seksual di antaranya:

•	 Paksaan fisik dan psikis
•	 Perubahan dari praktik rumah bordil ke fasilitas akomodasi pribadi 
•	 Maraknya tren mucikari perempuan
•	 Pendekatan melalui media sosial 
•	 Perkawinan
•	 Adanya janji untuk bekerja di area pariwisata
•	 Adanya janji program pertukaran pelajar

1.2.2.	Pengantin pesanan

Salah satu bentuk eksploitasi TPPO adalah pengantin pesanan. Biasanya, perempuan muda dari 
keluarga tidak mampu ditawari menikah dengan orang asing dengan janji hidup yang mapan. Suami 
diminta untuk menyediakan biaya ratusan juta rupiah yang sebagian besar uangnya diambil oleh 
perantara. Korban dan keluarganya diberi uang dalam jumlah yang sangat sedikit. Di negara asal 
suami, korban menjadi objek eksploitasi seksual dan tenaga kerja. Untuk melangsungkan rangkaian 
TPPO ini, modus yang sering digunakan meliputi:

•	 Janji akan hidup dengan mapan
•	 Menikah dan tinggal dengan Warga Negara Asing 
•	 Pernikahan bisa dilakukan secara resmi atau tidak resmi di negara asal suami
•	 Perantara mendekati keluarga untuk mendukung keputusan korban
•	 Dokumen identitas dan dokumen imigrasi korban dikuasai oleh suami
•	 Jika ingin pulang ke daerah asal, diminta membayar ganti rugi kepada suami 

1.2.3.	Eksploitasi tenaga kerja di bidang perikanan

Eksploitasi Anak Buah Kapal (ABK) kini marak ditemukan. ABK direkrut untuk bekerja di kapal 
asing dengan kondisi kerja yang sangat buruk dan pendapatan yang sangat kecil. Mereka juga kerap 
mengalami penganiayaan. Modus eksploitasi tenaga kerja di bidang perikanan mencakup:

•	 Tidak mewajibkan ijazah pendidikan tinggi, hanya ijazah SD dan SMP
•	 Gaji yang ditawarkan sangat tinggi 
•	 Tidak disyaratkan keahlian khusus
•	 Biaya rekrutmen dan penempatan dipotongkan dari gaji yang diperoleh
•	 Pemotongan gaji yang sangat besar
•	 Kecelakaan kerja tidak ditangani oleh pemberi kerja
•	 Mengalami kekerasan fisik dan verbal selama bekerja 

1.2.4.	Eksploitasi anak 

Eksploitasi anak yang marak terjadi adalah dalam bentuk pengiriman buruh migran perempuan, 
pengiriman Pekerja Rumah Tangga (PRT), eksploitasi seksual, perbudakan, pengantin pesanan, 
pekerja anak, pengambilan organ tubuh, adopsi anak, dan penghambaan. Modus-modus yang 
digunakan untuk mengeksploitasi: 

•	 Perekrut membangun kedekatan psikologis dengan mengajak teman sebaya 
•	 Perekrut mendekati korban menggunakan media sosial 
•	 Perekrut mendekati anggota keluarga korban dan membujuk pihak keluarga untuk mengizinkan 

korban bekerja atau menikah 
•	 Perekrut menyepakati sejumlah uang dengan keluarga korban namun pembayaran tidak dilakukan 

secara lunas 
•	 Korban memperoleh fasilitas yang cukup mewah yang kemudian menjadi hutang
•	 Korban ditawari program beasiswa atau program pelatihan keahlian yang menggiurkan 
•	 Korban ditawari pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi dan syarat yang mudah
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1.2.5.	Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia

Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia adalah salah satu bentuk TPPO yang paling sering terjadi di 
Indonesia. Modus-modus yang digunakan dalam eksploitasi ini meliputi:

•	 Perekrutan untuk bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga di luar negeri dengan janji gaji yang 
besar

•	 Adanya tes kesehatan yang asal dilakukan dan korban diberi uang fit sebagai bentuk penjeratan 
hutang 

•	 Tidak diberikan pelatihan yang formal di Balai Latihan Kerja atau tempat pelatihan lainnya yang 
terverifikasi oleh Pemerintah

•	 Korban tidak memperoleh pelatihan bahasa atau orientasi sebelum bekerja di luar negeri 
•	 Apabila korban ingin mengundurkan diri, korban diharuskan membayar uang ganti rugi dalam 

jumlah yang sangat banyak
•	 Korban sering kali bekerja dengan jam kerja yang sangat lama
•	 Korban mengalami penyiksaan/penganiayaan 
•	 Gaji korban tidak dibayarkan oleh majikannya

1.2.6.	Eksploitasi berupa transplantasi organ

Kasus TPPO berupa transplantasi organ tidak banyak ditemukan bisa jadi karena operasinya yang 
dilakukan dengan sangat sembunyi-sembunyi. Meski demikian, modus operandi transplantasi organ 
dapat berupa:

•	 Pendekatan oleh pelaku secara personal atau diiklankan di media sosial
•	 Ditawarkan nominal yang cukup tinggi padahal harga tersebut sangat tidak layak jika dibandingkan 

dengan nilai organ 
•	 Diajak melakukan tes kesehatan dengan dokter yang menerima praktik ilegal
•	 Data pasien dalam rekam medis cenderung dirahasiakan
•	 Pelaku tidak membayar korban sejumlah uang yang dijanjikan
•	 Tidak dilakukan pengecekan kondisi kesehatan pasca-operasi

1.3.	 Kekhususan dalam UU 21/2007

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mengeluarkan surat Nomor: B-185/EJP/03/2005 tentang Pola 
Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang. Surat ini menegaskan bahwa:

•	 Protokol Palermo dijadikan rujukan untuk mengidentifikasi TPPO
•	 Agar suatu kejadian dapat dikategorikan sebagai TPPO, maka kejadian tersebut harus memenuhi 

kriteria proses, cara, dan tujuan
•	 Persetujuan dianggap tidak relevan jika unsur cara telah terpenuhi
•	 Perlunya koordinasi antara penuntut umum dengan penyidik untuk memaksimalkan penyidikan 

UU 21/2007 juga mengatur beberapa kekhususan yang menyebabkan penuntutan kasus TPPO dapat 
menyimpangi konsep hukum pidana dan hukum acara pidana yang ditemukan dalam tindak pidana biasa. 
Berikut uraian mengenai kekhususan dalam UU 21/2007.

1.3.1.	Aspek Hukum Acara Pidana 

Beberapa aspek hukum acara pidana dalam UU 21/2007 yang berbeda dari Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

1.	 Tambahan alat bukti mencakup: 
a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat 

optik atau yang serupa dengan itu; dan
b.	Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat 

dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda 
fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik (Pasal 29 UU 21/2007), 
termasuk tidak terbatas pada:
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1.	 Tulisan, suara, atau gambar;
2.	 Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
3.	 Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh 

orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Contoh dari data, rekaman, atau informasi yang dimaksud adalah catatan rekening bank, 
catatan usaha, catatan keuangan, catatan kredit, hutang, atau catatan transaksi korporasi 
lainnya, catatan perjalanan, catatan komunikasi antar-orang, pernyataan tersumpah yang 
didapat dari negara asing yang diperoleh melalui bantuan hukum timbal balik antara Indonesia 
dengan negara lain.

2.	 Satu saksi dinyatakan cukup apabila disertai alat bukti sah lainnya. Pasal 30 UU 21/2007 
menyatakan bahwa keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan 
bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya. Sehingga, 
keterangan satu saksi, misalnya saksi korban, ditambah dengan satu alat bukti lagi, baik itu surat 
atau keterangan terdakwa misalnya, sudah dianggap sebagai alat bukti yang sah.

3.	 Penyadapan terhadap telepon atau alat komunikasi yang diduga digunakan untuk mempersiapkan 
dan melakukan TPPO dapat dilakukan penyidik dengan bukti permulaan yang cukup (Pasal 31 
ayat (1) UU 21/2007) dengan seizin Ketua Pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) 
tahun.

4.	 Pemblokiran terhadap harta kekayaan tersangka atau terdakwa TPPO dilakukan oleh penyedia 
jasa keuangan atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim (Pasal 32 UU 21/2007).

5.	 Pelapor dapat meminta identitasnya dirahasiakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di pengadilan (Pasal 33 ayat (1) UU 21/2007). Kewajiban merahasiakan identitas 
ini diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dalam perkara TPPO sebelum 
dilakukan pemeriksaan (Pasal 33 ayat (2) UU 21/2007).

6.	 Saksi dan/atau korban dapat meminta kepada hakim untuk memberikan keterangan di depan 
sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 37 ayat (1) UU 21/2007). Terdakwa akan 
diminta keluar ruang sidang. Pemeriksaan terhadap terdakwa dapat dilanjutkan setelah hakim 
memberitahukan keterangan yang disampaikan oleh saksi dan/atau korban ketika terdakwa di 
luar ruang sidang (Pasal 37 ayat (3) UU 21/2007). 

7.	 Pemeriksaan saksi dan/atau korban anak dapat dilakukan di luar sidang pengadilan menggunakan 
rekaman apabila disetujui oleh hakim (Pasal 40 UU 21/2007).

1.3.2.	Aspek Hukum Pidana

Beberapa aspek hukum pidana dalam UU 21/2007 yang berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana adalah sebagai berikut:

1.	 Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan TPPO namun tindak 
pidananya tidak terjadi, dalam hal ini menyuruhlakukan/doenplegen gagal, maka dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda 
paling sedikit R p40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 240.000.000,00 
(dua ratus empat puluh juta rupiah) (Pasal 9 UU 21/2007).

2.	 Setiap orang yang membantu (medeplichtige) atau melakukan percobaan (poging) untuk 
melakukan TPPO dipidana sebagaimana pelaku yang melakukan TPPO pada Pasal 2, Pasal 3, 
Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun 
dan maksimal 15 (lima belas) tahun degan pidana denda minimal Rp 120.000.000,00 (seratus 
dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp  600.000.000,000 (enam ratus juta rupiah) (Pasal 10 UU 
21/2007).

3.	 Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPO 
dipidana yang sama sebagaimana pelaku dalam pelaku yang melakukan TPPO pada Pasal 2, Pasal 
3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara minimal 3 (tiga) 
tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dengan pidana denda minimal Rp 120.000.000,00 
(seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp  600.000.000,000 (enam ratus juta rupiah) 
(Pasal 11 UU 21/2007).
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4.	 Setiap orang yang memanfaatkan korban dengan melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul, 
mempekerjakan korban untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari 
TPPO yang terjadi, dipidana sebagaimana pelaku yang melakukan TPPO pada Pasal 2, Pasal 3, 
Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun 
dan maksimal 15 (lima belas) tahun degan pidana denda minimal Rp 120.000.000,00 (seratus 
dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp  600.000.000,000 (enam ratus juta rupiah) (Pasal 12 UU 
21/2007).

5.	 Diaturnya tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPO dalam UU 21/2007 sebagai berikut:

Pasal Tindak pidana Unsur Pidana

Pasal 19 Memalsukan 
keterangan/dokumen 

•	 Setiap orang
•	 Memberikan atau 

memasukkan 
keterangan palsu pada 
dokumen negara atau 
dokumen lain atau 
memalsukan dokumen 
negara atau dokumen 
lain

•	 Untuk mempermudah 
terjadinya TPPO

Pidana penjara paling singkat 
1 (satu) tahun dan paling 
lama 7 (tujuh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit 
Rp40.000.000,00 (empat 
puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp280.000.000,00 
(dua ratus delapan puluh 
juta rupiah).

Pasal 20 Memberikan 
kesaksian palsu/alat 
bukti dan barang 
bukti palsu dalam 
sidang pengadilan

•	 Setiap orang
•	 Memberikan kesaksian 

palsu, menyampaikan 
alat bukti palsu atau 
barang bukti palsu, atau 
mempengaruhi saksi

•	 Secara melawan hukum
•	 Di sidang pengadilan 

TPPO

Pidana penjara paling singkat 
1 (satu) tahun dan paling 
lama 7 (tujuh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit 
Rp40.000.000,00 (empat 
puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp280.000.000,00 
(dua ratus delapan puluh 
juta rupiah).

Pasal 21 Ayat (1): Penyerangan 
fisik terhadap 
saksi atau petugas 
persidangan

•	 Setiap orang
•	 Melakukan penyerangan 

fisik terhadap saksi atau 
petugas 

•	 Di persidangan dalam 
perkara TPPO

Pidana penjara paling singkat 
1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan 
pidana denda paling sedikit 
Rp40.000.000,00 (empat 
puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah).

Ayat (2):
Penyerangan fisik 
yang menyebabkan 
luka berat

Unsur pada ayat (1) 
ditambah dengan unsur 
“mengakibatkan saksi atau 
petugas di persidangan 
luka berat”

Pidana penjara paling singkat 
2 (dua) tahun dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit 
Rp80.000.000,00 (delapan 
puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp400.000.000,00 
(empat ratus juta rupiah).
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Ayat (3):
Penyerangan fisik 
yang menyebabkan 
kematian 

Unsur pada ayat (1) 
ditambah dengan unsur 
“mengakibatkan saksi atau 
petugas di persidangan 
mati”

Pidana penjara paling singkat 
3 (tiga) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun 
dan pidana denda paling 
sedikit Rp120.000.000,00 
(seratus dua puluh juta 
rupiah) dan paling banyak 
Rp600.000.000,00 (enam 
ratus juta rupiah).

Pasal 22 Menggagalkan 
penyidikan, 
penuntutan dan  
pemeriksaan 
pengadilan

•	 Setiap orang
•	 Dengan sengaja
•	 Mencegah, merintangi, 

atau menggagalkan 
secara langsung atau 
tidak langsung 

•	 Penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan 
terhadap tersangka, 
terdakwa, atau 
saksi dalam perkara 
perdagangan orang 

Pidana penjara paling singkat 
1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan 
pidana denda paling
sedikit Rp40.000.000,00 
(empat puluh juta 
rupiah) dan paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah).

Pasal 23 Membantu pelarian 
pelaku TPPO dari 
proses peradilan 
pidana

•	 Setiap orang
•	 Membantu pelarian 

pelaku TPPO
•	 Dari proses peradilan 

pidana 
•	 Dengan:

a. Memberikan atau 
meminjamkan uang, 
barang, atau harta 
kekayaan lainnya 
kepada pelaku

b.	Menyediakan tempat 
tinggal bagi pelaku

c.	Menyembunyikan 
pelaku; atau

d.	Menyembunyikan 
informasi keberadaan 
pelaku 

Pidana penjara paling singkat 
1 (satu) tahun
dan paling lama 5 (lima) 
tahun dan pidana denda 
paling sedikit
Rp40.000.000,00 (empat 
puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah).

Pasal 24 Memberitahukan 
identitas saksi atau 
korban 

•	 Setiap orang
•	 Memberitahukan 

identitas saksi atau 
korban

•	 Padahal kepadanya 
sudah diberitahukan 
bahwa identitas saksi 
atau korban tersebut 
harus dirahasiakan

Pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan pidana denda paling 
sedikit Rp120.000.000,00 
(seratus dua puluh juta 
rupiah) dan paling banyak 
Rp280.000.000,00 (dua 
ratus delapan puluh juta 
rupiah).

Tabel 7: Tindak Pidana Lain dalam UU 21/2007 yang Berkaitan dengan TPPO
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1.3.3.	Hak saksi dan/atau korban 

Selain hak saksi dan/atau korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, 
UU 21/2007 juga mengatur hak-hak saksi dan korban dalam kasus TPPO, di antaranya: 

a.	 Hak pelapor untuk dirahasiakan nama dan alamatnya dalam penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 33 ayat (1) UU 21/2007);

b.	 Hak saksi dan/atau korban untuk didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya (Pasal 
35 UU 21/2007);

c.	 Hak korban untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus dalam tahap penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan (Pasal 36 ayat (1) UU 21/2007);

d.	 Hak saksi dan/atau korban meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan 
di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 37 ayat (1) UU 21/2007);

e.	 Hak saksi dan/atau korban untuk memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44 ayat (1) UU 
21/2007);

f.	 Hak korban atau ahli warisnya untuk memperoleh restitusi (Pasal 48 ayat (1) UU 21/2007);
g.	 Hak korban untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial 

dari pemerintah (Pasal 51 ayat (1) UU 21/2007);
h.	 Hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum saat berperan membantu pencegahan 

dan penanganan TPPO (Pasal 62 jo. Pasal 60 dan Pasal 61 UU 21/2007).

2.	 Persetujuan dalam TPPO

2.1. 	Definisi dan bentuk persetujuan

	 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI), ‘setuju’ artinya:

•	Sepakat, semufakat, sependapat (tidak bertentangan, tidak berselisih)
•	Cocok, serasi, sesuai
•	Merasa senang, atau tertarik hati, suka, berkenan 

Persetujuan dapat didefinisikan sebagai kesepakatan/perasaan berkenan dari kedua belah pihak atau lebih 
atas suatu hal. Adapun biasanya untuk bisa memberikan persetujuan, seseorang haruslah mengetahui secara 
menyeluruh mengenai hal yang ingin disetujuinya. Persetujuan dapat berbentuk ucapan setuju atau tindakan 
berpartisipasi pada suatu hal.

Dalam konteks TPPO, bentuk ‘persetujuan’ dapat berupa, misalnya, mengutarakan keinginan untuk 
ikut bekerja, memberikan dokumen-dokumen yang diminta perekrut, ikut pergi bersama orang yang 
mendampingi. Bentuk persetujuan ini sangat bergantung pada modus TPPO-nya.

2.2.	 Modus memperoleh persetujuan dalam TPPO

Untuk memperoleh ‘persetujuan’ dari korban dan/atau keluarga korban agar korban mau dipindahkan 
untuk kemudian dieksploitasi, pelaku biasanya menggunakan cara-cara sebagai berikut:

•	Memberikan iming-iming pekerjaan dengan penghasilan tinggi
•	Memberikan fasilitas, seperti telepon selular atau pakaian, khususnya untuk target korban anak
•	Menjanjikan korban dapat pulang ke kampung halaman untuk jangka waktu tertentu 
•	Menjanjikan korban dapat berkomunikasi dengan keluarga 
•	Meyakinkan korban untuk menghubungi pelaku jika ada masalah saat bekerja 
•	Menjanjikan akan dinikahkan dengan pasangan yang kaya 
•	Menjanjikan akan dinikahi oleh pelaku dan memiliki hidup yang berkecukupan 

2.3.	 Persetujuan tidak menghapuskan tindak pidana 

Dalam perkara TPPO tidak jarang pelaku TPPO berhasil memperoleh persetujuan korban untuk ikut 
dengannya atau untuk dibawa ke suatu tempat di mana ia akan dipekerjakan. Namun, persetujuan ini 
tidak berarti menghilangkan tindak pidananya, sehingga penuntutan harus tetap dilaksanakan (Pasal 26 UU 
21/2007). Pertimbangan ini muncul karena pelaku cenderung memanfaatkan posisi rentan korban baik 



40

Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

secara ekonomi, fisik, maupun emosional. Dalam konteks posisi rentan ini artinya pelaku menyalahgunakan 
kekuasaannya untuk memegang kendali atas kerentanan orang lain dan menggiringnya agar dapat 
dieksploitasi.  

Dalam kata lain, persetujuan tidak lah relevan untuk dipertimbangkan selama komponen ‘cara’ yang 
disebutkan di atas telah terpenuhi. Hal ini dikuatkan oleh Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
Nomor: 55/25 Tahun 2000 yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 15 November 2000. 
Resolusi ini menyatakan bahwa persetujuan korban dapat diabaikan jika cara-cara yang disebutkan dalam 
Protokol Palermo telah digunakan oleh pelaku. 

3.	 Penuntutan TPPO yang melibatkan anak 

Penuntutan TPPO terhadap korban dewasa dan anak memiliki perbedaan pada pemenuhan komponen ‘cara’. 
Pada kasus TPPO yang melibatkan anak, komponen ‘cara’ tidak menjadi komponen penentu untuk membuktikan 
apakah TPPO terpenuhi atau tidak. 

3.1.	 Definisi Cara 

Dalam tabel 1 tentang Komponen TPPO, telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan komponen ‘cara’ 
adalah cara, metode, atau hal-hal yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan TPPO. Cara di sini meliputi, 
misalnya, ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, dan sebagainya. Dalam konteks TPPO yang 
melibatkan korban anak, unsur cara perlu dibuktikan, namun tidak menjadi unsur penentu apakah TPPO 
terjadi atau tidak. Oleh karenanya, uraian unsur cara tetap harus ada dalam dakwaan. Meski demikian, 
unsur proses dan tujuan lah yang akan menjadi penentu utama terjadinya TPPO terhadap anak. 

3.2. 	Unsur ‘Cara’ dalam Rumusan Pasal 

Ketentuan bahwa komponen ‘cara’ tidak menjadi komponen penentu atas terjadinya TPPO dapat dilihat 
dalam ketentuan Pasal 6 UU 21/2007:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa 
pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam 
ratus juta rupiah).”

Dalam ketentuan pasal tersebut dinyatakan dengan ‘cara apapun’, sehingga tidak peduli caranya seperti apa, 
jika komponen proses dan tujuan terpenuhi, maka TPPO pada Pasal 6 UU 21/2007 dianggap terpenuhi. 

Protokol Palermo secara gamblang mengatur bahwa dalam TPPO yang melibatkan anak, tidak ada urgensi 
sama sekali untuk mengidentifikasi komponen ‘cara’. Oleh karenanya, komponen TPPO yang melibatkan 
anak seringkali ditunjukkan dalam bagan berikut:

Gambar 1: Bagan Komponen TPPO yang Melibatkan Anak

Meski demikian, dalam konteks TPPO yang melibatkan anak di Indonesia, unsur ‘cara’ tetap harus dibuktikan, 
meski unsur ini tidak menjadi unsur penentu apakah TPPO terjadi atau tidak.

Aktivitas:

perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan 
seseorang

Tujuan:

Untuk dieksploitasi dalam 
bentuk prostitusi, eksploitasi 
seksual, kerja paksa, 
perbudakan, pengambilan 
organ 
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3.3. 	Anak dalam TPPO

Anak yang terlibat dalam TPPO terbagi menjadi 2 (dua) peran, yaitu anak sebagai korban dan anak sebagai 
pelaku.

3.3.1. 	Anak sebagai Korban

Anak sebagai korban adalah hal yang sering kita temui di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan 
karena beberapa faktor:

•	 Lebih ditarget oleh pelaku karena masih polos dan mudah ditipu
•	 Aktif menggunakan media sosial
•	 Kesulitan menolak ajakan, tipu daya pelaku, atau ancaman pelaku 
•	 Masih ada di bawah kendali orang tua yang mungkin terlibat dalam pelaksanaan TPPO
•	 Memiliki banyak keinginan untuk mengembangkan diri
•	 Memiliki simpati untuk membantu perekonomian orang tua 

3.3.2.	Anak sebagai Pelaku 

Perkembangan zaman menyebabkan anak tidak hanya menjadi korban, namun juga menjadi pelaku 
atas dasar tekanan oleh pelaku TPPO dewasa. Beberapa situasi dan faktor yang menunjukkan bahwa 
anak juga terlibat sebagai pelaku dalam TPPO adalah sebagai berikut:
•	 Dijadikan perekrut karena mudah berbaur dengan target korban anak lainnya
•	 Dipaksa untuk melakukan atau merekrut anak lain juga untuk meringankan beban hutang atau 

dengan iming-iming janji kebebasan
•	 Memanfaatkan fasilitas media sosial atau memulai dengan lingkaran pertemanan terdekat 
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BAB II
KORBAN DAN PELAKU DALAM TPPO

1.	 Korban TPPO

1.1. 	Korban Berdasarkan Bentuk TPPO 

Persebaran kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia, angka tertinggi selalu terjadi 
di daerah-daerah dengan tingkat ekonomi yang tertinggal dengan mayoritas korban memiliki tingkat 
pendidikan yang rendah pula. Beberapa daerah yang sering menjadi sasaran pelaku TPPO adalah:1

a.	 Jawa Barat
b.	Jawa Timur
c.	 Jawa Tengah
d.	NTT
e.	NTB
f.	 Kalimantan Barat
g.	Banten
h.	Lampung

Umumnya para korban akan diperdagangan ke kota-kota besar yang dianggap menjanjikan untuk 
meningkatkan taraf hidup. Para korban TPPO biasanya dikirim ke beberapa daerah seperti:

a.	 Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)
b.	Jawa Timur
c.	Kepulauan Riau
d.	Bahkan ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

TPPO dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender dan usia. Ada banyak faktor yang dapat 
memicu terjadinya TPPO, antara lain:

a.	Permasalahan ekonomi
b.	Terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya pengetahuan serta keterampilan masyarakat
c.	Diskriminasi dan ketidaksetaraan gender dalam keluarga
d.	Kekerasan dalam rumah tangga
e.	Tradisi nikah muda
f.	 Gaya hidup konsumtif
g.	Munculnya bisnis pekerja migran, dan
h.	Bencana alam

1.	 Pekerja Migran

Pekerja migran merupakan salah satu kelompok yang paling rentan menjadi korban dalam TPPO. 
Menurut bahasa, pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain 
dan bekerja di tempat tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Umumnya, perpindahan wilayah 
ini terjadi karena adanya perbedaan nilai antara daerah asal dan daerah tujuan. Migrasi terjadi karena 
dua faktor, yaitu: 

1.	 Faktor pendorong dari daerah asal. 
2.	 Faktor penarik dari daerah tujuan. 

Pekerja migran dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

1.	 Pekerja migran internal
Pekerja migran internal adalah pekerja migran yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain yang 
masih berada dalam wilayah Republik Indonesia. Sementara pekerja migran internasional adalah 

1 Laporan Tahunan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kemeterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2018 
hlm. 85.
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pekerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia untuk bekerja di negara lain.

2.	 Pekerja migran internasional
Pekerja migran internasional umumnya disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Banyak 
sekali permasalahan yang timbul akibat PMI yang menjadi buruh kasar di luar negeri. Sebagian dari 
mereka berangkat ke negara tujuan secara ilegal dengan bantuan oknum yang bisa jadi adalah pelaku 
TPPO. Para pelaku ini seringkali membujuk calon korbannya dengan iming-iming pekerjaan dan upah 
yang layak. Namun realisasinya, mereka sering menggunakan cara ilegal untuk menyalurkan pekerja 
migran. Bahkan pada beberapa kasus, korban dipekerjakaan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. 
Hal inilah yang menyebabkan kerugian bahkan trauma pada korban.

Misalnya saja, pada perkara Nomor 2710 K/Pid.Sus/2019 tentang TPPO yang terjadi di Sambas, 
pelaku memanfaatkan situasi dengan menawarkan pekerjaan dan upah yang layak untuk menarik calon 
korbannya. Dalam perkara ini, Bong Miau Long alias Along anak Bong Kim Lin didakwa Pasal 10 UU 
21/2007.

Sementara dalam Perkara Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr, korban yang terbujuk oleh sindikat 
pelaku, berhasil dipekerjakan di Arab Saudi dan menjadi korban kekerasan oleh majikannya. Tak hanya 
itu, korban juga tidak menerima gaji penuh selama bekerja. Dari satu tahun enam bulan masa kerja, 
korban hanya menerima gaji enam bulan saja. Dalam perkara ini, Farida Wati Binti Idham sebagai 
pelaku didakwa dengan Pasal 10 UU 21/2007.

2.	 Pekerja Anak

TPPO juga menyasar korban anak dengan modus memperkerjakan anak. Perdagangan anak merupakan 
segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan perekrutan, transportasi baik di dalam 
maupun antar negara pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak dengan menggunakan 
tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan hutang untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, 
pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut 
mendapatkan bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas di mana 
anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang tersebut pertama kali terjadi. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 
mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 
Anak di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi 
dalam bentuk: 

a.	 Anak-anak yang dilacurkan
b.	 Anak-anak yang di pertambangan 
c.	 Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara 
d.	 Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi
e.	 Anak-anak yang bekerja di jermal
f.	 Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah 
g.	 Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak 
h.	 Anak-anak yang bekerja di jalan 
i.	 Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga 
j.	 Anak-anak yang bekerja di Industri rumah tangga 
k.	 Anak-anak yang bekerja di perkebunan 
l.	 Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu
m.	Anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang 

berbahaya

Data KPAI menunjukkan terdapat ratusan kasus anak yang menjadi korban TPPO. Dari data ini 
ditemukan hampir 25% kasus yang menjadikan anak korban eksploitasi pekerja. Hal ini menjadi bukti 
jika masih banyak pekerja anak yang menjadi korban eksploitasi.
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3.	 Kejahatan Prostitusi

Prostitusi merupakan kegiatan penjualan jasa seksual  yang melayani berbagai tindakan seksual dengan 
imbal balik berupa pembayaran. Pembayaran dalam prostitusi dapat berupa uang maupun hal lain yang 
telah disepakati. Prostitusi dapat melibatkan perempuan dan anak perempuan dalam kegiatannya.

Banyak kejahatan prostitusi yang diawali dengan beberapa modus, janji dan iming-iming antara lain:

1.	 Untuk bekerja sebagai: 
a.	 Buruh migran
b.	Pekerja Rumah Tangga 
c.	 Penjaga toko
d.	Pelayanan restoran
e.	 Pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak membutuhkan keahlian

2.	 Dipaksa masuk dalam kegiatan prostitusi setelah sampai di daerah tujuan
3.	 Terjebak dalam suatu kondisi pekerjaan yang memaksa mereka untuk melakukan kegiatan prostitusi, 

namun tidak ada daya untuk melawan
4.	 Praktik prostitusi panti pijat dan lokalisasi

Dalam beberapa modus di atas, perempuan dan anak perempuan yang dipilih harus melayani kebutuhan 
para pelanggan. Hal ini terpaksa dilakukan karena tidak adanya kejelasan mengenai kewajiban pekerjaan 
mereka untuk melayani atau tidak.

Kejahatan prostitusi merupakan bentuk TPPO karena mendorong cara perekrutan perempuan dan 
anak perempuan untuk menjadi sumber pendapatan yang besar bagi mereka yang terlibat di dalam 
proses perekrutan, pengangkutan, dan penampungan para perempuan dan anak perempuan yang 
direkrut untuk tujuan tersebut. Berbeda dengan kasus pekerja, prostitusi memberikan keuntungan 
berulang selama perempuan dan anak perempuan diperdagangkan.

Dua negara terbesar yang menjadi tujuan utama perdagangan orang untuk eksploitasi seksual komersial 
adalah Malaysia dan Jepang.

a.	 Malaysia
Umumnya korban direkrut dengan janji akan dipekerjakan di tempat-tempat karaoke atau sebagai 
penyanyi di rumah makan, pelayan, dan hostes atau penghibur, atau bahkan dijanjikan sebagai 
Pekerja Rumah Tangga.

b.	 Jepang
Sementara untuk tujuan Jepang, mereka dibawa dengan alasan sebagai duta seni budaya atau penari 
tradisional, kemudian dipaksa untuk memberikan pelayanan seksual.

4.	 Perdagangan Anak Melalui Adopsi (Pengangkatan Anak)

Kasus perdagangan anak melalui adopsi atau pengangkatan anak biasanya dilakukan oleh para pelaku 
penjual pada para pasangan yang ingin memiliki anak namun belum tercapai. Pengangkatan anak atau 
adopsi diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1973 dan disempurnakan dengan 
SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983. Peraturan tersebut mengatur pengangkatan yang langsung dilakukan 
antara orang tua kandung dengan orang tua angkat, juga tentang pengangkatan anak yang dapat 
dilakukan oleh WNI yang tidak terikat perkawinan yang sah atau belum menikah dan juga mengatur 
tata cara mengangkat anak, bahwa:

“Untuk mengangkat anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan 
/ pengangkatan kepada Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat itu berada. 
Bentuk permohonan itu bisa secara lisan ataupun tertulis, dan diajukan ke Panitera 
Pengadilan Negeri tersebut. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon 
sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi material secukupnya dan dialamatkan kepada 
Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal / domisili anak 
yang akan diangkat“.
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Prosedur pengangkatan anak harus dilakukan secara ketat untuk melindungi hak-hak anak yang 
diangkat dan mencegah berbagai pelanggaran dan kejahatan seperti perdagangan anak dengan modus 
pengangkatan anak. Masyarakat yang tidak mengetahui prosedur ini sering menganggap jika proses 
adopsi anak itu mudah, sehingga banyak yang bertindak di luar hukum bahkan terjadi tindak pidana 
perdagangan anak. 

Salah satu contoh kasus pengangkatan anak yang sempat heboh adalah kasus Tristan Dows. Tristan 
menjadi korban perdagangan anak melalui pengangkatan anak ketika dia berusia 2 tahun. Saat itu 
dirinya diangkat anak oleh warga negara asing yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 
Pelaku yang bernama Rosdiana kemudian ditangkap dan diketahui ada 60 lebih bayi yang ia jual ke luar 
negeri. Kasus perdagangan anak melalui pengangkatan anak seperti ini banyak terjadi meskipun hanya 
beberapa yang kemudian berhasil diungkap.

5.	 Perbudakan Berkedok Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Perbudakan dengan modus pernikahan dan pengantin pesanan sering dilakukan oleh laki-laki warga 
negara asing dengan perempuan warga negara Indonesia. Pengantin pesanan ini merupakan modus 
perdagangan orang yang disiapkan untuk pernikahan paksa yang biasanya diatur oleh orang tua. Modus 
ini termasuk dalam perdagangan orang jika di dalamnya ada unsur eksploitasi baik secara seksual 
maupun ekonomi melalui penipuan, penyesengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat 
melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga. 
Ada dua jenis perdagangan melalui perkawinan:

1.	 Perkawinan sebagai jalan penipuan
Perkawinan sebagai jalan penipuan untuk mengambil perempuan tersebut dan membawa ke 
wilayah lain yang sangat asing, namun sesampai di wilayah tujuan perempuan tersebut dimasukkan 
dalam prostitusi. 

2.	 Perkawinan yang menjebak ke perbudakan
Perkawinan yang menjebak ke perbudakan adalah perkawinan yang menjebak perempuan kedalam 
rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik yang sangat eksploitatif bentuknya.

Kasus TPPO dengan modus pengantin pesanan ini banyak terjadi di masyarakat keturunan Cina di 
Kalimantan Barat. Perempuan keturunan Cina yang biasa disebut amoy tersebut biasanya dinikahkan 
dengan para pria yang berasal dari Taiwan. Namun baru-baru ini beberapa kasus pengantin pesanan 
juga terjadi di wilayah Jawa Timur. 

Kasus pernikahan dan pengantin pesanan ini banyak tidak terdata atau tidak mau mengajukan pengaduan 
dan tidak dapat pulang sehingga masih belum banyak diketahui publik. Kekerasan dan penipuan yang 
telah dilaporkan bermacam-macam, seperti:

a.	 Dinikahkan dengan laki-laki jauh lebih tua
b.	 Berlainan dengan yang diberitahukan sebelumnya 
c.	 Laki-laki yang cacat mental atau fisik yang parah
d.	 Tidak dinikahkan secara sah yakni sebagai perempuan simpanan
e.	 Menjadi pelayan tanpa dibayar
f.	 Bekerja di pabrik dan dipaksa bekerja di prostitusi.

Tak hanya pernikahan pesanan, kasus ini  juga melibatkan perempuan di bawah umur dan pemalsuan 
dokumen. Mayoritas pernikahan difasilitasi oleh calo setempat dengan upacara pernikahan dilaksanakan 
di Indonesia. Dalam beberapa kasus, setibanya pengantin di Taiwan, kewarganegaraan pengantin 
langsung diubah, terkadang tanpa sepengetahuannya. Hal ini yang membuat korban mengalami kesulitan 
saat ingin kembali ke Indonesia.
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 6.	 Implantasi Organ

Kasus implantasi organ di Indonesia sering terjadi di Jakarta. Bahkan Indonesia sudah dinyatakan 
sebagai kawasan yang marak perdagangan anak dan perempuan. Banyak kasus perdagangan organ 
yang melibatkan jaringan dalam negeri. Pengadilan Negeri Kupang di NTT pernah menangani perkara 
kematian TKI di Malaysia, Yufrinda Selan. Kematian Yufrinda mengalami banyak kejanggalan, seperti ada 
sayatan dan indikasi menjadi korban penjualan organ. Polisi berhasil menangkap 16 tersangka dalam 
kasus ini, namun hanya 15 orang yang berhasi dipenjara. Salah satu terdakwa kasus ini, Putriana Novita 
Sari Alias Novi, diputus dalam Perkara Nomor 17/ Pid.Sus/2017/PN.Kpg dengan dakwaan Pasal 4 jo 
pasal 48 UU 21/2007 jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP. 

Pada kasus lain, pelaku TPPO merayu korbannya dengan mengiming-imingi imbalan uang ketika korban 
mau menjual ginjalnya. Ketika korban masuk dalam perangkap, proses penjualan organ ginjal pun 
dilakukan. Proses ini tentu saja tidak sesuai dengan prosedur rumah sakit sehingga berbahaya untuk 
korban. Perdagangan organ manusia ini hanya menguntungkan pihak pelaku karena setiap organ yang 
didapat, ia akan mendapatkan komisi atau imbalan.

1.2	 Korban Berdasarkan Gender

Indonesia termasuk salah satu negara dengan angka TPPO tertinggi di dunia. Dari banyaknya korban yang 
berhasil diidentifikasi, berikut urutan peringkat korban TPPO berdasarkan gender:

a.	Perempuan dewasa
b.	Anak perempuan
c.	Laki-laki dewasa
d.	Anak laki-laki

Pada dasarnya, TPPO tidak menargetkan gender tertentu untuk menjadi korbannya. Mayoritas korban 
TPPO adalah perempuan dan anak karena mereka merupakan orang-orang yang rentan terhadap tindakan 
eksploitasi. Namun demikian, kasus TPPO yang melibatkan Anak Buah Kapal kini mulai memakan banyak 
korban. Hal ini menunjukkan jika terdapat pergeseran tren dari mayoritas korban perempuan ke korban 
laki-laki.2

Menurut data National Project Coordinator for Counter Trafficking and Labor Migration Unit IOM 
Indonesia, dari jumlah tersebut terdapat mayoritas korban perempuan adalah para pekerja baik di dalam 
maupun luar negeri untuk eksploitasi tenaga kerja. Sementara  para laki-laki yang menjadi korban merupakan 
pekerja yang mayoritas mengalami eksploitasi sebagai anak buah kapal (ABK). Selain itu, korban laki-laki 
juga ditemukan dalam lingkungan perkebunan kelapa sawit yang tersebar di Kalimantan Barat, Sumatera, 
Papua, dan Malaysia.

2 Ibid.

Gambar 2: Grafik Korban TPPO Berdasarkan Gender



47

Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut data National Project Coordinator for Counter Trafficking and Labor Migration Unit IOM 
Indonesia, dari jumlah tersebut terdapat mayoritas korban perempuan adalah para pekerja baik di dalam 
maupun luar negeri untuk eksploitasi tenaga kerja. Sementara  para laki-laki yang menjadi korban merupakan 
pekerja yang mayoritas mengalami eksploitasi sebagai anak buah kapal (ABK). Selain itu, korban laki-laki 
juga ditemukan dalam lingkungan perkebunan kelapa sawit yang tersebar di Kalimantan Barat, Sumatera, 
Papua, dan Malaysia.

1.3	 Korban Berdasarkan Usia

Saat ini TPPO merupakan tindak pidana yang cukup kompleks untuk diselesaikan. Selain mengincar korban 
yang mayoritas perempuan, para pelaku TPPO juga terlihat lebih mengincar perempuan dewasa sebagai 
target perdagangan orang. Meskipun demikian, bukan berarti pelaku TPPO tidak mencari korban selain 
perempuan dewasa. Berikut beberapa kategori usia yang rentan menjadi korban TPPO:

a.	Perempuan dengan usia 16-25 tahun 
Perempuan dengan usia 16-25 tahun  sangat rentan menjadi korban. Usia ini dianggap ideal untuk 
memasukkan korban ke dalam target pasar perdagangan orang seperti pekerja kasar, prostitusi, bahkan 
pengantin pesanan. 

b.	Pria di rentang usia produktif 15-40 tahun 
Pria di rentang usia produktif 15-40 tahun rawan menjadi korban perbudakan di kapal dan perkebunan.

c.	Anak perempuan dan anak laki-laki 
Anak perempuan dan anak laki-laki baik dalam usia bayi atau anak dibawah umur rentan menjadi korban 
dengan modus adopsi dan pengangkatan anak. Prosedur pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan 
peraturan ini yang kemudian membahayakan hak dan status anak yang diadopsi. Modus pengadopsian 
anak juga rawan terjadi pada bayi-bayi yang lahir dari keluarga tidak mampu. Beberapa kasus yang 
terjadi, penjualan bayi justru dibantu oleh oknum perawat maupun pegawai Rumah Sakit tempat bayi 
tersebut dilahirkan.

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa selain tidak melihat gender, pelaku TPPO tidak memandang usia 
calon korbannya. Bagi mereka, selama tindakan tersebut dapat menguntungkan maka siapa saja dapat 
menjadi korbannya.

2.	 Pelaku TPPO 

Pasal 2 UU 21/2007 mengatur beberapa bentuk TPPO, yakni TPPO yang dilakukan oleh individu dan TPPO 
yang dilakukan oleh korporasi. Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap orang yang terlibat dari TPPO 
dapat disebut sebagai pelaku dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Secara umum, pelaku TPPO dapat digolongkan menjadi pelaku individu dan pelaku 
korporasi.

2.1	 Individu (Natuurlijke Persoon)

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi 
subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari 
tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, 
juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, 
kurungan, dan denda. Manusia sebagai subjek hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan 
hukum dengan syarat manusia itu telah dewasa serta sehat rohaninya/jiwanya, serta tidak di bawah 
pengampuan. Ukuran dewasanya seorang manusia itu berbeda-beda kriterianya menurut hukum/undang-
undang yang mengaturnya, misalnya :
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•	 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bahwa dewasanya seorang pria adalah setelah 
ia berumur 18 tahun, dan dewasanya untuk seorang wanita adalah setelah ia berumur 15 tahun (pasal 
29 KUH Perdata)

•	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dikatakan bahwa 
dewasanya seseorang apabila ia telah berumur 18 tahun

•	 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dewasanya seorang pria adalah 
setelah ia berumur 19 tahun, dan dewasanya seorang wanita adalah setelah ia berumur 16 tahun (pasal 
7 ayat (1))

•	 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa dewasanya seorang pria dan wanita apabila ia 
telah berumur 16 tahun (pasal 45)

•	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD, bahwa 
dewasanya warga negara (pria dan wanita) setelah ia berumur 17 tahun atau sudah kawin (pasal 19)

Seorang individu dapat menjadi pelaku TPPO ketika dirinya terlibat kegiatan TPPO baik dalam perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh 
persetujuan orang yang memegang kendali atas orang lain dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut 
di wilayah negara Republik Indonesia. Seorang individu disebut pelaku bukan hanya karena menjual korban 
secara langsung kepada pembeli. Namun, siapa saja yang membantu proses tindak pidana tersebut dan 
kemudian menerima keuntungan, maka dirinya dapat disebut pula pelaku TPPO. Individu sebagai pelaku 
TPPO dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yakni:

a.	Orang Biasa 
TPPO yang dilakukan oleh orang biasa sebagai individu dapat terjadi karena berbagai faktor seperti 
kondisi ekonomi dan gaya hidup konsumtif. Orang biasa dapat melakukan TPPO baik secara sendiri 
atau bersama-sama denga pelaku lain. Misalnya saja, dalam Perkara Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN 
Mtr, seseorang yang membantu memberangkatkan dan seseorang yang menampung korban sebelum 
diberangkatkan ke Arab Saudi juga diputus bersalah oleh Majelis Hakim karena dianggap turut serta 
dalam TPPO tersebut.

b.	Penyelenggara Negara
UU 21/2007 memuat hukuman bagi setiap Penyelenggara Negara jika menyalahgunakan kekuasaan 
yang ada padanya dalam penyelenggaraan negara. Penyelenggara Negara di sini dapat berupa pejabat 
pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat 
keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan 
atau mempermudah TPPO. Pasal 8 ayat (1) UU 21/2007 berbunyi:

“Setiap Penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya 
tindak pidana perdagangan orang sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 
5, dan Pasal 6, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, 
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Menurut penjelasan Pasal 8 ayat (1), yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah pejabat 
pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat 
keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau 
mempermudah TPPO. Sementara yang dimaksud dengan menyalahgunakan kekuasaan dalam ketentuan ini 
adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut 
atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan. 

Pelaku Penyelenggara Negara yang terlibat TPPO juga akan menerima pemberatan pidana sebagaimana 
Pasal 8 ayat (2) UU TPPO yang menyatakan bahwa setiap Penyelenggara Negara yang terbukti sebagai 
pelaku TPPO, dapat juga dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat 
dari jabatannya. Pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya harus dicantumkan sekaligus 
dalam amar putusan pengadilan. 

Penyelenggara negara dapat menjadi pelaku TPPO ketika pejabat tersebut menyalahgunakan wewenang atau 
kekuasaan yang dimilikinya untuk membantu berjalannya TPPO. Misalnya saja, oknum pejabat berpotensi 
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disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada Kartu Tanda Pengenal (KTP), akta kelahiran dan 
paspor yang membuat pekerja migran lebih rentan terhadap TPPO karena migrasi ilegal.

Sementara untuk penyelenggara negara yang mengetahui adanya TPPO namun melakukan pembiaran, 
maka berlaku Pasal 165 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-
pasal 104, 106, 107 dan 108, 110 – 113, dan 115 – 129 dan 131 atau ada niat untuk 
lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk 
menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut 
dalam bab VII dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa 
orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224, 228, 250 atau 
salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit 
yang diperuntukan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan 
dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian 
atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, 
dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah.“

Hal ini berarti setiap orang berkewajiban untuk melaporkan kepada polisi apabila mengetahui terjadinya 
suatu tindak kejahatan, meskipun dalam Pasal 165 KUHP hanya disebutkan beberapa pasal tindak kejahatan. 
Jika tidak diberitahukan segera maka orang tersebut dapat dikatakan memberi kesempatan pada seseorang 
untuk melakukan kejahatan dan dapat dikenakan hukuman.

2.2	 Korporasi 

Korporasi sebagai subyek hukum dalam UU 21/2007 tidak hanya terbatas pada korporasi yang berbadan 
hukum, tetapi juga korporasi yang berbentuk badan usaha (Pasal 1 butir 6). Hal ini berarti korporasi 
yang terlibat dalam TPPO dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Namun UU 21/2007 belum 
mengatur secara jelas dan tegas mengenai tanggung jawab pengurus yang terlibat dalam tindak pidana 
tersebut. 

Terdapat perbedaan definisi korporasi menurut hukum perdata dan pidana. Korporasi menurut hukum 
perdata ialah badan hukum (legal person). Sedangkan menurut hukum pidana, korporasi tidak hanya 
mencakup badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah 
disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi, namun juga firma, perseroan komanditer 
atau CV, dan persekutuan atau maatschap.

Pasal 13 ayat (1) UU 21/2007 mengatur TPPO yang dilakukan oleh Korporasi sebagai berikut:

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana 
tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau 
untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 13 ini memiliki makna yang luas dengan adanya unsur “berdasarkan hubungan kerja maupun 
hubungan lain”. Hal ini memungkinkan pelaku yang bukan pegawai juga dapat dikategorikan terlibat dalam 
kejahatan TPPO korporasinya dengan catatan ia bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara 
perorangan ataupun bersama-sama.

Secara teoritis, teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi terdiri dari: 

1.	Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (direct liability doctrine) atau Teori Identifikasi (Identification 
Theory) atau Doktrin Alter Ego (Teori Organ): perbuatan pejabat senior (senior officer) diidentifikasi 
sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Dalam pengertian sempit hanya perbuatan pejabat senior (otak 
korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, namun dalam arti luas tidak hanya 
pejabat senior, tetapi juga agen di bawahnya. 
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2.	Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability) yang bertolak dari doktrin respondeat 
superior (a master is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and a principal for those 
of the agent): majikan (employer) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para karyawan (the 
servant’s act is the master’s act in law), juga bisa didasarkan pada delegation principle, bahwa a guilty mind 
dari karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang 
relevan (harus ada a relevant delegation of powers and duties) menurut undang-undang. 

3.	Doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang (strict liability): terjadi dalam 
hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh 
undang-undang (companies offence, strict liability offences).

Mengacu pada pendapat Remmelink, van Bemmelen, dan Preadvis Hulsman, kesalahan korporasi dapat 
timbul dari kerja sama yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan korporasi, baik 
dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Kerja sama ini harus memiliki sangkut paut tertentu antara 
tindakan dari orang-orang tersebut. Lebih lanjut lagi, kesalahan korporasi juga dapat ditemukan dari 
kesalahan-kesalahan ringan dari tiap orang yang bertindak untuk korporasi tersebut, yang jika dikumpulkan 
akan menunjukkan sebuah kesalahan besar dari korporasi.

Teori
Hubungan Pembuat 
Tindak Pidana oleh 

Korporasi

Ruang Lingkup 
Perbuatan

Tujuan 
Perbuatan Cara Melakukan

Identifikasi Pembuat sebagai 
directing mind: high 
level manager, senior 
manager

Di dalam 
lingkungan 
korporasi

Untuk dan atas 
nama korporasi

Sendiri atau 
bersama-sama 

Vicarious 
Liability

Hubungan 
Subordinasi: employer-
employee, principal-
agent, master-servant

Di dalam 
lingkungan 
korporasi

Untuk dan atas 
nama korporasi

Sendiri atau 
bersama-sama 

Pelaku 
Fungsional

Hubungan kerja dan/
atau hubungan lain-lain

•	 Pelaksanaan 
tugas di luar 
lingkungan 
korporasi 

•	 Pelaksanaan 
tugas di dalam 
lingkungan 
korporasi

Untuk dan atas 
nama korporasi 

Sendiri atau 
bersama-sama

Tabel 8: Teori Korporasi Pelaku Tindak Pidana

Lebih lanjut, pertanggungjawaban TPPO yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam ketentuan UU 21/2007 
pasal 13 ayat (2) yang berbunyi:

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap 
korporasi dan/atau pengurusnya.

Penerapan pertanggungjawaban korporasi yang dimaksud dalam pasal tersebut berpedoman pada 
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan 
Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Perja Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 
mengatur kriteria perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana meliputi:
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a.	Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun 
turut serta melakukan;

b.	Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk 
kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;

c.	Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana, dan/atau segala bentuk 
dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;

d.	Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/
atau pengurus korporasi;

e.	Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
f.	 Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
g.	Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima oleh korporasi tersebut;
h.	Korporasi yang secara nyata menampung hasil tidak pidana dengan subjek hukum korporasi; dan/atau 
i.	 Segala bentuk perbuatan lain yang dapat

Sementara perbuatan pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban meliputi:

1.	Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, 
atau membantu melakukan tindak pidana;

2.	Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana 
tersebut namun tidak mengambil langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima risiko yang 
cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi; dan/atau

3.	Setiap orang uang mempunyai pengetahuan akan adanya risiko yang cukup besar cukuplah apabila ia 
tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi; dan/atau

4.	Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Pengurus Korporasi 
menurut undang-undang.

Perma No. 13 Tahun 2016 pada Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap 
Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain:

a.	Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana 
tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;

b.	Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
c.	Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah 

dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna 
menghindari terjadinya tindak pidana. 

Selanjutnya, Pasal 15 UU 21/2007 mengatur sebagai berikut:
(1)	Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan 

denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda 
dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 
4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan 
berupa:

a.	pencabutan izin usaha;
b.	perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
c.	pencabutan status badan hukum;
d.	pemecatan pengurus; dan/atau
e.	pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Salah satu korporasi yang pernah terlibat TPPO adalah PT Mahkota Ulfa Sejahtera (PT MUS). Dalam 
kasus ini, PT MUS menjadi perantara pemberangkatan 161 calon TKI ilegal yang didatangkan dari NTT, 
NTB, dan berbagai daerah di Pulau Jawa serta Sumatra. Direktur Utama, Direktur Operasional, serta 
beberapa karyawan  PT MUS menjadi terdakwa dalam TPPO yang melibatkan korporasi ini. Dalam Putusan 
Nomor: 726/PID.SUS/2014/PN.BKS, salah satu terdakwa, Jamilah, Direktur Operasional PT. Mahkota Ulfa 
Sejahtera (PT.MUS), didakwa menurut Pasal 6 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
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Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan putusan 
pidana korporasi terhadap PT MUS, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada korporasi tersebut melalui 
Putusan Nomor 359/Pid/Sus/2015/PN.Nks dengan pidana denda Rp 350.000.000 dan menjatuhkan pidana 
tambahan dengan pencabutan ijin usaha dan status badan hukum PT MUS.

Pada kasus perdagangan orang di kapal Lu Huang Yuan Yu 117 dan 118 yang berbendera Cina, Polda 
Kepulauan Riau menetapkan Direktur PT GMI, Harsono; Komisaris PT MJM, Taufiq Alwi; Direktur PT 
MJM, Totok Subagyo; Direktur PT NAM, Laila Kadir alias Ella; Komisaris PT MTB, Sutriyono bin Warto 
sebagai tersangka. Kapal ini membawa 12 korban ABK Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 dan 10 korban ABK 
Kapal Lu Huang Yuan Yu 118. Mereka menjadi tersangka TPPO sebagai pengurus koorporasi yang turut 
serta dalam rangkaian TPPO di Kapal Lu Huang Yuan Yu 117 dan 118.

Laila Kadir alias Ella merupakan Direktur PT Novarica Agatha Mandiri yang bertugas untuk menerima 
pendaftaran dan dokumen para PMI ilegal yang akan menjadi ABK di kapal Lu Huang Yuan Yu 117 dan 
118. Dia didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Laila Kadir alias Ella diputus 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan penempatan Pekerja 
Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP  pada Perkara Nomor 931/Pid.
Sus/2020/PN Btm. 

2.3.	 Kelompok Terorganisasi 

Menurut penjelasan Pasal 16 UU 21/2007, maksud “Kelompok Terorganisasi” adalah kelompok terstruktur 
yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan 
tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam UU 21/2007 dengan tujuan memperoleh 
keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung. Pasal ini juga mengatur jika TPPO 
dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku TPPO dalam kelompok yang terorganisasi 
tersebut dapat dipidana. 

Dalam KUHP telah dimuat instrumen penyertaan (Pasal 55) dan pembantuan (Pasal 56), namun kedua 
instrumen ini saja tidak cukup untuk menjerat kejahatan terorganisasi, dikarenakan:3

•	 Penyertaan melekat (accessoir) pada fakta atau delik pokok yang melibatkan pelaku langsung.4 Sementara 
pada kejahatan terorganisasi tindakan masing-masing aktor terspesifikasi. Penggunaan penyertaan dalam 
kejahatan terorganisasi harus dibarengi dengan perumusan variasi tindakan masing-masing aktor dalam 
organisasi tersebut sehingga penyertaan tidak terlalu jauh jika ingin ditarik ke delik pokoknya. 

•	 Tindakan yang tergolong pembantuan atau membujuk dalam kejahatan terorganisasi merupakan bagian 
mekanisme kerja jaringan, yang mempunyai beban tanggung jawab sama. Sehingga di undang-undang yang 
menjerat kejahatan terorganisasi, tidak terdapat pembedaan pidana antara pelaku delik pokok dengan 
membantu terjadinya delik.5 Bahkan di beberapa undang-undang, membujuk melakukan tindak pidana 
menjadi delik dengan ancaman pidana tersendiri.6 Hal ini berbeda dengan KUHP yang memberikan 
keringanan sepertiga dari pidana pokok bagi orang yang membantu atau membujuk melakukan delik.

•	 Rantai kegiatan TPPO dilindungi yang panjang akan melibatkan penyertaan bertingkat.7 Meskipun 
penyertaan terhadap penyertaan dalam yurisprudensi tidak ditolak,8 tetapi tipologi kegiatan TPPO yang 
melibatkan banyak aktor dengan hierarki yang berbeda akan menguji hingga sejauh mana fleksibilitas 
penafsiran penyertaan dapat diterima hakim.

3 Menjerat Kejahatan Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi sebagai Kejahatan Terorganisasi < https://icel.or.id/wp-content/uploads/Polbrief-1_
Organized-Crime_rev-3_compressed_opt.pdf> diakses pada 4 Juni 2021

4 Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 307-308

5 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; UU No UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; UU No. 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7 Penyertaan bertingkat adalah bentuk penyertaan terhadap penyertaan lainnya yang melibatkan beberapa tahap hingga sampai kepada pelaku delik utama. 

Contohnya, A membujuk B untuk membujuk C agar membantu tindakan pidana yang akan dilakukan D.
8 Jan Remmelink, op cit, hlm 342-343
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Tidak semua orang yang melakukan TPPO bisa serta merta dikatakan sebagai bagian dari Kelompok 
Terorganisasi karena kelompok ini memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut:9

1)	 Hierarki yang terorganisasi secara kontinu;
2)	 Laba rasional melalui tindakan kriminal;
3)	 Penggunaan kekerasan atau ancaman;
4)	 Penyuapan petugas pemerintah untuk mendapatkan kekebalan hukum;
5)	 Kebutuhan publik akan jasa;
6)	 Monopoli terhadap pasar tertentu;
7)	 Keanggotaan terbatas;
8)	 Tidak ideologis;
9)	 Spesialisasi;
10)	Kode rahasia;
11)	 Perencanaan yang luas

Terdapat pemberatan pidana terhadap kejahatan terorganisasi, hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan 
lebih masif dibandingkan dengan TPPO. UU No. 21/2007 memperberat pidana penjara dan denda 1/3 
(sepertiga) dari pidana pokok jika kejahatan dilakukan secara terorganisasi.

2.4.	 Pelaku berdasarkan usia

a. Pelaku Anak
Pengertian anak dalam UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Anak, anak digolongkan menjadi:

1.	 Anak yang berkonflik dengan hukum 
2.	 Anak yang menjadi korban tindak pidana 
3.	 Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak yang Berhadapan dengan Hukum).

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 
(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

UU SPPA belum mengatur penanganan Anak Pelaku TPPO. Namun anak tetaplah anak yang harus 
dilindungi dan dipenuhi semua hak-haknya, apalagi ketika anak hanya manus ministra (alat untuk 
melakukan kejahatan). Anak dimanapun posisinya harus dipandang sebagai korban dari lingkungan sekitar 
yang membentuknya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku TPPO tetap 
dilakukan berdasarkan asas perlindungan anak sehingga berlaku ketentuan dalam Hukum Pidana Anak.

Pasal 3 UU SPPA menegaskan hak-hak anak dalam Sistem Peradilan Anak:

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

a.	 Diperlakukan  secara   manusiawi  dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
b.	 Dipisahkan dari orang dewasa;
c.	 Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d.	 Melakukan kegiatan rekreasional;
e.	 Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta 

merendahkan derajat dan martabatnya;
f.	 Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 
g.	 Tidak  ditangkap,  ditahan,  atau  dipenjara,  kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang 

paling singkat;

9 Frank E. Hagan, Pengantar  Kriminologi,  Teori, Metode,  dan  Perilaku  Kriminal ( Jakarta Kencana 2013).
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h.	 Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak  memihak,  dan  dalam  sidang  
yang tertutup untuk umum;

i.	 Tidak dipublikasikan identitasnya;
j.	 Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k.	 Memperoleh advokasi sosial;
l.	 Memperoleh kehidupan pribadi;
m.	Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n.	 Memperoleh pendidikan;
o.	 Memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p.	 Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perlindungan terhadap anak salah satunya dilakukan dengan menjauhkan proses formal sistem peradilan 
pidana anak itu sendiri melalui diversi. Pasal 5 UU SPPA menegaskan bahwa:

1)	Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2)	Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.	 penyidikan  dan  penuntutan  pidana  Anak  yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

b.	 persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
c.	 pembinaan, pembimbingan,  pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan 

pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3)	Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b 

wajib diupayakan Diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar 
peradilan pidana.

Tujuan dari Diversi yaitu:

a.	 Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; 
b.	 Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c.	 Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d.	 Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e.	 Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 3 peraturan ini menyebutkan bahwa Hakim Anak 
wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidananya 
di bawah 7 (tujuh) tahun penjara dan didakwa juga dengan ancaman penjara 7 (tujuh) tahun/lebih dalam 
bentuk surat dakwaan subsider, alternatif, kumulasi maupun kombinatif.

Terkait penangkapan dan penahanan anak, diatur secara rinci di dalam Pasal 30 sampai Pasal 40 UU 
SPPA. Penangkapan terhadap anak wajib mengedepankan asas praduga tak bersalah guna menghormati 
dan menjunjung harkat serta martabat anak, juga harus dipahami anak tidak memahami masalah hukum 
dirinya. Penyidik yang melakukan penangkapan juga harus memperhatikan hak-hak anak seperti hak 
memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkat pemeriksaan. Anak yang menjalani penahanan harus 
tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial. Keamanan anak juga harus terjaga dalam bentuk 
penempatan di (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) (LPKS) atau dapat dilakukan penahanan 
melalui Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) seperti diatur dalam Pasal 32 UU SPPA.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, 
keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan 
menekankan pemulihan pada keadaan semula, bukan pembalasan. Prinsip dasar keadilan restoratif 
adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi 
kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. 
Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif bersifat tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya 
berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan 
kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.
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Anak sebagai pelaku TPPO dilindungi oleh UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak yang menegaskan bahwa 
prinsip pemidanaan terhadap anak merupakan langkah terakhir (ultimum remidium). Sementara menurut 
UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang sedang menjalani proses peradilan dapat 
ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini merupakan wujud dari keadilan 
restoratif yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga 
dapat menghindari stigmatisasi terhadap pelaku anak dalam TPPO yang berkonflik dengan hukum.

Secara khusus, keadilan restoratif diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan 
Restorative Justice di Lingkungan Peradilann Umum dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 
15 Tahun 2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Contoh Kasus:

1.	 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 153/Pid.Anak/2011/PN.Sby.
	 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 153/Pid.Anak/2011/PN.Sby menyatakan 

bahwa Terdakwa atas nama Zharita Wulandari binti Supriyanto secara sah dan meyakinkan terbukti 
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Undang-undang 
No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2.	 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 116/Pid.Anak/2011/PN.Sby. 
	 Sementara itu, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 116/Pid.Anak/2011/PN.Sby menyatakan 

bahwa terdakwa atas nama Rizky Aditya alias Rizky bin Wijaya telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melanggar Pasal 88 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak dengan melakukan tindak pidana mengeksploitasi secara ekonomi dan seksual anak dengan 
maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

b.	Pelaku Dewasa

Sebaliknya dengan pelaku anak, pelaku dewasa adalah mereka yang telah berumur 18 tahun atau lebih 
atau mereka yang teklah menikah meskipun belum berusia 18 tahun. TPPO seringkali melibatkan para 
pelaku dewasa baik secara individual, kelompok terorganisasi maupun korporasi. Mereka yang terlibat 
dalam TPPO bisa berasal dari berbagai gender dan usia. Para pelaku yang telah berusia dewasa dapat 
dipidana sesuai dengan UU TPPO dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia.
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BAB III
TINDAK PIDANA TERKAIT TPPO

TPPO bukanlah kejahatan yang terjadi secara tunggal. Dalam UU 21/2007 saja, terdapat pasal-pasal yang mengatur 
mengenai tindak pidana terkait, seperti pemalsuan dokumen, menyembunyikan pelaku, mengganggu jalannya 
penuntutan, dan sebagainya. Lengkapnya dapat dilihat pada Bab 1. Bab ini akan membahas bagaimana tindakan 
materiil TPPO juga dapat dikenai oleh pasal lain, atau bahkan tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana lain yang 
diatur dalam undang-undang secara sporadis.

Untuk membantu dalam mengenali dan menentukan apakah suatu peristiwa berpeluang terjadi TPPO, terdapat 
lima belas indikator yang dapat digunakan. yaitu:

•	 Tidak menerima upah (dibayar hanya sejumlah kecil) imbalan bagi pekerjaan yang dilakukannya
•	 Tidak dapat mengelola sendiri upah yang diterima atau harus menyerahkan sebagian besar upahnya kepada 

pihak ketiga (perantara, agen, majikan, dalam bisnis pelacuran: pengelola rumah bordir, mucikari)
•	 Adanya jeratan utang (untuk membayar biaya pengganti rekruitmen, jasa perantara, biaya perjalanan)
•	 Pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak (misalnya tidak boleh meninggalkan tempat kerja atau 

penampungan untuk jangka waktu lama, di bawah pengawasan terus-menerus)
•	 Tidak diperbolehkan (dengan ancaman/kekerasan) berhenti bekerja
•	 Isolasi/pembatasan kebebasan untuk mengadakan kontak dengan orang lain (keluarga, teman)
•	 Ditahan atau tidak diberikannya pelayanan kesehatan, makanan yang memadai
•	 Pemerasan atau ancaman pemerasan terhadap keluarga atau anak-anaknya
•	 Adanya ancaman penggunaan kekerasan, ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik
•	 Diharuskan bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan/atau harus bekerja untuk jangka waktu yang sangat 

panjang.
•	 Tidak membayar sendiri atau mengurus sendiri (perjalanan, visa paspor)
•	 Tidak memegang sendiri surat-surat identitas diri atau dokumen perjalanannya
•	 Menggunakan paspor atau identitas palsu yang disediakan oleh pihak ketiga
•	 Indikator khusus untuk tujuan eksploitasi pelacuran, antara lain: mendapatkan bagian sangat kecil dari upah 

yang umumnya dibayarkan dalam bisnis pelacuran, diharuskan mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu 
perhari, pengelola bordir atau pihak ketiga telah membayar ongkos transfer bagi calon korban dan/atau 
menyerahkan sebagian penghasilan calon korban kepada pihak ketiga, tempat dimana calon korban dipekerjakan 
berubah-ubah.

3.1.  Tindak pidana eksploitasi tenaga kerja

Berkaitan dengan korban TPPO yang mengalami eksploitasi kerja di luar negeri, maka undang-undang 
yang berkaitan di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja 
Migran Indonesia (“UU PPMI”). Berikut adalah tabel perbandingan TPPO dengan tindak pidana dalam UU 
PPMI:

Komponen TPPO
UU PMI

Tindak Pidana Ancaman Pidana
Pemalsuan dokumen Memberikan data dan informasi tidak 

benar dalam pengisian dokumen 
Calon Pekerja Migran Indonesia 
(Pasal 79)

Penjara paling lama 2 (dua) tahun 
dan/atau
Denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah)

Menempatkan pekerja di 
bawah umur

Menempatkan Pekerja Migran 
Indonesia di bawah umur (Pasal 80)

Penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan
Denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah)
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Penempatan pekerja 
migran tidak dilakukan oleh 
perusahaan

Orang perseorangan melakukan 
penempatan Pekerja Migran 
Indonesia (Pasal 81)

Penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan
Denda paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah)

Mempekerjakan pekerja 
migran tidak sesuai dengan 
apa yang dijanjikan, bahkan 
untuk pekerjaan yang 
melanggar hukum

Menempatkan pekerja migran pada 
pekerjaan yang tidak sesuai dengan 
perjanjian kerja sehingga merugikan 
(Pasal 82 huruf a)

Menempatkan pekerja migran pada 
pekerjaan yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan 
(Pasal 82 huruf b)

Mempekerjakan anak di 
bawah umur, pekerja yang 
tidak memiliki kompetensi, 
dan tidak berdokumen 
lengkap

Menempatkan pekerja migran yang 
tidak memenuhi syarat (Pasal 83)
 
Syarat yang dimaksud meliputi:
a.   Berusia minimal 18 (delapan 

belas) tahun;
b.   Memiliki kompetensi
c.   Sehat jasmani dan rohani
d.   Terdaftar dan memiliki momor 

kepesertaan Jaminan Sosial
e.   Memiliki dokumen lengkap yang 

dipersyaratkan

Memberangkatkan pekerja 
yang tidak memenuhi 
syarat dokumen, atau 
melakukan pemalsuan 
dokumen untuk bisa 
memenuhi syarat tersebut

Memberangkatkan Pekerja Migran 
Indonesia yang tidak memenuhi 
persyaratan kelengkapan dokumen 
(Pasal 84).
 
Syarat kelengkapan dokumen yang 
dimaksud meliputi:
a.   Surat keterangan status 

perkawinan bagi yang telah 
melampirkan fotokopi buku 
nikah;

b.   Surat keterangan izin suami atau 
istri, izin orang tua, atau izin wali 
yang diketahui oleh kepala desa 
atau lurah;

c.   Sertifikat kompetensi kerja;
d.   Surat keterangan sehat 

berdasarkan hasil pemeriksaan 
kesehatan dan psikologi;

e.   Paspor yang diterbitkan oleh 
kantor imigrasi setempat;

f.    Visa kerja;
g.   Perjanjian penempatan pekerja 

migran Indonesia;
h.   Perjanjian kerja

Pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling banyak Rp 
1.000.000.000
(satu miliar rupiah).
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Perusahaan/perekrut 
tidak memiliki izin, 
menempatkan 
pekerja tidak sesuai 
kemampuannya

a. 	 Menempatkan pekerja tidak 
sesuai dengan perjanjian kerja;

b. 	 Menempatkan pekerja pada 
jabatan yang tidak sesuai dengan 
keahlian, keterampilan, bakat, 
minat, dan kemampuan

c. 	 Mengalihkan atau 
memindahtangankan Surat Izin 
Perusahaan Penempatan Pekerja 
Migran Indonesia (SIP3MI)

d. 	 Mengalihkan atau 
memindahtangankan Surat Izin 
Perekrutan Pekerja Migran 
Indonesia (SIP2MI) 
(Pasal 85)

Pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling banyak Rp 
5.000.000.000
(lima miliar rupiah).

Tabel 9: Perbandingan TPPO dengan tindak pidana dalam UU PPMI

3.2.	 Tindak pidana terhadap anak

TPPO yang melibatkan korban anak juga dapat dipidana dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahannya (“UU PA”). 
Kesamaan tindak pidana materiil antara UU 21/2007 dengan UU PA menyebabkan muncul perbenturan 
norma di antara kedua undang-undang tersebut. Kesamaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Komponen TPPO
UU PA

Tindak Pidana Ancaman Pidana
Cara dalam TPPO Melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan (Pasal 76C)

Eksploitasi seksual Memaksa orang melakukan  
persetubuhan dengan dirinya atau 
orang lain (Pasal 76D).

Pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun  dan denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah)

Eksploitasi seksual Membujuk anak untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul (Pasal 76E).

Pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah)

Keseluruhan TPPO Penculikan, penjualan, dan/atau 
perdagangan anak (Pasal 76F).

Pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan denda paling 
sedikit Rp60.000.000,00 (enam 
puluh juta rupiah)  dan paling 
banyak Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah)

Eksploitasi ekonomi dan/
atau seksual

Mengeksploitasi anak secara 
ekonomi dan/atau seksual (Pasal 
76I).

Pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah)

Pengangkatan anak untuk 
eksploitasi 

Pengangkatan anak secara melawan 
hukum (Pasal 79)

Tabel 10: Kesamaan tindak pidana materiil antara UU 21/2007 dengan UU PA
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3.3. 	Tindak pidana keimigrasian

TPPO yang bersifat lintas negara tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana imigrasi. Meski sering kali tindak 
pidana keimigrasian lebur dalam TPPO-nya, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengakomodasi komponen “proses” dalam TPPO sebagai berikut:

Komponen TPPO
UU Keimigrasian

Tindak Pidana Ancaman Pidana
Keluar atau masuk 
Wilayah Indonesia tanpa 
pemeriksaan  

Dengan sengaja masuk atau keluar 
Wilayah Indonesia yang tidak melalui 
pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di 
Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Pasal 
113)

•	 Penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan/atau

•	 Denda paling banyak Rp 
100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah)

Memalsukan Visa, Izin 
Masuk, atau Izin Tinggal  

Setiap orang yang dengan sengaja 
membuat palsu atau memalsukan 
Visa atau Tanda Masuk atau Izin 
Tinggal dengan maksud digunakan 
dirinya sendiri atau orang lain untuk 
masuk atau keluar atau berada di 
Wilayah Indonesia (Pasal 121 huruf 
a)

•	 Penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan

•	 Denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah)

Melakukan kegiatan yang 
tidak sesuai izin tinggalnya

Setiap Orang Asing yang dengan 
sengaja menyalahgunakan atau 
melakukan kegiatan yang tidak 
sesuai dengan maksud dan tujuan 
pemberian Izin Tinggal yang 
diberikan (Pasal 122 huruf a)

•	 Penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan

•	 Denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah)

Keluar masuk wilayah 
Indonesia dengan 
Dokumen Perjalanan palsu

Menggunakan Dokumen Perjalanan 
Republik Indonesia untuk masuk 
atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi 
diketahui atau patut diduga bahwa 
Dokumen Perjalanan Republik 
Indonesia itu palsu atau dipalsukan 
(Pasal 126 huruf a)

Penjara paling lama (lima) tahun 
dan denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah)

Memberikan data yang 
tidak benar untuk 
memperoleh Dokumen 
Perjalanan 

Memberikan data yang tidak sah atau 
keterangan yang tidak benar untuk 
memperoleh Dokumen Perjalanan 
Republik Indonesia bagi dirinya 
sendiri atau orang lain (Pasal 126 
huruf c)

Memalsukan Dokumen 
Perjalanan/membuat 
Dokumen Perjalanan palsu  

Memalsukan Dokumen Perjalanan 
Republik Indonesia atau membuat 
Dokumen Perjalanan Republik 
Indonesia palsu dengan maksud 
untuk digunakan bagi dirinya sendiri 
atau orang lain (Pasal 126 huruf e)

Menyimpan Dokumen 
Perjalanan palsu atau 
dipalsukan 

Dengan sengaja dan melawan hukum 
menyimpan Dokumen Perjalanan 
Republik Indonesia palsu atau 
dipalsukan dengan maksud untuk 
digunakan bagi dirinya sendiri atau 
orang lain (Pasal 127) 
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Menahan Dokumen 
Perjalanan

Dengan sengaja dan melawan hukum 
menguasai Dokumen Perjalanan atau 
Dokumen Keimigrasian lainnya milik 
orang lain (Pasal 130)

Penjara paling lama (lima) tahun 
dan denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah)

Tabel 11: Komponen “Proses” pada Kasus TPPO dalam UU Keimigrasian

Tips: 
Beri rasa aman dan terlindungi bagi korban yang terancam ditahan atau dideportasi. Untuk mengatasi 
ketakutan korban atas kemungkinan penahanan dan deportasi, beberapa langkah harus dilakukan untuk 
memastikan korban tidak mengalami kriminalisasi atas tindak pidana yang mereka lakukan sebagai akibat 
dari TPPO, termasuk pelanggaran aturan imigrasi. Untuk mengatasi ketakutan korban akan deportasi, 
kebijakan imigrasi harus memberikan kelonggaran bagi korban untuk tetap berada di negara tujuan agar ia 
dapat mengakses bantuan dan perlindungan.

3.4.	 Tindak pidana pencucian uang

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang (TPPU) mengatur bahwa salah satu kejahatan asal dari TPPU adalah TPPO. Prinsip “follow 
the money” yang mendahulukan melacak keberadaan uang, diikuti dengan melacak keberadaan pelaku akan 
membawa aparat penegak hukum kepada rangkaian TPPO. Meski demikian, tidak wajib dibuktikan terlebih 
dahulu tindak pidana asalnya. 

Placement

harta hasil kejahatan 
ditempatkan ke 
dalam sistem 
keuangan

Layering

pelaku memindahkan 
atau mengubah bentuk 
dana melalui transaksi 
keuangan yang kompleks 
untuk mempersulit 
pelacakan atas asal usul 
dana

Integration

pelaku mengembalikan 
dana yang telah tampak 
sah kepada pemiliknya 
sehingga dapat 
digunakan dengan aman

Gambar 3: Tahapan Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

Perlu diperhatikan tahapan terjadinya TPPU sebagai berikut:
Untuk identifikasi tahap awal TPPU, dapat dilakukan identifikasi terhadap aliran dana mencurigakan sebagai 
berikut: 

1.	Menyimpang dari profil, karakteristik atau pola kebiasaan transaksi nasabah
2.	Bertujuan untuk menghindari pelaporan transaksi
3.	Dilakukan/batal dilakukan diduga dengan menggunakan harta kekaayaan berasal dari tindak pidana
4.	Transaksi keuangan yang diminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk dilaporkan oleh 

Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

3.5.	 Tindak pidana korupsi 

Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai penerimaan suap oleh penyelenggara negara, yang 
dapat digunakan dalam hal penyelenggara negara menerima hadiah berkaitan dengan perkara TPPO. 

Dalam UU 21/2007 sendiri, pejabat yang memperoleh suap memperoleh pemberatan pidana yaitu sebesar 
1/3 ancaman pidana. Hal ini diberlakukan mengingat peran mereka sebagai pejabat yang seharusnya 
mengusahakan tidak terjadinya tindak pidana itu, namun justru disalahgunakan untuk keuntungan dirinya 
dan orang lain. Selain dihukum dengan penjara dan denda, penyelenggara negara juga dapat dikenai pidana 
tambahan berupa diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya.
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Tips:

Meskipun UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tentang Korupsi mengatur suap terhadap pejabat publik, utamakan 
penggunaaan ketentuan pasal suap pejabat publik yang diatur dalam UU 21/2007, karena pasal tersebut 
telah mengalami penyesuaian dengan tindak pidana perdagangan orang itu sendiri.

3.6.	 Tindak pidana ITE 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) mengatur beberapa tindak pidana dalam bidang elektronik yang sering 
terjadi pula dalam TPPO. Berikut adalah uraian komponen TPPO yang tindakan materiilnya juga diatur oleh 
UU ITE: 

Komponen TPPO Uraian Unsur Penjelasan
Eksploitasi dengan menawarkan 
jasa korban (khususnya korban 
perempuan dalam industri jasa 
seksual komersial) dengan cara:

•	 Membuat, mengakses, 
menggunakan, memanipulasi, 
atau menyebarkan foto, 
video, informasi, atau 
konten pribadi lainnya tanpa 
persetujuan

•	 Menggali dan menyebarkan 
informasi pribadi seseorang 
sehingga menyebabkan 
korban dalam risiko 
pelecehan atau intimidasi 

Setiap orang yang data pribadinya 
digunakan tanpa persetujuan yang 
bersangkutan dapat mengajukan 
gugatan atas kerugian yang 
ditimbulkan. (Pasal 26 ayat (1)). 

Gugatan yang dimaksud adalah 
gugatan perdata berdasarkan 
Perbuatan Melawan Hukum 
dalam Pasal 1365 Kitab 
Undang-Undang Hukum 
Perdata (“KUHPerdata”).

Setiap orang yang tanpa haknya, 
sengaja mendistribusikan, 
mentransmisikan, atau membuat 
informasi atau dokumen elektronik 
yang memiliki muatan melanggar 
kesusilaan dapat diakses (Pasal 27 
ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1))

Diancam penjara paling lama 
6 tahun dan/atau denda paling 
banyak 1 Miliar Rupiah.

Setiap orang yang tanpa haknya 
dengan cara apapun memindahkan 
atau mentransfer Informasi atau 
Dokumen Elektronik kepada sistem 
elektronik orang lain yang tidak 
berhak (Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 
48 ayat (1))

Diancam penjara paling lama 
8 tahun dan/atau denda paling 
banyak 2 Miliar Rupiah.

Komponen “Cara” menguasai 
Korban agar tidak melarikan diri 
atau melaporkan pelaku kepada 
pihak berwajib dengan cara:

•	 Pelecehan melalui pesan, 
perhatian, dan / atau kontak 
yang tidak diinginkan

•	 Ancaman langsung kekerasan 
seksual atau fisik

•	 Komentar kasar

Setiap Orang yang tanpa hak 
mengirimkan Informasi atau 
Dokumen Elektronik yang berisi 
ancaman kekerasan atau menakut-
nakuti yang ditujukan secara pribadi 
(Pasal 29 jo. Pasal 45B)

Diancam penjara paling lama 
4 tahun dan/atau denda paling 
banyak 750 juta Rupiah.
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Komponen “Eksploitasi” dengan 
menawarkan jasa korban 
(khususnya korban perempuan 
dalam industri jasa seksual 
komersial) dengan cara:

•	 Konten online yang 
menggambarkan perempuan 
sebagai objek seksual

•	 Penggunaan gambar 
tidak senonoh untuk 
merendahkan wanita

•	 Menyalahgunakan, 
mempermalukan wanita 
karena mengekspresikan 
pandangan yang tidak 
normatif

Setiap orang yang tanpa haknya, 
sengaja mendistribusikan, 
mentransmisikan, atau membuat 
informasi atau dokumen elektronik 
yang memiliki muatan melanggar 
kesusilaan dapat diakses (Pasal 27 
ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1))

Diancam penjara paling lama 
6 tahun dan/atau denda paling 
banyak 1 Miliar Rupiah.

Komponen “Cara” menguasai 
korban TPPO khususnya korban 
perempuan melalui pengancaman 
dan pemerasan seksual

Setiap Orang yang tanpa hak 
mendistribusikan, mentransmisikan 
atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi atau Dokumen Elektronik 
yang memiliki muatan pemerasan 
dan/atau pengancaman. (Pasal 27 
ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4))

Diancam penjara paling lama 
6 tahun dan/atau denda paling 
banyak 1 Miliar Rupiah.

Komponen “Cara” menguasai 
korban TPPO dengan mengakses 
dan modifikasi informasi pribadi: 

•	 Pencurian identitas, uang, 
atau properti

•	 Peniruan atau impersonasi 
yang mengakibatkan 
serangan fisik

Setiap Orang yang tanpa haknya 
mengakses Komputer dan/atau 
Sistem Elektronik dengan cara 
apapun dengan tujuan untuk 
memperoleh Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik 
(Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat 
(2))

Diancam penjara paling lama 
6 tahun dan/atau denda paling 
banyak 1 Miliar Rupiah.

Komponen “Cara” menguasai 
korban TPPO dengan meretas 
sistem elektronik tertentu. 

Setiap Orang yang tanpa haknya 
mengakses Komputer dan/
atau Sistem Elektronik dengan 
cara apapun dengan melanggar, 
menerobos, melampaui, atau 
menjebol sistem pengamanan. 
(Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal  46 ayat 
(3))

Diancam penjara paling lama 
8 tahun dan/atau denda paling 
banyak 800 juta Rupiah.

Tabel 12: Komponen TPPO dalam UU ITE

3.7.	 Tindak pidana pelayaran

TPPO berkaitan dengan tindak pidana pelayaran pada aspek administratif Anak Buah Kapal (ABK) dan izin 
operasional kapal. Biasanya kapal yang mengangkut korban-korban TPPO tidak mematuhi syarat-syarat 
administratif dari aktivitas kapal. Mereka juga kerap melakukan penangkapan ikan secara ilegal, namun hal 
ini lebih berkaitan dengan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 jo. Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Berikut uraian irisan komponen TPPO dengan tindak pidana 
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:
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Komponen TPPO Uraian Unsur Penjelasan
Tujuan eksploitasi dengan 
mempekerjakan korban TPPO 
sebagai awak kapal tanpa 
diberikan pelatihan terlebih 
dahulu dan tanpa persyaratan 
perekrutan yang memadai 

Setiap orang yang 
mempekerjakan Awak Kapal 
tanpa memenuhi persyaratan 
kualifikasi dan kompetensi 
sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 135 yakni ketentuan 
nasional dan internasional (Pasal 
310)

Pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun dan denda paling 
banyak Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah).

Tujuan eksploitasi dengan 
mempekerjakan awak kapal 
yang tidak terdaftar dan tidak 
memenuhi syarat administrasi 
kapal, termasuk dengan 
memalsukan Buku Awak Kapal 

Setiap orang yang 
mempekerjakan seseorang di 
kapal dalam jabatan apa pun 
tanpa disijil dan tanpa memiliki 
kompetensi dan keterampilan 
serta dokumen pelaut yang 
dipersyaratkan (Pasal 312)

Pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun dan denda paling 
banyak Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah).

Proses yakni tidak melaporkan 
kondisi bahaya di kapalnya 
atau kapal lain dalam rangka 
membiarkan agar TPPO 
terlaksana 

Nakhoda yang mengetahui 
adanya bahaya dan kecelakaan di 
kapalnya, kapal lain, atau setiap 
orang yang ditemukan dalam 
keadaan bahaya, yang tidak 
melakukan tindakan pencegahan 
dan menyebarluaskan berita 
mengenai hal tersebut kepada 
pihak lain, tidak melaporkan 
kepada Syahbandar atau Pejabat 
Perwakilan RI terdekat dan 
pejabat pemerintah negara 
setempat yang berwenang 
apabila bahaya dan kecelakaan 
terjadi di luar wilayah perairan 
Indonesia (Pasal 330)

Pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun atau denda paling 
banyak Rp400.000.000,00 
(empat ratus juta rupiah).

Keseluruhan unsur TPPO 
terpenuhi dan dalam hal 
dilakukan oleh korporasi 

Tindak pidana di bidang 
pelayaran dianggap dilakukan 
oleh korporasi apabila tindak 
pidana tersebut dilakukan oleh 
orang yang bertindak untuk dan/
atau atas nama korporasi atau 
untuk kepentingan korporasi, 
baik berdasarkan hubungan kerja 
maupun hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi 
tersebut baik sendiri maupun 
bersama-sama (Pasal 331) 

Dalam hal tindak pidana di 
bidang pelayaran dilakukan oleh 
suatu korporasi, selain pidana 
penjara dan denda terhadap 
pengurusnya, pidana yang dapat 
dijatuhkan terhadap korporasi 
berupa pidana denda dengan 
pemberatan 3 (tiga) kali dari 
pidana denda yang ditentukan 
dalam Bab Tindak Pidana (Pasal 
335) 

Keseluruhan TPPO terpenuhi 
dan dalam hal dilakukan oleh 
pejabat penyelenggara negara 

Setiap pejabat yang melanggar 
suatu kewajiban khusus dari 
jabatannya atau pada waktu 
melakukan tindak pidana 
menggunakan kekuasaan, 
kesempatan, atau sarana yang 
diberikan kepadanya karena 
jabatan (Pasal 336 ayat (1)

Pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan denda paling 
banyak Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah)

Tabel 13: Komponen TPPO dalam UU Pelayaran
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3.8.	 Tindak pidana kesehatan

Jual beli organ tubuh manusia merupakan salah satu bentuk TPPO yang dilarang oleh UU 21/2007 tentang 
Perdagangan Orang dan UU 36/2009 tentang Kesehatan. Pasal 192 UU 36/2009 tentang Kesehatan 
menghukum jual beli organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun dan dengan ancaman pidana 10 tahun 
dan denda paling banyak 1 Miliar (USD 75,000). 

3.9.	 Tindak pidana lain dalam KUHP 

Selain tindak pidana yang diatur oleh undang-undang tertentu, TPPO juga menunjukkan karakter perbuatan 
pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP). Beberapa tindak pidana tersebut meliputi:

Pasal 263 Memalsukan surat-surat
Pasal 277 Mengaburkan asal-usul seseorang
Pasal 278 Pengakuan palsu atas anak orang lain 
Pasal 285, 286, 287, 288 Memaksa seseorang yang bukan istrinya bersetubuh saat perempuan yang 

menjadi korban:

a.	Dalam keadaan sadar
b.	Dalam keadaan tidak berdaya
c.	Patut diduga di bawah umur
d.	Belum layak untuk dikawini

Pasal 289, 290, 292, 293, 
294, 295

Memaksa, memudahkan, atau membiarkan terjadinya pencabulan saat 
korban:

a.	Dalam keadaan sadar
b.	Dalam keadaan tidak berdaya
c.	Patut diduga di bawah umur
d.	Adalah anaknya yang belum dewasa/orang yang dipercayakan untuk 

menjadi tanggungannya

Pasal 296 Menjadikan pencabulan sebagai mata pencahariannya

Pasal 301 Memperkerjakan anak di bawah umur untuk pekerjaan yang tidak baik 
bagi keberadaannya

Pasal 304 Menelantarkan seseorang yang menjadi tanggung jawabnya 

Pasal 328 Menculik orang dewasa/anak di bawah umur

Pasal 329 Membawa pekerja ke tempat kerja lain yang tidak sesuai dengan apa yang 
diperjanjikannya

Pasal 330, 332 Melarikan perempuan di bawah umur 

Pasal 331 Menyembunyikan anak dari walinya/dari proses penyidikan

Pasal 333, 334 Menyekap seseorang

Pasal 335 Memaksa  orang lain melakukan tindakan sesuatu karena paksaan atau 
perbuatan yang tidak menyenangkan

Pasal 351, 352, 353, 354, 
355

Menganiaya seseorang

Pasal 362, 363, 364, 365 Mencuri barang milik orang lain

Pasal 368 Memeras seseorang

Pasal 369 Mengancam seseorang

Pasal 378 Menipu seseorang

Pasal 506 Mencari untung lewat prostitusi

Tabel 14: Perbuatan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP)
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BAB IV
AJARAN HUKUM PIDANA

4.1. 	Asas keberlakukan hukum pidana 

Pada dasarnya penerapan hukum pidana atau peraturan perundang-undangan pidana didasarkan pada 
waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Selain itu hukum pidana juga berlaku menurut waktu penerapan 
hukum pidana tersebut. Artinya, apabila seseorang melakukan perbuatan pidana namun perbuatan itu 
belum diatur atau belum memiliki ketentuan di waktu itu, maka seseorang tersebut tidak dapat dituntut 
atas perbuatannya.

Asas Keberlakuan Hukum Pidana

Tempat (Locus)

1. Menentukan Berlakunya Hukum Pidana 
Indonesia
•	 Prinsip Teritorial (Ps. 2 dan 3 KUHP)
•	 Prinsip Kewarganegaraan Aktif/ 	  	

Personalia (Ps. 4 KUHP)
•	 Prinsip Kewarganegaraan 	  	

Pasif/Perlindungan (Ps. 4, 7 dan 8 KUHP)
•	 Prinsip Universal (Ps. 9 KUHP) 

Pengecualian:
	 -	Kepala Negara Asing
	 -	Dubes Negara Sahabat
	 -	ABK (Kapal Perang Asing)
	 -	Tentara Asing yang masuk dengan sah

2. Kompetensi Pengadilan
•	 Kompetensi Absolut- Antar Peradilan
•	 Kompetensi Relatif
•	 Ps. 84 s/d 88 KUHAP

3. Ajaran Mengenai Tempat
•	 Tempat dimana tindak pidana dilakukan
•	 Tempat alat digunakan
•	 Tempat dimana akibat terjadi
•	 Tindak pidana dilakukan di beberapa 

tempat
•	 Tempat pada delik omission

Waktu (Tempus)

1. Asas Legalitas 
	 (Pasal 1 ayat (1) KUHP)

•	 sumber hukum pidana UU
•	 tidak boleh analogi/kias
•	 tidak berlaku surut (Ps. 28 I UUD 1945)

2. Saat Berlakunya Daluwarsa
	 (Pasal 78, 79 KUHP)

3. Belum 16 Tahun
	 (Pasal 45 KUHP)

4. Ajaran Mengenai Waktu Mengikuti Ajaran    
Mengenai Tempat

Tempat dan Waktu 
Terjadi Tindak Pidana

4.1.1	 Asas Teritorial
Asas ini diatur dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan: “ketentuan pidana dalam Undang-undang 
Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di alam wilayah Indonesia melakukan tindak pidana.” 
Maksudnya, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan untuk setiap orang 
yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Asas ini berkaitan dengan locus delicti. Beberapa hal yang 
perlu diperhatikan mengenai asas teritorial adalah:
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•	 Pelaku berada di wilayah Indonesia
•	 Tindak Pidana dilakukan di wilayah Indonesia
•	 Tidak memandang status kewarganegaraan pelaku

Asas teritorial dibagi menjadi 2 (dua):

•	 Teritorial subyektif
	 Negara yang mempunyai yurisdiksi adalah negara dimana perbuatan pidana itu dimulai
•	 Teritorial obyektif
	 Negara yang mempunyai yurisdiksi adalah negara dimana perbuatan pidana itu diselesaikan

Contoh praktik dalam kasus TPPO:
1.	 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 20 Mei 2019, tindak pidana oleh WNI terjadi 

di Kupang dan diadili di Pengadilan Negeri Kupang.
2.	 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 2 September 2019, tindak pidana oleh WNI 

terjadi di Bengkulu dan diadili di Pengadilan Negeri Bengkulu.
3.	 Putusan Nomor 105/PID.SUS/2015/PN Tul tanggal 8 Maret 2016, tindak pidana oleh WNA 

Thailand terjadi di Kepulauan Aru dan diadili di Pengadilan Negeri Tual.

4.1.2.	Asas Universalitas/Asas Persamaan

Asas Universalitas atau Asas Persamaan melindungi kepentingan antar negara tanpa memerhatikan 
status kewarganegaraan pelaku namun memerhatikan kepentingan negara lain yang menjadi 
tempat dilakukannya tindak pidana. Asas yang tercantum dalam Pasal 2-5 dan 8 KUHP ini dibatasi 
dengan Pasal 9 bahwa terdapat beberapa pengecualian dalam hukum internasional. Kepentingan 
internasional harus dilandasi pemikiran bahwa setiap negara wajib turut serta dalam melaksanakan 
hukum internasional. Beberapa pengecualian tersebut berlaku untuk:

a.	 Kepala negara beserta keluarga dari negara sahabat
b.	 Duta besar negara asing beserta keluarganya
c.	 Anak buah kapal perang asing yang berkunjung di suatu negara
d.	 Tentara negara asing yang ada di dalam wilayah negara dengan persetujuan negara itu

Contoh praktik dalam kasus TPPO:
Suatu negara baik yang menjadi negara asal atau negara tempat terjadinya TPPO, selama meratifikasi 
hukum Internasional, berhak menerapkan hukum Internasional dalam menangani kasus TPPO demi 
melindungi kepentingan negara lain yang menjadi tempat dilakukannya tindak pidana tersebut.

4.1.3.	Asas Nasionalitas Aktif/Asas Personal

Pasal 5 KUHP menyatakan:

1.	 Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesia yang 
melakukan di luar Indonesia:
a.	 Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam pasal-pasal 

160,161,240,279,450, dan 451;
b.	 Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana 

dalam undang-undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan.
2.	 Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf b boleh juga dilakukan, jika 

tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.

Pasal 5 KUHP merupakan dasar diberlakukannya asas kepentingan nasional atau asas personalitas 
ini. Kepentingan nasional yang dilindungi dalam asas ini adalah agar WNI yang menjadi pelaku tindak 
pidana tidak diadili dan dikenakan hukum negara tempat terjadinya peristiwa tersebut, namun 
dituntut menurut aturan pidana Indonesia oleh Pengadilan Indonesia apabila menyangkut beberapa 
hal berikut: 
a.	 Keamanan negara
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b.	 Kedudukan kepala negara
c.	 Penghasutan untuk melakukan tindak pidana
d.	 Tidak memenuhi kewajiban militer
e.	 Perkawinan melebihi jumlah yang ditentukan
f.	 Pembajakan

Ketentuan Pasal 5 KUHP dapat diberlakukan dengan syarat: 

1.	 Perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia itu harus merupakan tindak pidana 
menurut hukum Indonesia dan substansi perbuatan itu juga cenderung mengarah kepada 
ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia; dan 

2.	 Perbuatan yang dilakukannya itu juga harus merupakan tindak pidana menurut hukum di negara 
di mana perbuatan itu dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Asas Nasionalitas Aktif dapat dikesampingkan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1979 apabila negara tempat dilakukannya tindak pidana menolak permintaan ekstradisi, dengan 
catatan negara lain tersebut juga mengakui perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.

Contoh praktik dalam kasus pidana: 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 150K/Kr/1972
Bob Liem (Roy Manaff), kasus yang terjadi antara Indonesia dan Hong Kong dimana Bob Liem yang 
berkewarganegaraan Indonesia ketika berada di Hong Kong. Ia telah membunuh istrinya dan seorang 
anak perempuannya sendiri, kemudian dia bersembunyi di Indonesia. Bob Liem ditangkap oleh polisi 
Indonesia, dan kemudian diajukan ke hadapan pengadilan Negeri Jakarta Raya. Sebelum diajukan 
ke pengadilan, pemerintah Hong Kong telah mengajukan permintaan penyerahan kepada Indonesia 
atas diri Bob Liem, karena kejahatan itu dilakukan di Hong Kong sebagai locus delicti. Akan tetapi 
Indonesia menolak permintaan penyerahan ke Hong Kong, bukan karena antara Indonesia dan Hong 
Kong belum terikat oleh perjanjian ekstradisi, melainkan karena Bob Liem berkewarganegaraan 
Indonesia.

4.1.4.	Asas Nasionalitas Pasif/Asas Perlindungan

Asas ini disebut juga asas perlindungan (bescherming-beginsel). Tujuan Asas Nasionalitas Pasif adalah 
untuk melindungi wibawa dan martabat Negara Indonesia dari tindakan orang jahat yang dilakukan 
oleh warga Negara Indonesia maupun orang asing yang mengancam kepentingan nasional Indonesia. 
Asas ini tidak melihat status kewarganegaraan dari pelaku, tetapi dampak tindak pidana tersebut 
pada kepentingan nasional (hal ini sesuai dengan Pasal 4 KUHP yang memberlakukan perundang-
undangan pidana Indonesia untuk setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia namun 
melakukan perbuatan yang mengancam kepentingan nasional seperti kejahatan terhadap:

a.	 Keamanan negara
b.	 Martabat dan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden RI
c.	 Pemalsuan mata uang dan meterai pemerintah Indonesia
d.	 Pemalsuan surat hutang dan sertifikat hutang yang dikeluarkan Indonesia
e.	 Pembajakan kapal laut dan pesawat udara Indonesia

Contoh praktik dalam kasus TPPO:
Apabila terjadi kasus TPPO yang dilakukan oleh WNI maupun WNA namun mengancam kepentingan 
nasional, berhak diadili dengan hukum nasional demi melindungi wibawa dan martabat Negara 
Indonesia.

4.2.	 Asas keberlakuan peraturan perundang-undangan

4.2.1.	Asas lex specialist derogat legi generali

Asas lex specialist derogat legi generali mengandung makna aturan hukum yang khusus akan 
mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip asas ini yang perlu diperhatikan, 
antara lain:
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a.	 Ketentuan-ketentuan yang ada dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur 
khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;

b.	 Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis 
(undang-undang dengan undang-undang);

c.	 Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama 
dengan lex generalis. 

4.2.2.	Asas lex superior derogat legi inferior

Asas ini bermakna norma atau aturan hukum yang lebih tinggi akan mengalahkan keberlakuan 
norma atau aturan hukum yang lebih rendah. Hal ini dilihat dari kedudukan hierarkis peraturan 
perundangan-undangan yang ada. Pada sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 pasal 7 dan Pasal 8 telah mengatur kedudukan hierarkis peraturan perundang-undangan dalam 
konstitusinya.

Contoh peraturan perundang-undangan:
Untuk melaksanakan UU 21/2007, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO. Secara hierarkis, PP 
9/2008 sebagai norma hukum yang berada dibawah UU 21/2007 tidak boleh saling bertentangan. 
Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan, maka yang digunakan adalah UU 21/2007.

4.2.3. Asas lex posterior derogat legi priori 

Lex posterior derogat legi priori adalah asas yang menganggap jika norma hukum yang baru akan 
meniadakan keberlakuan norma hukum yang lama. Asas ini dapat diterapkan jika norma hukum yang 
baru memiliki kedudukan yang sejajar atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama.

Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan asas lex posterior derogat legi priori, antara lain:

1.	 Materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau 
penggantian seluruh atau sebagian materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama

2.	 Dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan 
seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama. 

3.	 Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara 
umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

Contoh peraturan perundang-undangan:
1.	 Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah dinyatakan 

tidak berlaku lagi dan sudah digantikan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2.	 Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP dikesampingkan oleh Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor: 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4.3.	 Ajaran Penyertaan (Deelneming)

Secara eksplisit, pengertian delik penyertaan (deelneming delicten) tidak tercantum dalam KUHP. Namun 
KUHP memberikan gambaran bentuk-bentuk penyertaan baik dari pembuat (dader) atau pembantu 
(medeplichtige).

Pasal 55 KUHP:

1)	 Dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana: 
a.	 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
b.	 Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau 

martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana 
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2)	 Terhadap penganjuran hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta 
akibat-akibatnya. 
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Pasal 56 KUHP menyatakan dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) suatu kejahatan: 

1)	 Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 
2)	 Meraka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Klasifikasi penyertaan menurut Pasal 55 dan 56 KUHPidana yaitu: 

1.	 Pembuat (dader), yang terdiri dari mereka yang:
a. Melakukan (plegen)
b. Menyuruh melakukan (doen plegen)
c. Turut serta melakukan (medeplegen) 
d. Menganjurkan melakukan (uitlokken)

2.	 Pembantu kejahatan (medeplichtige) (Pasal 56), membantu melakukan pelanggaran (overtreding) tidak 
dipidana (Pasal 60)

Ancaman pidana bagi seseorang yang terlibat penyertaan dalam tindak pidana adalah sebagai berikut:

1.	 Turut serta (medepleger), sama dengan ancaman pidana pelaku.
2.	 Menyuruh (doenpleger), sama dengan ancaman pidana pelaku.
3.	 Membujuk (uitlokker), sama dengan ancaman pidana pelaku. 
4.	 Membantu (medeplichtige), ancaman pidanannya lebih ringan dari pelaku yaitu dikurangi sepertiga. 

4.3.1.	Melakukan (Plegen)

Pelaku (pleger) disebutkan dalam Pasal 55 KUHP karena pihak-pihak lain yang turut serta atau 
terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku 
(dader). Sedangkan menurut Remmelink, bagaimana cara penyertaan dilakukan dan bagaimana 
tanggungjawabnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan 
oleh pelaku. Jadi, mengacu pada A. Z. Abidin dan Andi Hamzah, pelaku adalah barangsiapa yang 
memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik termasuk jika dilakukan 
lewat orang atau bawahannya. 

4.3.2.	Menyuruhlakukan (doenplegen)

Arti penyuruhlakukan adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan 
pidana, sementara secara yuridis orang yang disuruh akhirnya melakukan perbuatan pidana tersebut 
harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Lamintang mengutip 
pendapat Simons bahwa untuk memenuhi adanya doenplegen, orang yang disuruh melakukan 
haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:10

a)	 Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang ontoerekening-
svatbaar (dapat dipertanggungjawabkan) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 44 KUHP; 

b)	 Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu dwaling atau suatu 
kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan; 

c)	 Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana sama sekali tidak mempunyai unsur 
schuld (kesalahan), baik dolus maupun culpa (kesengajaan maupun kelalaian), atau pun apabila 
orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang 
bagi tindak pidana tersebut; 

d)	 Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak memenuhi unsur oogmerk (niat), 
padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak 
pidana tersebut di atas; 

e)	 Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah 
pengaruh suatu overmacht (daya paksa), dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu 
memberikan perlawanan; 

f)	 Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melakukan 
suatu perintah padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak 
berwenang memberikan perintah semacam itu; 

10 Lamintang, Dasar-dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Baru di Indonesia, (Bandung: Sinar Baru), 1984, hal. 583.
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g)	 Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu hoedaniged 
atau sifat tertentu seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai sifat yang 
harus dimiliki oleh pelakunya sendiri”;

Ciri penting:

1.	 Melibatkan minimal dua orang, satu pihak bertindak sebagai actor intelectualis (orang yang 
menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana), dan pihak lainnya bertindak sebagai 
actor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan actor intelectualis). 

2.	 Secara yuridis, actor materialis adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara 
pidana atas tindak pidana tersebut.   

Contoh kasus:
Putusan Nomor 124/PID.SUS/2012/PN.RUT tanggal 7 Agustus 2012
Herman Jebarus menyuruh Alosius Danggut untuk merekrut tenaga kerja yang akan dikirim ke 
Jakarta guna bekerja sebagai pembantu rumah tangga, mengantar anak TK ke sekolah dan merawat 
orang jompo. Alosius Danggut menawarkan kepada para korban yang masih dibawah umur (usia 15 
-16 tahun) bahwa nanti ketiganya akan diberi gaji besar, bonus, biaya makan, minum dan transportasi 
serta biaya untuk mengurus surat-surat kelengkapan administrasi akan ditanggung oleh Alosius 
Danggut. Atas peristiwa ini, Herman Jebarus diputus Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang melanggar Pasal 9 UU 21/2007.

4.3.3.	Turut Melakukan (Medeplegen)

Pada dasarnya turut melakukan adalah tindakan lebih dari 1 (satu) orang, yang mana tanpa bantuan 
dari orang lain tersebut, tindak pidana tidak akan terjadi. Syarat-syarat turut melakukan adalah 
sebagai berikut:

a.	 Ada kerja sama secara sadar 
Untuk mengatakan adanya suatu medeplegen (keturutsertaan), diisyaratkan adanya kerja 
sama yang diinsyafi, dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerja sama meskipun tidak 
diperlukan suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu 
dijanjikan dan direncanakan para pelaku peserta terlebih dahulu, cukuplah ada saling mengerti, 
yaitu pada saat perbuatan yang bersangkutan dilakukan ada kerja sama yang sempurna dan erat 
yang ditujukan pada satu tujuan yang sama. Akibatnya, menurut Remmelink, ada dua bentuk 
kesengajaan yang perlu dibuktikan, yaitu kesengajaan untuk memunculkan akibat delik dan 
kesengajaan untuk melakukan kerja sama.

b.	 Ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik
Dalam medeplegen, perlu ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik. Jika tidak bersama-sama 
maka perlu ditelaah apakah ada bentuk penyertaan yang lain. Dalam tindak pidana umum berupa 
bantuan sebelum dan sesudah dilakukannya delik. Pada TPPO dapat disebut sebagai “bantuan” 
sebagai tindakan memberikan bantuan dalam tahap mana pun: proses, cara, dan/atau tujuan, 
serta memberikan bantuan setelah tindak pidana terjadi. 

4.3.4.	Pembujukan 	

Perbuatan digolongkan dalam pembujukan jika uitlokker (penganjur/pembujuk) menggunakan upaya-
upaya yang telah disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) butir 2 KUHP. Hal ini merupakan salah satu 
pembeda antara bentuk menyuruh melakukan (doenplegen) dan menganjurkan melakukan (uitlokken). 
Perbedaan antara menyuruh melakukan dan menganjurkan/membujuk antara lain: 

1.	 Dalam menyuruh melakukan, orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatannya itu, sehingga yang dapat dihukum hanyalah si penyuruh saja sedangkan yang disuruh 
tidak dikenakan hukuman.

2.	 Dalam menganjurkan/membujuk, baik yang menganjurkan/membujuk maupun yang dianjurkan/
dibujuk, keduanya sama-sama dapat dihukum; 

3.	 Penganjur/pembujuk hanya dapat dihukum jika ia menggunakan upaya dan cara yang diatur dalam 
Pasal 55 ayat (1) KUHP. 
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Menurut Pasal 55 ayat (1), cara atau upaya untuk menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana 
dapat dilakukan dengan cara: 

1.	 Pemberian (Giften) 
	 Pemberian harus diartikan tidak hanya uang tetapi juga berupa barang.
2.	 Janji/kesanggupan (Beloften) 
	 Misalnya janji untuk memberikan uang, barang atau keuntungan lain, seperti memberi bantuan 

untuk menyembunyikan.
3.	 Menyalahgunakan kewibawaan (kekuasaan/gezag) 
	 Antara pembujuk dan yang dibujuk harus ada hubungan kekuasaan pada saat perbuatan dilakukan. 

Di sini alasan memberi perintah kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu termasuk dalam 
lingkungan pekerjaannya.

Secara umum, ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar pembujukan dapat dikatakan telah 
terjadi dan dapat diancam pidana:

a)	 Kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu tindakan yang dilarang undang-
undang dengan bantuan sarana, sebagaimana yang ditetapkan undang-undang;

b)	 Keputusan untuk berkehendak pada pihak lainnya harus dibangkitkan, dimana syarat ini berkenaan 
dengan kausalitas psikis;

c)	 Orang yang terbujuk (terpancing atau terprovokasi) mewujudkan rencana yang ditanamkan 
oleh pembujuk atau penggerak untuk melakukan tindak pidana atau setidak-tidaknya melakukan 
percobaan tindak pidana yang dituju. Itikad buruk pembujuk saja tidaklah cukup; upayanya itu 
harus terwujud secara nyata ke dalam perbuatan;

d)	 Orang yang terbujuk atau terpancing niscaya harus dapat dimintakan pertanggungjawaban 
pidana, jika tidak yang muncul adalah menyuruh melakukan (doen plegen).

4.3.5. Pembantuan (Medeplichtegheid)

Pembantuan terjadi ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang, yaitu ada orang 
yang melakukan tindak pidana dan ada orang yang lain yang berperan dalam membantu melakukan 
tindak pidana tersebut. Berdasarkan Pasal 56 KUHP, bentuk pembantuan dibedakan menjadi dua 
jenis:

a.	 Pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan
	 Ciri-ciri: bantuan diberikan berbarengan atau pada saat kejahatan dilakukan, daya upaya bantuan 

dapat berupa apa saja (berwujud ataupun tidak).
b.	 Pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan
	 Ciri-ciri: bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, daya upaya yang diberikan dibatasi atau 

tertentu, yaitu kesempatan, sarana atau keterangan. 

Dari rumusan Pasal 56 KUHP tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:11

1)	 Pembantu ialah barang siapa yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan 
diwujudkan oleh pembuat. Pembantu demikian dapat disebut pembantu materiil dimana 
kesengajaannya dapat terdiri dari tiga corak, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan 
keinsyafan kepastian dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis). Bantuannya 
dilakukan bersamaan dengan dilaksanakannya perbuatan pelaksanaan oleh pembuat. 

2)	 Pembantu ialah barangsiapa yang dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya (sarana) 
atau keterangan untuk mewujudkan kejahatan, pembantu ini sering disebut dengan pembantu 
intelektual. Pembantu intelektual dengan sengaja menggunakan salah satu di antara tiga upaya 
yang disebut secara limitatif di pasal 56 ke-2 KUHP. 

	 Kesengajaan pembantu juga bersifat ganda, yaitu: 

1)	 Sengaja yang ditujukan pada saat delik diwujudkan, atau ditujukan untuk membantu 
dilakukannya kejahatan dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. 

2)	 Pembantu harus mengetahui bagian khusus kejahatan yang ia bantu wujudkan.

11 A.Z.Abidin dan Andi Hamzah, Op Cit, hal. 233-234.
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Contoh kasus penyertaan:
Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks
Wahyu Bongka alias Rezky dan Suaib alias Aida secara bersama-sama melakukan TPPO dengan cara 
melakukan eksploitasi seksual terhadap wanita-wanita yang kemudian dijual sebagai pekerja seks 
dan memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Para korban tersebut di antaranya terdapat 
anak di bawah umur (17-18 tahun), sehingga hakim kemudian menjatuhkan pasal berlapis. Keduanya 
didakwa melanggar Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 83 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak. Wahyu Bongka alias Rezky tidak melakukan TPPO secara sendirian, 
namun dibantu/bersama-sama dengan terdakwa Suaib alias Aida. Adanya unsur pembantuan TPPO 
ini membuat Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pada Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan TPPO sekaligus Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP.

4.3.6. Permufakatan 
Permufakatan atau turut serta melakukan merupakan perbuatan turut serta dalam melakukan tindak 
pidana dengan cara berunding dan bersama-sama melaksanakan delik pidana tersebut. Syarat adanya 
turut melakukan tindak pidana adalah:

a.	 Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku
b.	 Hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka
c.	 Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu

Moeljatno mengatakan bahwa medepleger adalah setidak-tidaknya mereka itu semua melakukan 
unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang 
apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing 
keadaan. Yang perlu ditekankan disini adalah dalam medepleger terjadi. Permufakatan jahat di sini 
dapat dijelaskan sebagai berikut:

•	 Yang dimaksud dengan permufakatan mengacu kepada pasal 88 KUHP adalah “apabila dua orang 
atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”

•	 Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 tanggal 23 Juni 2016, 
permufakatan dalam common law system, atau yang sering disebut dengan konspirasi, adalah 
sebagai berikut: “agreement is the basic element in conspiracy. The idea of agreement seems to 
involve a meeting of minds, and there is not need for a physical meeting of the persons involved so long 
as they reach a mutual understanding of what is to be done. Whether the understanding amounts to 
an agreement may be a matter of degree: if the parties are still at the stage of negotiation, without 
having decided what to do, no criminal conspiracy has yet come into being.”
Terjemahan: “perjanjian adalah dasar dari konspirasi/permufakatan. Perjanjian haruslah melibatkan 
pertemuan antar-pikiran, dan tidak ada keharusan untuk terjadinya pertemuan fisik selama 
orang-orang yang terlibat dapat mencapai kesepakatan tentang apa yang harus diselesaikan. 
Apakah kesepahaman sama halnya dengan persetujuan adalah perkara sudah seberapa jauh itu 
terjadi: jika para pihak baru berunding dan belum memutuskan apa yang akan dilakukan, maka 
permufakatan jahat belum terjadi. 

•	 Prof. Mr. Roeslan Saleh menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah adanya permufakatan 
yang disimpulkan dari keterangan keterangan orang yang bersepakat. Persetujuan merupakan 
suatu tanda yang dapat dilihat mengenai persesuaian kehendak yang merupakan dasar dari 
adanya permufakatan 

•	 Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. MH., mengatakan permufakatan jahat (Semenspaning) diatur dalam 
pasal 88 KUHP. Istilah asli KUHP yang berbahasa Belanda ialah Semenspaning, dalam Bahasa 
Inggris disebut conspiracy. Dalam bahasa Indonesia sehari hari disebut persekongkolan. Pasal 
88 KUHP  disalin dari pasal  80 Ned. Wetbook Van Straafrecht, yang berbunyi “Semenspaning 
bestaad zodra twee of meer person everenkomenzijn om hetmisdijf te plegen”. Bunyi pasal 88 ini 
persis sama dengan pasal 80 Ned. WvS itu. Diterjemahkan oleh Moelyatno dan Roeslan Saleh 
dalam KUHP terjemahannya, “dikatakan adanya Permufakatan Jahat, apabila dua orang atau 
lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Pasal 88 itu merupakan penafsiran otentik, yang 
dapat dipandang sebagai definisi. 
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•	 Permufakatan jahat bukan tindak pidana yang berdiri sendiri akan tetapi bagian dari persiapan 
melakukan penyertaan tindak pidana, perbuatan tindak pidana, untuk membuat kesepakatan 
untuk melakukan tindak pidana yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Harus jelas 
tindak pidana mana yang akan dilakukan. Dalam tindak pidana permufakatan jahat harus ada 
meeting of mind atau mens rea (guilty mind) karena permufakatan jahat itu merupakan kejahatan 
konspirasi sehingga harus ada persamaan kehendak atau niat di antara orang orang yang 
melakukan konspirasi atau permufakatan jahat tersebut. Terhadap meeting of mind diperlukan 
adanya perbuatan, baik kelakuan atau menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. 
Permufakatan jahat merupakan perbuatan (actus reus) yang membutuhkan kesalahan atau 
perbuatan yang dilarang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.  

Contoh kasus:
Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT BDG tanggal 6 Mei 2020, Shao Dongdong dan istrinya Erlin 
Martiningsih berunding untuk bersama-sama melakukan bisnis perjodohan. Bisnis ini memfasilitasi 
perjodohan dan pengantin pesanan untuk laki-laki warga negara Tiongkong yang mencari wanita 
Indonesia untuk dijadikan istri dengan imbalan sejumlah uang. Shao Dongdong dinyatakan majelis 
hakim bersalah dan dipidana atas kasus TPPO dengan dasar Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4.4.	 Ajaran Perbarengan Tindak Pidana (Concursus)

Delik perbarengan perbuatan termasuk dalam perbuatan Pidana yang berbentuk khusus. Perbarengan 
adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama 
kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum 
dibatasi oleh suatu keputusan hakim.

Dalam hukum pidana, delik perbarengan ini terdiri dari tiga hal, meliputi: 

a.	 perbarengan aturan (concurcus idealis), 
b.	 perbarengan perbuatan (concurcus realis),  
c.	 perbuatan berlanjut (vorgezette handelings). 

Ketiga bentuk perbarengan di atas bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi 
atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Terdapat empat macam cara menghitung 
pidana dalam perbarengan tergantung pada jenis perbarengan, yaitu: 

1.	 Cara absorpsi (penyerapan) murni untuk perbarengan peraturan dan perbuatan berlanjut. 
2.	 Cara absorpsi (penyerapan) yang dipertajam untuk perbarengan perbuatan atas kejahatan-kejahatan 

yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. 
3.	 Cara kumulasi (penjumlahan) yang diperlunak untuk perbarengan perbuatan atas kejahatan-kejahatan 

yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. 
4.	 Cara kumulasi murni untuk pelanggaran (overtredingen) 

4.4.1.	Concursus Idealis

4.4.1.1. Definisi dan contoh
Perbuatan Berlanjut (delictum Continuatum/Vortgezette handeling): 
KUHP Pasal 64 berbunyi: 

(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau 
pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; 
jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. 

(2) Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan salah dalam melakukan 
pemalsuan atau pengrusakan mata uang, dan menggunakan barang yang di palsu atau yang 
di rusak itu. 

(3) Akan tetapi jika, orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 364, 
373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan 
jumlahnya lebih dari Rp. 25, maka ia dikenai aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 373, 
378 dan 406.
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4.4.1.2. Stelsel Pemidanaan 

Apabila menghadapi dua pilihan antara dua pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan 
pidana yang terberat didasarkan pada urut-urutan jenis pidana seperti tersebut dalam pasal 
10 (lihat pasal 69 ayat 1 jo. Pasal 10). Misalnya memilih antara 1 minggu penjara, 1 tahun 
kurungan dan denda 5 juta rupiah, maka pidana yang terberat adalah 1 minggu penjara. 
Dalam pasal 63 ayat 2 diatur ketentuan khusus yang menyimpang dari prinsip umum dalam 
ayat 1 dalam hal ini berlaku adagium “lex specialis derogat legi generali”. Misalnya seorang ibu 
membunuh anaknya sendiri pada saat anaknya dilahirkan. Perbuatan ibu ini dapat masuk 
dalam pasal 338 (15 tahun penjara) dan pasal 341 (7 tahun penjara). Maksimum pidana 
penjara yang dikenakan ialah terdapat dalam pasal 341 (lex specialis) yaitu 7 tahun penjara.

4.4.2. 	Perbuatan berlanjut

4.4.2.1. Definisi dan contoh

Perbuatan Berlanjut (delictum Continuatum/Vortgezette handeling): 

KUHP Pasal 64 berbunyi: 

(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau 
pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; 
jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. 

(2)	 Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan salah dalam 
melakukan pemalsuan atau pengrusakan mata uang, dan menggunakan barang yang di 
palsu atau yang di rusak itu. 

(3)	 Akan tetapi jika, orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 364, 
373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan 
jumlahnya lebih dari Rp. 25, maka ia dikenai aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 373, 
378 dan 406.

4.4.2.2. Stelsel Pemidanaan 

Menurut pasal 64 ayat (1), pada prinsipnya penyertaan dalam perbarengan ini berlaku 
sistem absorsi yaitu, hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan 
ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat. 

4.4.3.	Concursus Realis 

Perbarengan Perbuatan (concursus realis) diatur dalam pasal 65 sampai dengan Pasal 71.
Pasal 65 KUHP : 

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri 
sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang 
sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana. 

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap 
perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. 

4.4.3.1. Stelsel Pemidanaan 

Dalam concursus realis pada pasal 65 KUHP, KUHP mengenal 3 (tiga) ukuran dalam 
menentukan beratnya hukuman yaitu: 

1.	 Stelsel absorpsi 

Ada beberapa ketentuan pidana yang harus diterapkan dalam stelsel ini, yaitu menerapkan 
yang paling berat dan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang lain. Jadi, hanya maksimum 
ancaman pidana yang terberat yang dikenakan dengan pengertian bahwa maksimum 
pidana lainnya (sejenis atau tidak sejenis) diserap oleh yang lebih tinggi.

Contoh: Jika seseorang melakukan beberapa tindak pidana dan salah satu tindak pidana 
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di antaranya diancam dengan pidana yang tertinggi misalnya pidana mati, pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun, maka akan dikenakan 
ancaman pidana yang paling berat.

2.	 Stelsel kumulasi 

Setiap perbuatan pidana dapat dijatuhkan pidana secara tersendiri. Namun, semua 
pidana itu dijumlah dan diolah menjadi satu pidana. 

Contoh: Jika seseorang melakukan 3 tindak pidana yang masing-masing ancaman 
pidananya maksimum 4 bulan, 3 bulan dan 2 bulan, maka jumlah komulasi maksimum 
ancaman adalah 8 bulan.

3.	 Stelsel kumulasi terbatas 

Stelsel kumulasi terbatas adalah stelsel dengan pembatasan, yaitu semua pidana yang 
dijumlahkan tidak boleh mencapai batas maksimum ancaman pidana yang paling berat 
dengan suatu persentase tertentu. 

Contoh: Jika seseorang melakukan 2 tindak pidana yang masing-masing diancam dengan 
maksimum 6 dan 4 tahun. Apabila ditentukan maksimum penambahan sepertiga dari 
yang tertinggi, maka maksimum ancaman pidana untuk kedua tindak pidana tersebut 
adalah 6 tahun + sepertiga x 6 tahun = 8 tahun. 

4.4.4. Asas Double Criminality (Asas Kriminalitas Ganda)

Asas kejahatan ganda bermakna bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun 
negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan atau perbuatan pidana. Asas ini termuat dalam Pasal 
4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi yang menyatakan jika ekstradisi 
dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir dalam undang-undang 
tersebut. Dalam Pasal 3 ayat (1) ditegaskan tentang siapa yang dapat diekstradisikan atau dimintakan 
ekstradisinya. 

Pada kasus TPPO yang mengalami double criminality, negara asal pelaku TPPO dapat meminta 
negara tempat terjadinya TPPO untuk melakukan proses pidana di negaranya dengan ekstradisi. Hal 
ini didasarkan pada UU Ekstradisi dan Konvensi ACTIP (Against Trafficking In Persons, Especially 
Women And Children) yang mengatur tentang kerja sama di bidang ekstradisi antara para negara 
pihaknya. 

Ketentuan Pasal 5 dalam Konvensi ACTIP menyatakan jika sebuah kejahatan dapat diekstradisikan 
dengan ketentuan bahwa tindak pidana tersebut dapat dihukum berdasarkan hukum nasional dari 
Negara Pihak yang meminta dan Negara Pihak yang diminta. Apabila suatu Negara Pihak yang 
mempersyaratkan ekstradisi melalui adanya suatu perjanjian menerima permintaan ekstradisi dari 
Negara Pihak lain, namun negara tersebut tidak memiliki perjanjian ekstradisi, negara tersebut dapat 
mempertimbangkan Konvensi ACTIP sebagai landasan hukum untuk melakukan ekstradisi dengan 
mempertimbangkan tindak pidana yang dimaksud tersebut.

4.5.	 Teori pertanggungjawaban pidana 

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban 
pidana tidak hanya menyangkut soal hukum melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan 
umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, 

Dalam pertanggungjawaban pidana, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan 
itu memang telah diatur. Seseorang tidak dapat dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila 
peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Selain itu, aturan-aturan hukum pidana juga 
tidak berlaku surut.
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Dalam hukum pidana, sebuah tindak pidana dibentuk oleh 2 unsur penting yaitu:

a.	 Unsur objektif/fisik yaitu actus reus 
	 Actus reus merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pidana.
b.	 Unsur subjektif/mental yaitu mens rea 
	 Mens rea merupakan sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana.

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan 
dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan 
delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision), 
namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk pemidanaan. Hal ini karena adanya sikap batin (niat atau 
maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau 
bersifat melawan hukum tersebut. Untuk itu, pemenuhan actus reus dan mens area dalam cara dan proses 
tindak pidana merupakan hal yang penting.

Ada dua unsur Pertanggungjawaban Pidana untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana 
atas tindak pidana yang telah terjadi:

a.	 Adanya suatu tindak pidana 
	 Tindak pidana telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam bentuk 

hukum positif. Tindak pidana dapat berupa perbuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar 
hukum.

b.	 Unsur kesalahan 
	 Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku. Hal ini dikaitkan 

dengan kondisi kejiwaan dan perbuatannya yang dapat dipidana. Ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan dalam mengetahui kondisi kejiwaan pelaku:

1.	 Kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid).
2.	 Hubungan kejiwaan (psychologische betrekking) antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan.
3.	 Suatu sikap psikis pembuat berhubung dengan kelakuannya, yaitu Kelakuan disengaja (anasir 

sengaja), dan Kelakuan kurang berhati-hati atau lalai (anasir kealpaan) atau culpa (schuld in enge zin).
4.	 Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana pembuat (anasir 

toerekeningsvatbaarheid).
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BAB V
PENUNTUTAN

5.1. 	Pembahasan unsur pasal TPPO  

5.1.1. Unsur Pasal

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(TPPO):

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan disertai 
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, memberi 
bayaran/manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 
atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, 
untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Menurut Pasal tersebut, terdapat 3 unsur tindak pidana perdagangan orang yang harus terpenuhi 
ketiganya. 3 unsur tersebut antara lain:

a.	 Proses

Menurut KBBI, arti kata proses adalah runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan 
sesuatu. Proses TPPO melibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan atau penerimaan seseorang dengan disertai ancaman kekerasan, penggunaan 
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 
rentan, penjeratan utang, memberi bayaran/manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. 

1)	 Perekrutan
	 Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau 

memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 
Nomor 21 tahun 2007).

2)	 Pengangkutan
	 Menurut UU No. 22 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 3 yang menegaskan bahwa: “Angkutan 

adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan 
menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.”

3)	 Penampungan
	 Penampungan menurut KBBI adalah: proses, cara, perbuatan menampung; penadahan; 

penyambutan dalam hal ini berkaitan dengan TPPO baik secara langsung maupun tidak 
langsung.

4)	 Pengiriman
	 Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat 

ke tempat lain (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007).

b.	 Cara

KBBI mengartikan kata cara sebagai jalan (aturan, sistem) untuk melakukan (berbuat dan 
sebagainya) sesuatu. Berbagai cara yang bisa dilakukan untuk melakukan TPPO antara lain 
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, memberi bayaran/manfaat, 
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
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1)	 Pemindahan atau Penerimaan Seseorang Dengan Disertai Ancaman Kekerasan
	 Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, 

gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang 
menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 angka 12 
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007).

2)	 Penggunaan Kekerasan
	 Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan 

sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan 
terampasnya kemerdekaan seseorang (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21 tahun 
2007).

3)	 Penculikan
	 Pengertian penculikan tercantum dalam Pasal 328 KUHP yang berbunyi:
	 “Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya 

sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah 
kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, 
diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” 

4)	 Penyekapan
	 “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau 

meneruskan perarnpasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling 
lama delapan tahun.” (Pasal 328 KUHP)).

5)	 Pemalsuan
	 “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu 

hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu 
hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah 
isinya benar· dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, 
karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” (Pasal 328 KUHP).

6)	 Penipuan 
	 “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan 

hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, 
maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan 
sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan 
hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.” (Pasal 378 KUHP).

7)	 Penyalahgunaan Kekuasaan atau Posisi Rentan
	 “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling 
lama dua puluh tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 
1.000.000.000,00.” (Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

8)	 Penjeratan Utang
	 “Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan 

atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung 
jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.” (Pasal 1 angka 12 Undang-
Undang Nomor 21 tahun 2007).

9)	 Memberi Bayaran/Manfaat
	 Menurut bahasa, memberi bayaran/manfaat adalah menyerahkan sejumlah uang atau 

memberikan manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran.



79

Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

c.	 Eksploitasi

UU 21/2007 menjelaskan makna eksploitasi dalam Pasal 1 angka 8 yang berbunyi:

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi 
tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau 
praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ 
reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ 
dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh 
pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Eksploitasi dalam hal ini dapat berupa tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang 
meliputi berbagai cara seperti pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik 
perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau 
secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh, 
memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan 
baik materiil ataupun immateriil.

5.1.2.	Pembuktian 

5.1.2.1 Pembuktian pada tahap penuntutan

Jenis-jenis bukti dan nilai pembuktiannya:

A. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan 
dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia 
alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Putusan MK 65/PUU-
VIII/2010 memperluas definisi tersebut menjadi juga setiap orang yang punya pengetahuan 
yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi. Putusan ini 
wajib dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang, khususnya penyidik, jaksa penuntut umum 
dan hakim.

Saksi yang keterangannya diperlukan saat persidangan maka terdapat syarat-syarat yang 
harus dipenuhi oleh saksi, di antaranya:

1. Syarat Formil
Saksi harus disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksiannya.

2. Syarat Materil
Saksi memiliki kualifikasi tertentu, seperti:
- Melihat dengan matanya sendiri
- Mendengar dengan telinganya sendiri
- Mengalami hal tersebut sendiri
- Menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut

Adapun 3 jenis saksi, yaitu:
1. Saksi yang memberatkan terdakwa (a charge) dan saksi yang meringankan terdakwa (a 

de charge)
2. Saksi yang diambil dan berada dipihak terdakwa dalam perkara tersebut
3. Saksi yang ditugaskan pihak penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Prinsip atau Asas Pembuktian
Prinsip atau asas pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

a.	Yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (notoire feiten)

	 Prinsip ini diatur pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP. Maksudnya adalah suatu keadaan, 
kejadian atau peristiwa yang sudah merupakan pengetahuan umum bahwa kejadian, 
keadaan atau peristiwa itu selalu akan terjadi demikian atau selalu akan berakibat 
demikian. Dengan perkataan lain notoire feiten adalah suatu kesimpulan umum yang 
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didasarkan pengalaman umum bahwa suatu keadaan atau peristiwa akan menimbulkan 
kejadian atau akibat yang selalu demikian. Prinsip ini berlaku juga ditingkat penyidikan 
dan pada tahap penuntutan. Contoh: Terdakwa menyulut korbannya dengan api 
mengakibatkan luka bakar pada korbannya, maka tidak perlu dibuktikan bahwa api itu 
panas.  Notoire feiten hanya merupakan satu bukti atau alat bukti, artinya harus tetap 
didukung dengan bukti/alat bukti lain.

b.	Satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis)

	 Prinsip ini diatur pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yakni bahwa keterangan seorang saksi 
saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa tersangka/terdakwa bersalah melakukan 
tindak pidana yang disangkakan/didakwakan kepadanya. Akan tetapi apabila keterangan 
seorang saksi dibenarkan atau didukung oleh saksi yang lain maka telah diperoleh dua 
bukti/alat bukti dari satu jenis bukti/alat bukti atau keterangan seorang saksi disertai 
dengan satu bukti/alat bukti sah yang lain, maka bukan lagi unus testis nullus testis.

	 Sebenarnya prinsip satu saksi bukan saksi merupakan konsekuensi logis dari sistem 
pembuktian yang dianut oleh KUHAP, bahwa untuk membuat terang suatu tindak pidana 
yang terjadi harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua bukti yang sah. Penuntut 
umum juga hakim baru boleh yakin apabila telah diperoleh sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah. Menurut Mahkamah Agung, dua keterangan saksi yang bersesuaian satu 
sama lain dinilai sebagai dua alat bukti yang sah.

	 Untuk kasus TPPO, syarat 2 (dua) alat bukti permulaan cukup dengan adanya 
keterangan saksi korban dan satu alat bukti—dapat berupa apapun sebagaimana 
telah disebutkan sebelumnya. 

	 Semangat serupa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP 
yang mengatur sebagai berikut:

(2)	 Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa 
bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. 

(3)	 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai 
dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

c.	Pengakuan tersangka/terdakwa saja tidak menghapuskan kewajiban penyidik/penuntut 
umum membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa.

	 Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk 
membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya 
melainkan harus disertai dengan alat bukti lain. Sebaliknya penyangkalan tersangka/
terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia tidak bersalah kecuali penyidik/
penuntut umum tidak dapat mengajukan bukti/alat bukti lain yang membantah 
penyangkalan tersangka/terdakwa.

	 Prinsip ini berlaku pada tahap penyidikan maupun pada tahap penuntutan. Prinsip ini 
merupakan lawan dari prinsip pembuktian dalam tindak pidana korupsi dan tindak 
pidana pencucian uang, yang menganut prinsip pembuktian terbalik. Prinsip ini 
dikecualikan dalam acara pemeriksaan cepat; dengan satu alat bukti, artinya dengan 
pengakuan terdakwa saja hakim sudah yakin tentang apa yang diakui terdakwa.

d.	Keterangan tersangka/terdakwa hanya mengikat bagi dirinya sendiri

	 Menurut pasal 189 ayat (3) KUHAP bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan 
untuk dirinya sendiri, artinya apa yang diterangkan tersangka/terdakwa hanya boleh 
diterima dan diakui sebagai bukti/alat bukti yang berlaku dan mengikat dirinya sendiri 
dan tidak dapat digunakan membuktikan kesalahan tersangka yang lain. Prinsip ini 
berlaku pada tahap penyidikan maupun pada tahap penuntutan.
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	 Dalam praktik pada tahap penyidikan, apabila beberapa orang melakukan satu tindak 

pidana secara bersama-sama (penyertaan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), penyidik 
memisah/memecah menjadi beberapa berkas perkara, sehingga pelaku yang satu menjadi 
saksi terhadap pelaku yang lain dan sebaliknya. Praktik yang demikian bertentangan 
dengan ketentuan pada Pasal 142 KUHAP, yang berkas perkara baru dapat dipecah 
apabila dalam satu berkas perkara memuat beberapa tindak pidana dilakukan oleh 
beberapa orang tersangka, dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP.

e.	Tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian

	 Menurut Pasal 66 KUHAP, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian; 
artinya yang membuktikan kesalahan tersangka di penyidikan adalah penyidik, dan di 
sidang pengadilan yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.

	 Itu sebabnya tersangka/terdakwa diperiksa pada kesempatan terakhir setelah bukti/
alat bukti lain diperiksa lebih dahulu. Fungsi tersangka/terdakwa diperiksa bukan untuk 
membuktikan ia bersalah, akan tetapi untuk memberi kesempatan baginya membela 
diri, antara lain dengan memberi kesempatan untuk mengusahakan saksi-saksi, ahli atau 
bukti lain yang dapat menguntungkan baginya.

B.	 Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki 
keahlian khusus dan sangat diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna 
kepentingan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan (pasal 1 angka 28 KUHAP).

Menurut M. Yahya Harahap, perbedaan antara saksi dengan seorang ahli adalah “Keterangan 
seorang saksi diungkapkan berdasarkan hal-hal yang dialami oleh saksi itu sendiri, sedangkan 
keterangan seorang ahli berdasarkan ilmu atau keahlian pada bidang tertentu dan bukan 
berdasarkan pada apa yang dilihat, dengar, atau alami secara pribadi.”

Contoh:
Seperti visum et repertum yang dibuat oleh dokter atau dokter spesialis forensik. Hakim, 
jaksa, dan penasehat umum memang dianggap telah mengatahui dengan baik dari segi 
hukumnya, akan tetapi dari segi teknisnya dibutuhkan keterangan atau pendapat dari ahli 
bidang tersebut untuk membuat hal ini dengan jelas.

C. Surat

Dalam KUHP tidak diberikan definisi yang jelas terkait dengan alat bukti surat. Namun, 
menurut Sudikno Metrokusumo, “Surat adalah hal yang memuat tanda0tanda bacaan 
untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan 
sebagai pembuktian”.

Alat bukti surat terbagi menjadi  3 jenis yang tercantum dalam Pasal 187 KUHAP adalah:

1. Surat biasa
	 Surat yang sejak semula diperuntukan untuk membuktikan sesuatu.
2. Surat di bawah tangan 
	 Yakni yang dibuatkan untuk pembuktian.
3. Surat otentik
	 Surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum (penyidik, Notaris, Hakim) yang dapat 

diperinci menjadi dua kelompok.

Pada pasal 184 ayat (1) dinilai sebagai alat bukti yang sah jika surat tersebut dinilai 
memenuhi standar kualifikasi menurut UU, yaitu:

1. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan (Acte ambtelijk).
2. Surat yang dikuatkan dengan sumpah (Acte partij).	
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Agar surat resmi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti di persidangan nantinya, maka 
surat resmi tersebut harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 
didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh pejabat tersebut. Serta menjelaskan dengan 
tegas alasan keterangan itu dibuat. Contoh: KTP, SIM, Paspor, Akta Kelahiran, dll.

D. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1) huruf d, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 
dalam menggunakan petunjuk sebagai alat bukti:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara 
satu dan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi 
suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 

2.	Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan 
saksi, surat dan keterangan terdakwa. 

3.	Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu 
oleh hakim setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan 
keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

E.	 Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP, keterangan terdakwa tidak perlu sama 
dengan pengakuan. Hal ini karena keterangan terdakwa dapat berupa penyangkalan, 
pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Pengakuan sebagai 
alat bukti mempunyai syarat-syarat: 

a. mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan 
b. mengaku ia bersalah

Selanjutnya, terhadap keterangan terdakwa secara limitatif diatur oleh pasal 189 KUHAP, 
yang berbunyi: 

1.	Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan 
yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. 

2.	Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu 
menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang 
sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya. 

3.	Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Selain ketentuan dalam KUHAP, Pasal 29 UU 21/2007 mengatur bahwa alat bukti juga 
mencakup:

a.	informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan 
alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

b.	data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat 
dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, 
benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak 
terbatas pada:

•	tulisan, suara, atau gambar;
•	peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
•	huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami 

oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Hal ini ditegaskan pula oleh Hakim Sudharmawatiningsih, bahwasanya informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat 
bukti yang diatur dalam hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat 
(2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nmor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
(UU ITE).
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Alat bukti elektronik memiliki penanganan khusus sejak ditemukan di tempat kejadian 
perkara (TKP) hingga disajikan dalam pengadilan. Penanganan ini terbagi dalam 4 (empat) 
tahapan sebagaimana digambarkan diagram sebagai berikut:

IDENTIFIKASI ANALISISEKSAMINASI PELAPORAN

MEDIA INFORMASIDATA BUKTI

Gambar 4: Bagan Tahapan Penanganan Bukti Elektronik

Bagian atas diagram menggambarkan tahapan proses penanganan bukti elektronik 
sedangkan bagian bawahnya menunjukkan output (keluaran) dari bukti tersebut yang 
ditangani di setiap tahapan.

1)	Tahap Identifikasi

Tahap identifikasi adalah tahap awal dari proses penanganan bukti di tempat kejadian 
perkara (TKP) yang memegang peranan sangat penting dan krusial, dikarenakan 
karakteristik bukti elektronik yang bersifat volatility (mudah berubah, hilang, atau rusak). 
Jika penanganan awal bukti elektronik di TKP keliru dan tidak prosedural, maka sangat 
dimungkinkan bukti elektronik yang penting dan semestinya ada menjadi berubah atau 
bahkan hilang dan bisa saja menjadi tidak sah nantinya. Tahapan identifikasi terdiri atas 
4 (empat) proses aktivitas yang saling terkait, yaitu: 

a.	 Proses Identifikasi Media atau biasa disebut Electronically Stored Information (ESI) yang 
dinilai dapat menjadi sumber data.

Aktivitas di dalam mengidentifikasi atas beberapa media dapat berupa namun tidak 
terbatas pada media penyimpanan data (seperti hard disk, USB flash drive, CD, kartu 
memori, dll), perangkat elektronik (komputer, telepon genggam, kamera, dll), dan log 
aktivitas jaringan dari penyedia internet. Dalam tahap ini, personil yang bertanggung 
jawab harus dapat memetakan pemilik dari media yang akan dikumpulkan untuk 
dapat memperoleh consent (persetujuan) dari pihak yang tepat. 

Tahap identifikasi juga termasuk aktivitas yang dilakukan oleh penyidik untuk menjamin 
agar data-data yang dikumpulkan tidak berubah, dengan mempertimbangkan atas nilai 
pembuktian yang terkandung di masing-masing media, data volatil yang kemungkinan 
terlibat, dan kompleksitas perolehan data.

b.	Aktivitas Pengumpulan (collection)

Proses collection atau pengumpulan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan 
data-data sebanyak mungkin untuk mendukung proses penyidikan dalam rangka 
pencarian barang bukti.  Personel harus melakukan:

•	 Verifikasi terhadap integritas data untuk membuktikan bahwa data yang 
dikumpulkan tidak diubah atau dirusak.

•	 Perlengkapan dalam proses pengumpulan data perlu disiapkan dan diperhatikan, 
terutama penggunaan sarung tangan untuk menghindari tampering terhadap 
bukti laten (sidik jari, DNA, dll). Termasuk pendokumentasian dan catatan atas 
setiap tindakan terhadap bukti elektronik
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c.	 Aktivitas Akuisisi Data (acquisition)

Dalam proses acquisition (akuisisi), wajib mempertimbangkan alat forensik yang 
tepat sebelum dilakukan akuisisi. Personel harus memiliki kompetensi khusus selain 
kewenangan di dalam penanganan untuk data bukan volatil, volatil, dan jaringan. 

Metode akuisisi yang tepat terkait kondisi data elektronik dapat terdiri dari akuisisi 
physical dan logical. Misal kondisi komputer dalam kondisi hidup atau mati adalah 
berbeda penanganannya. Beberapa metode yang dapat dilakukan di antaranya 
mencocokkan message digest atau hashing antara data asli dengan data yang disalin; 
pengecekan nomor telepon genggam untuk konfirmasi nama pengguna; identifikasi 
nomor unik media seperti IMEI, pin, dan SIM ID; dan pengecekan registry.

d.	Proses Preservasi 

Preservasi atau pengamanan terhadap bukti elektronik dilakukan dalam setiap proses 
dan tahapan termasuk proses pengemasan terhadap bukti elektronik yang harus 
dikemas dalam tamper-evident bag dan diberi label, diberi nomor sesuai label bukti, 
nama DEFR yang bertanggung jawab, tanggal waktu pengumpulan, dan spesifikasi 
bukti. Wajib menghindari suhu ekstrim, magnet berukuran besar, air, lingkungan 
lembab, dan kondisi lainnya yang mungkin mempengaruhi bukti elektronik berubah 
atau rusak.

2)	Tahap Eksaminasi

Tahapan eksaminasi atau pemeriksaan terhadap bukti elektronik melibatkan proses 
analisis terhadap data yang terdapat di dalam media atau perangkat elektronik. Tahapan 
ini harus dilakukan oleh personel yang memahami teknik analisis data forensik khusus. 

Metode analisis dapat berupa:
a)	 identifikasi dokumen elektronik yang mengandung kata kunci tertentu
b)	analisis sistem operasi
c)	 data yang terkompresi dan terenkripsi
d)	analisis log aktivitas komputer dan jaringan
e)	analisis lain yang dapat memperkecil jumlah dokumen yang kemungkinan menjadi 

bukti tindak kejahatan. 

Data-data tersebut kemudian diekstraksi untuk dianalisis lebih lanjut. Secara umum, 
hasil tahapan eksaminasi adalah terkait pemulihan data dan analisis atas sistem perangkat 
elektronik.

3)	Tahap Analisis

Proses analisis dilakukan dengan membuat pemetaan dari data yang telah diekstraksi. 
Namun sebelum data dapat dianalisis, data harus di-indexing terlebih dahulu. Indexing 
merupakan proses pengkategorisasian setiap kata dalam data sehingga menjadi  
informasi yang dapat dicari. Contoh analisis terhadap data digital adalah data aliran 
dana, data travelling atau perpindahan tempat, data pembelian bahan-bahan berbahaya 
atau peledak dsb.

Tahapan Analisis harus dilakukan oleh personel yang memahami kronologis kejadian 
perkara. Hasil analisis dapat menunjukkan pihak yang terlibat, lokasi, benda yang 
kemungkinan menjadi hasil kejahatan atau instrumen kejahatan, dan rangkaian kejadian. 
Hasil analisis terhadap data digital tersebut selanjutnya disebut sebagai bukti elektronik 
yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis keilmiahannya dan secara 
hukum di depan pengadilan
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4)	Tahap Pelaporan

Laporan dibuat berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan dan output yang diperoleh 
dari proses penanganan bukti elektronik. Pertimbangan yang harus diperhatikan dalam 
pembuatan pelaporan yaitu: 
a)	Pengguna yang akan membaca laporan
b)	Metode penyampaian yang mudah dimengerti
c)	Penjelasan peran dan keterkaitan bukti yang diserahkan terhadap pembuktian kasus 

perkara
d)	Tindak lanjut menanggapi data yang telah diperoleh. 	

Secara umum laporan yang dibuat dalam proses penanganan bukti elektronik memuat:
a)	judul 
b)	nomor pemeriksaan
c)	personel yang melakukan berserta tanggal, waktu dan tempat, 
d)	jumlah dan jenis bukti elektronik yang diterima untuk dilakukan pemeriksaan dan 

analisis
e)	data spesifikasi teknis setiap bukti elektronik yang dimaksud. 
f)	tujuan pemeriksaan barang elektronik terkait beserta prosedur pemeriksaannya.
g)	Lampiran: (i) Laporan forensik (akuisisi, eksaminasi, data ekstraksi); (ii) Daftar isi 

lampiran; (iii) Metadata setiap bukti elektronik

F.	 Barang Bukti

Sementara itu, dikenal juga barang bukti sebagaimana dapat disarikan dari ketentuan Pasal 
39 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

a.	benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga 
diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

b.	benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau 
untuk mempersiapkannya;

c.	benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
d.	benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e.	benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Untuk kasus TPPO, syarat 2 (dua) alat bukti permulaan cukup dengan adanya keterangan 
saksi korban dan satu alat bukti—dapat berupa apapun sebagaimana telah disebutkan 
sebelumnya. 

Menyusun matriks dakwaan dan bukti

Penyusunan Surat dakwaan haruslah mengacu pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia 
Nomor SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1994 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Dalam 
menyusun surat dakwaan, harus diperhatikan syarat formil dan syarat materiil penyusunan surat 
dakwaan sebagai berikut:

•	 Syarat formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP)
a.	 Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat 

Dakwaan; 
b.	 Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama 

lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama 
dan pekerjaan.  

•	 Syarat materiil (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP)
a.	 Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan; 
b.	 Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu 

dilakukan.
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Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam 
mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan 
kata “cermat” paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat undang-
undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu 
bersikap teliti. 

Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat 
Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap 
dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap, 
berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. 
Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam 
Surat Dakwaan.

Secara materiil. suatu Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila Surat 
Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang : 

1)	Tindak pidana yang dilakukan; 
2)	Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut; 
3)	Di mana tindak pidana dilakukan; 
4)	Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan; 
5)	Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan; 
6)	Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil). 
7)	Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik 

tertentu); 
8)	Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.

Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Undang-Undang tidak menetapkan bentuk Surat Dakwaan dan adanya berbagai bentuk Surat 
Dakwaan dikenal dalam perkembangan praktik, sebagai berikut: 

1.	 Tunggal 
Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat 
kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya 
didakwakan TPPO namun belum terjadi eksploitasinya (Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007).

2.	 Alternatif 
Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang 
satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk 
dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling 
tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu 
dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut 
sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah 
satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. 

Misalnya pada dakwaan Pertama: TPPO yang menyebabkan eksploitasinya korban (Pasal 2 ayat 
(2) UU 21/2007) atau Kedua: eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak (Pasal 
76I UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak).

3.	 Subsidaritas
Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider juga terdiri dari beberapa lapisan 
dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai 
pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak 
Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan 
pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai 
dengan lapisan yang dipandang terbukti. 

Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan 
dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Misalnya didakwakan: 
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Primair	 : TPPO yang menyebabkan korban tereksploitasi (Pasal 2 ayat (2) UU 21/2007)
Subsidair	 :	TPPO yang tidak menyebabkan korban tereksploitasi (Pasal 2 ayat (1) UU 

21/2007)
Lebih subsidair	 : memalsukan dokumen sehingga menyebabkan terjadinya TPPO (Pasal 19 UU 

21/2007)

4.	 Kumulatif
Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua 
dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara 
tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal 
terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana 
yang berdiri sendiri. Misalnya didakwakan:

Kesatu	 : Pembunuhan (pasal 338 KUHP), dan
Kedua 	 : Pencurian dengan pemberatan (363 KUHP), dan 
Ketiga 	 : Perkosaan (pasal 285 KUHP)

5.	 Kombinasi 
Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara 
dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau Subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring 
dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya 
maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Misalnya didakwakan:

Kesatu
Primair	 : Pembunuh berencana (pasal 340 KUHP), 
Subsidair	 : Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP)
Lebih Subsidair : Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (pasal 351 (3) KUHP)

dan (untuk kombinasi)
atau (untuk alternatif)

Kedua
Primair 	 : Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP)
Subsidair 	 : Pencurian (pasal 362 KUHP)
Ketiga 	 : Perkosaan (pasal 285 KUHP)

Teknik Pembuatan Surat Dakwaan
Teknik pembuatan Surat Dakwaan berkenaan dengan pemilihan bentuk Surat Dakwaan dan redaksi 
yang dipergunakan dalam merumuskan Tindak Pidana yang didakwakan.

1.	 Pemilihan Bentuk

Bentuk Surat Dakwaan disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. 
Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam 
hal terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan Tindak pidana 
dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana 
yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan 
beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri-
sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif. 

2.	 Teknis Redaksional

Hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan 
dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga 
nampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur tindak 
pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Perumusan 
dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. 
Uraian kedua komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan menggunakan bahasa 
yang sederhana dan kalimat-kallimat efektif.
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Contoh Matriks Surat Dakwaan 

1.	 Contoh Dakwaan Subsider 

Sudiman Laksono Als Bapak Irma merekrut beberapa orang untuk mendaftarkan diri bekerja 
sebagai asisten rumah tangga di Malaysia. Namun, pada proses rekrutmen dan pemberangkatan 
para pekerja dilakukan secara non-prosedural. Tersangka menyuruh Ermelinda Tati Kondo Als 
Lita untuk mendampingi para korban yang akan diberangkatkan melalui Bandara Waingapu 
dengan upah sebesar Rp 2.000.000. Akhirnya, kendaraan yang ditumpangi Ermelinda Tati Kondo 
Als Lita dan para korban diberhentikan dan ditangkap oleh petugas saat di perjalanan. 

Tersangka Sudiman Laksono Als Bapak Irma didakwa dengan dakwaan Primair Pasal 2 ayat 1 
Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang karena melakukan tindakan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja secara non-
prosedural untuk tujuan eksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia, subsidair Pasal 9 ayat 
1 Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang karena membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia 
dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia (Malaysia). 

Matrik Surat Dakwaan Primair

Nama terdakwa	 : Sudiman Laksono 
Waktu/tempat kejadian	 : Wamena, Papua 
Pasal dakwaan 	 :	Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Unsur Delik Fakta Bukti Keterangan
Proses Perekrutan Sudiman Laksono 

Als Bapak Irma 
merekrut beberapa 
orang untuk 
mendaftarkan diri 
bekerja sebagai 
asisten rumah 
tangga di Malaysia.

Saksi Yohana 
Bulu

Saksi Omiana 
Blli

Saya telah 
mendaftarkan diri 
pada Sudiman 
Laksono Als Bapak 
Irma dengan 
menyerahkan KTP 
saya dan suami saya 
sebagai persyaratan.

Sudiman Laksono 
Als Bapak Irma 
datang ke rumah 
saya pada 5 
September 2016 
dan menyampaikan 
jika ada yang sanak 
saudara yang ingin 
bekerja di Malaysia 
silakan mendaftarkan 
diri pada Sudiman 
laksono Als Bapak 
Irma.
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Tersangka 
Sudiman 
Laksono Als 
Bapak Irma

Saya menerima 
Yohana Bulu dan 
Omiana Blli yang 
mendaftar sebagai 
calon asisten rumah 
tangga di Malaysia 
dengan meminta 
KTP mereka dan 
suami sebagai 
syarat pada tanggal 
28 Agustus 2016 
dan 6 September 
2016 bertempat di 
kediaman saya.

Cara Penipuan Tersangka 
Sudiman Laksono 
Als Bapak Irma 
mengiming-imingi 
calon korbannya 
dengan iming-iming 
bayaran, upah atau 
gaji yang besar jika 
bekerja di Malaysia.

Saksi Omiana 
Blli

Tersangka 
Sudiman 
Laksono Als 
Bapak Irma

Pada 5 September 
2016 Sudiman 
Laksono Als Bapak 
Irma datang ke 
rumah saya dan 
bercerita tentang 
upah dan gaji 
besar pekerjaan di 
Malaysia.

Saya sengaja 
mendatangi rumah 
Omiana Blli dan 
bercerita tentang 
bayaran dan gaji 
yang besar jika 
bekerja di malaysia 
agar mereka tertarik 
mendaftarkan 
diri untuk bekerja 
sebagai asisten 
rumah tangga di 
Malaysia.

Eksploitasi Eksploitasi kerja Tersangka 
Sudiman Laksono 
Als Bapak Irma 
memanfaatkan 
tenaga para 
korbannya sebagai 
asisten rumah 
tangga di Malaysia 
demi keuntungan 
pribadi.

Saksi Yonas 
Botha

Ketika saya 
melakukan 
penyelidikan dan 
patroli di jalan 
raya persimpangan 
arah Wewewa 
Selatan dan arah 
ke Kalembuweri, 
saya memeriksa 
sebuah mobil yang 
ternyata akan 
memberangkatkan 
tiga orang calon 
pekerja ke Malaysia 
secara non 
prosedural.
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Saksi Ermelinda 
Tati Kondo Als 
Lita

Kode booking 
tiket pesawat 
Lion Air melalui 
handphone 
dengan nomor 
081337071693 
dengan cara 
mengirim pesan 
singkat kepada 
Ermelinda Tati 
Kondo melalui 
handphone 
dengan nomor 
082247210291.

Tersangka 
Sudiman 
Laksono Als 
Bapak Irma

Saya menerima 
upah sebesar Rp 
2.000.000,- (dua juta 
rupiah) dari Sudiman 
Laksono Als Bapak 
Irma pada tanggal 
9 September 2016 
untuk mendampingi 
tiga calon pekerja 
yang akan 
diberangkatkan ke 
Malaysia.

Para calon pekerja 
tersebut akan 
diberangkatkan 
dengan pesawat 
terbang melalui 
bandara Waingapu 
dengan cara non 
prosedural.

Saya memerintahkan 
Ermelinda Tati 
Kondo untuk 
mendampingi para 
calon pekerja yang 
akan berangkat 
melalui bandara 
Waingapu dan 
menyerahkan 
uang sebesar Rp 
2.000.000,- (dua juta 
rupiah) sebagai upah 
pada 9 September 
2016.

Tabel 15: Matrik Surat Dakwaan Primair
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Matrik Surat Dakwaan Subsidair

Nama terdakwa		  : Sudiman Laksono 
Waktu/tempat kejadian		  : Wamena, Papua 
Pasal dakwaan 	 : Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Unsur Delik Fakta Bukti Keterangan
Proses Perekrutan Sudiman Laksono 

Als Bapak Irma 
merekrut beberapa 
orang untuk 
mendaftarkan diri 
bekerja sebagai 
asisten rumah 
tangga di Malaysia.

Saksi Yohana 
Bulu

Saksi Omiana 
Blli

Tersangka 
Sudiman 
Laksono Als 
Bapak Irma

Saya telah 
mendaftarkan diri 
pada Sudiman 
Laksono Als Bapak 
Irma dengan 
menyerahkan KTP 
saya dan suami saya 
sebagai persyaratan.

Sudiman Laksono 
Als Bapak Irma 
datang ke rumah 
saya pada 5 
September 2016 
dan menyampaikan 
jika ada yang sanak 
saudara yang ingin 
bekerja di Malaysia 
silakan mendaftarkan 
diri pada Sudiman 
laksono Als Bapak 
Irma.

Saya menerima 
Yohana Bulu dan 
Omiana Blli yang 
mendaftar sebagai 
calon asisten rumah 
tangga di Malaysia 
dengan meminta 
KTP mereka dan 
suami sebagai 
syarat pada tanggal 
28 Agustus 2016 
dan 6 September 
2016 bertempat di 
kediaman saya.

Cara Penipuan Tersangka 
Sudiman Laksono 
Als Bapak Irma 
mengiming-imingi 
calon korbannya 
dengan iming-iming 
bayaran, upah atau 
gaji yang besar jika 
bekerja di Malaysia.

Saksi Omiana 
Blli

Pada 5 September 
2016 Sudiman 
Laksono Als Bapak 
Irma datang ke 
rumah saya dan 
bercerita tentang 
upah dan gaji 
besar pekerjaan di 
Malaysia.
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Tersangka 
Sudiman 
Laksono Als 
Bapak Irma

Saya sengaja 
mendatangi rumah 
Omiana Blli dan 
bercerita tentang 
bayaran dan gaji 
yang besar jika 
bekerja di malaysia 
agar mereka tertarik 
mendaftarkan 
diri untuk bekerja 
sebagai asisten 
rumah tangga di 
Malaysia.

Eksploitasi Eksploitasi kerja Tersangka 
Sudiman Laksono 
Als Bapak Irma 
memanfaatkan 
tenaga para 
korbannya sebagai 
asisten rumah 
tangga di Malaysia 
demi keuntungan 
pribadi.

Saksi Yonas 
Botha

Saksi Ermelinda 
Tati Kondo Als 
Lita

Ketika saya 
melakukan 
penyelidikan dan 
patroli di jalan 
raya persimpangan 
arah Wewewa 
Selatan dan arah 
ke Kalembuweri, 
saya memeriksa 
sebuah mobil yang 
ternyata akan 
memberangkatkan 
tiga orang calon 
pekerja ke Malaysia 
secara non 
prosedural.

Saya menerima 
upah sebesar Rp 
2.000.000,- (dua juta 
rupiah) dari Sudiman 
Laksono Als Bapak 
Irma pada tanggal 
9 September 2016 
untuk mendampingi 
tiga calon pekerja 
yang akan 
diberangkatkan ke 
Malaysia.
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Kode booking 
tiket pesawat 
Lion Air melalui 
handphone 
dengan nomor 
081337071693 
dengan cara 
mengirim pesan 
singkat kepada 
Ermelinda Tati 
Kondo melalui 
handphone 
dengan nomor 
082247210291

Tersangka 
Sudiman 
Laksono Als 
Bapak Irma

Para calon pekerja 
tersebut akan 
diberangkatkan 
dengan pesawat 
terbang melalui 
bandara Waingapu 
dengan cara non 
prosedural.

Saya memerintahkan 
Ermelinda Tati 
Kondo untuk 
mendampingi para 
calon pekerja yang 
akan berangkat 
melalui bandara 
Waingapu dan 
menyerahkan 
uang sebesar Rp 
2.000.000,- (dua juta 
rupiah) sebagai upah 
pada 9 September 
2016.

Tabel 16: Matrik Dakwaan Subsidaritas

2.	 Contoh Dakwaan Tunggal 

Herman Jebarus alias Herman melakukan perbuatan perdagangan orang dengan cara merekrut 
tenaga kerja yang akan dikirim ke Jakarta guna bekerja sebagai pembantu rumah tangga, 
mengantar anak TK ke sekolah dan merawat orang jompo. Perekrutan ini dilakukan oleh Alosius 
Danggut yang ia upah Rp 150.000 untuk setiap pekerja yang berhasil didaftarkan. Para pekerja 
yang direkrut ini merupakan pekerja di bawah umur sehingga dalam proses perekrutan dan 
pemberangkatannya dilakukan secara non-prosedural.

Matrik Surat Dakwaan Tunggal

Nama lengkap terdakwa	 : Herman Jebarus alias Herman 
Pasal dakwaan 	 :	Pasal 9 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
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Unsur Delik Fakta Bukti Keterangan
Proses Perekrutan Herman Jebarus 

alias Herman 
sebagai orang yang 
melakukan,yang 
menyuruh
melakukan atau 
turut melakukan 
perbuatan 
perdagangan 
orang dengan cara 
merekrut tenaga 
kerja
yang akan dikirim 
ke Jakarta guna 
bekerja sebagai 
pembantu rumah 
tangga,mengantar 
anak
TK ke sekolah dan 
merawat orang 
jompo.

Saksi Alosius 
Danggut

Tersangka 
Herman Jebarus

Saya membantu 
merekrut calon 
pekerja dengan upah 
Rp 150.000 dari 
Herman Jebarus 
untuk setiap orang 
yang berhasil saya 
rekrut.

Saya menyuruh 
Alosius Danggut 
untuk merekrut 
calon pekerja dan 
menjanjikan komisi 
Rp 150.000 untuk 
setiap orang yang 
berhasil dia rekrut.

Cara Penipuan Alosius Danggut 
mengiming-imingi 
calon korbannya 
dengan iming-iming 
bayaran, upah atau 
gaji dan bonus 
untuk menarik 
minat pekerja anak.

Saksi Elisebeth 
Elsi

Saksi Alosius 
Danggut

Pada 5 Maret 2012 
Alosius Danggut 
datang ke rumah 
saya dan menawari 
saya dan teman-
teman untuk bekerja 
di Jakarta sebagai 
pembantu rumah 
tangga,mengantar 
anak
TK ke sekolah dan 
merawat orang 
jompo dengan gaji 
besar.

Saya sengaja 
mendatangi rumah 
Elisebeth Elsi untuk 
menawari pekerjaan 
di Jakarta.
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Eksploitasi Eksploitasi anak 
untuk bekerja

Herman Jebarus 
alias Herman 
menyuruh 
Alosius Danggut 
melakukan 
perekrutan 
pekerja anak 
untuk di ekploitasi 
tenaganya sebagai 
pekerja di Jakarta.

Saksi Alosius 
Danggut

Tersangka 
Herman Jebarus 
alias Herman

Saksi Elisebeth 
Elsi

Saya tidak pernah 
menanyakan usia 
calon pekerja meski 
mereka ternyata 
masih berusia 
dibawah umur untuk 
dapat dijadikan 
sebagai pekerja.

Saat makan di 
pelabuhan, saya 
mengatakan pada 
para calon pekerja 
anak bahwa seluruh 
biaya perjalanan 
akan saya tanggung.

Herman Jebarus 
berjanji pada kami 
jika seluruh biaya 
perjalanan akan ia 
tanggung, namun 
selesai makan polisi 
menangkapnya.

Pasal 55 
ayat (1) 
KUHP

Menyuruh 
melakukan 

Herman Jebarus 
alias Herman 
menyuruh 
Alosius Danggut 
melakukan 
perekrutan 
pekerja anak 
untuk di ekploitasi 
tenaganya sebagai 
pekerja di Jakarta.

Saksi Alosius 
Danggut

Tersangka 
Herman Jebarus 
alias Herman

Saksi Elisebeth 
Elsi

Saya tidak pernah 
menanyakan usia 
calon pekerja meski 
mereka ternyata 
masih berusia 
dibawah umur untuk 
dapat dijadikan 
sebagai pekerja.

Saat makan di 
pelabuhan, saya 
mengatakan pada 
para calon pekerja 
anak bahwa seluruh 
biaya perjalanan 
akan saya tanggung.

Herman Jebarus 
berjanji pada kami 
jika seluruh biaya 
perjalanan akan ia 
tanggung, namun 
selesai makan polisi 
menangkapnya.

Tabel 17: Matrik Surat Dakwan Tunggal
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3.	 Contoh Dakwaan Alternatif

Triono Edi Santoso als. Dawir Bin Sukri melakukan perbuatan perdagangan orang dengan cara 
merekrut korban Sdri. Frenti untuk bekerja sebagai Pekerja Seks di lokalisasi. Kejadian bermula saat 
korban berniat meminjam uang sebesar Rp 500.000 pada tersangka namun tersangka menolak 
karena tidak memiliki sejumlah uang yang dimaksud. Kemudian tersangka menyarankan korban 
untuk menjadi PSK di lokalisasi dengan bantuan tersangka. Tersangka kemudian ditangkap dan 
didakwa dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP karena melakukan tindakan 
perekrutan orang untuk dijadikan Pekerja Seks dengan tujuan eksploitasi seksual dan iming-
iming bayaran, serta dakwaan alternatif Pasal 297 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP karena 
terindikasi menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak yang belum dewasa.

Matrik Surat Dakwaan Primair

Nama lengkap terdakwa	 : Triono Edi Santoso als. Dawir Bin Sukri
Pasal dakwaan 	 : Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasa1 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Unsur Delik Fakta Bukti Keterangan
Proses Perekrutan Triono Edi 

Santoso Als. 
Dawir Bin Sukri 
sebagai terdakwa 
menyuruh
melakukan 
perbuatan 
perdagangan 
orang dengan cara 
merekrut korban 
Sdri.FRENTI untuk 
bekerja sebagai 
PSK di lokalisasi 

Korban Sdri. 
Frenti Neva 
Valentin

Tersangka 
Triono Edi 
Santoso Als. 
Dawir Bin Sukri

Saya meminjam uang 
kepada terdakwa 
sebesar Rp.500.000,- 
untuk menebus 
jaminan berupa 
BPKB sepeda motor 
yang digadaikan di 
koperasi simpan
Pinjam, tapi karena 
dia tidak punya uang 
jadi saya meminta 
pekerjaan ke dia.

Saya menyuruh 
Sdri.Frenti untuk 
bekerja sebagai PSK 
di lokalisasi karena 
saya tidak bisa 
meminjaminya uang.

Cara Penipuan, 
penyalahgunaan 
kekuasaan atau 
posisi rentan, 
memberi 
bayaran/manfaat

Tersangka Triono 
Edi Santoso Als. 
Dawir Bin Sukri
mengiming-imingi 
calon korbannya 
dengan
gambaran bayaran 
PSK jika tamunya 
ramai korban akan 
mendapatkan upah 
kurang lebih
Rp.1.000.000,- 
(satu juta rupiah) 
dalam satu minggu. 

Korban Sdri.
Frenti Neva 
Valentin

Pada saat itu, 
tersangka menawari 
sejumlah uang 
yang dapat saya 
peroleh dengan 
bekerja sebagai 
PSK. Karena sangat 
butuh, akhirnya saya 
menerima tawaran 
tersebut.
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Tersangka 
Triono Edi 
Santoso Als. 
Dawir Bin Sukri

Saya sengaja 
menawari korban 
Sdri.Frenti Neva 
Valentin
pekerjaan sebagai 
PSK di lokalisasi 
untuk membantunya 
mencari uang 
sekaligus mencari 
keuntungan pribadi. 

Eksploitasi Pelacuran Tersangka Triono 
Edi Santoso Als. 
Dawir Bin Sukri
menyuruh korban 
Sdri.Frenti 
Neva Valentin 
berpamitan pada 
ibunya untuk 
bekerja sebagai 
pelayan toko baju 
di Rogojampi, 
padahal korban 
Sdri.Frenti Neva 
Valentin akan 
dijadikan PSK di 
sebuah lokalisasi.

Saksi Sdri.
Widowati (Ibu 
Korban Frenti 

Tersangka 
Triono Edi 
Santoso Als. 
Dawir Bin Sukri

Sdri. Frenti 
Neva Valentin

Saya mengizinkan 
anak saya pergi 
karena dia dan 
Triono mengatakan 
jika anak saya akan 
bekerja di Toko baju 
Rogojampi

Saat sengaja 
menyuruh Sdri.
Frenti Neva Valentin 
berbohong saat 
berpamitan ke 
ibunya agar diizinkan 
pergi bekerja.

Saya terpaksa 
berbohong pada ibu 
saya agar rencana 
kami tidak diketahui 
dan saya diizinkan 
berangkat.

Pasal 55 
ayat (1) 
KUHP

Menyuruh 
melakukan 

Tersangka Triono 
Edi Santoso Als. 
Dawir Bin Sukri
menyuruh Sdri. 
Frenti Neva 
Valentin melakukan 
pekerjaan sebagai 
PSK di lokalisasi.

Korban Sdri. 
Frenti Neva 
Valentin

Tersangka 
Triono Edi 
Santoso Als. 
Dawir Bin Sukri

Saya meminjam uang 
kepada terdakwa 
sebesar Rp.500.000,- 
untuk menebus 
jaminan berupa 
BPKB sepeda motor 
yang digadaikan di 
koperasi simpan
Pinjam, tapi karena 
dia tidak punya uang 
jadi saya meminta 
pekerjaan ke dia.

Saya menyuruh 
Sdri.FRENTI untuk 
bekerja sebagai PSK 
di lokalisasi karena 
saya tidak bisa 
meminjaminya uang.

Tabel 18: Matrik Surat Dakwan Primair
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Matrik Surat Dakwaan Alternatif

Pasal dakwaan 	 : Pasal 297 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Unsur Delik Fakta Bukti Keterangan
Pasal 297 
KUHP 

Barang siapa 
dengan sengaja 
menyebabkan 
atau 
memudahkan 
perdagangan 
anak laki-laki 
yang belum 
dewasa, 
diancam dengan 
pidana penjara 
paling lama 
enam tahun.

Triono Edi 
Santoso Als. 
Dawir Bin Sukri 
sebagai terdakwa 
menawari korban 
Sdri. Frenti yang 
masih dibawah 
umur untuk 
bekerja sebagai 
PSK di lokalisasi 

Korban Sdri. 
Frenti Neva 
Valentin

Tersangka 
Triono Edi 
Santoso Als. 
Dawir Bin Sukri

Saya meminjam uang 
kepada terdakwa 
sebesar Rp.500.000,- 
untuk menebus 
jaminan berupa 
BPKB sepeda motor 
yang digadaikan di 
koperasi simpan
Pinjam, tapi karena 
dia tidak punya uang 
jadi saya meminta 
pekerjaan ke dia.

Saya menyuruh 
Sdri. Frenti untuk 
bekerja sebagai PSK 
di lokalisasi karena 
saya tidak bisa 
meminjaminya uang.

Pasal 55 
ayat (1) 
KUHP

Menyuruh 
melakukan

Tersangka Triono 
Edi Santoso Als. 
Dawir Bin Sukri 
menyuruh Sdri. 
Frenti Neva 
Valentin melakukan 
pekerjaan sebagai 
PSK di lokalisasi.

Korban Sdri. 
Frenti Neva 
Valentin

Tersangka 
Triono Edi 
Santoso Als. 
Dawir Bin Sukri

Saya meminjam uang 
kepada terdakwa 
sebesar Rp.500.000,- 
untuk menebus 
jaminan berupa 
BPKB sepeda motor 
yang digadaikan di 
koperasi simpan
Pinjam, tapi karena 
dia tidak punya uang 
jadi saya meminta 
pekerjaan ke dia.

Saya menyuruh 
Sdri. Frenti untuk 
bekerja sebagai PSK 
di lokalisasi karena 
saya tidak bisa 
meminjaminya uang.

Tabel 19: Matrik Surat Dakwaan Alternatif

4.	 Contoh Dakwaan Kumulatif

Jerry Rolanda alias OM 2 Bin Jainudin bersama Abdul Rasid Mantiro alias Om 1 bin Joni Mantiro 
melakukan tindakan pencurian di rumah milik orang tua Nada Faizah Binti Izma Alchoir. Setelah 
mengambil beberapa barang, tersangka melihat  Nada Faizah Binti Izma Alchoir yang sedang 
tidur. Tersangka akhirnya menculik Nada Faizah Binti Izma Alchoir untuk tujuan ekspoitasi atau 
perdagangan anak. 
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Tersangka didakwa dengan dakwaan kombinasi dengan alasan:

1)	Kesatu, pasal 83 yo. Pasal 76 F Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 
yang memiliki unsur pokok “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, 
atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan Anak ”; dan,

2)	Kedua Primair, Pasal 81 ayat (1) yo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1/ KUHP, yang memiliki unsur pokok 
“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan 
melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain ” ;

3)	Kedua Subsidair, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yo. Pasal 76 
E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1/ 
KUHP, yang memiliki unsur pokok “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, 
dan yang turut serta melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan 
tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ” ; 

Matrik Surat Dakwaan Kesatu

Nama lengkap terdakwa	 : Jerry Yolanda 
Pasal dakwaan 	 : Pasal 83 Jo. Pasal 76 F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 
55 ayat (1) ke – 1 KUHP

Unsur Delik Fakta Bukti Keterangan
Pasal 83 
UU RI 
No. 35 
Tahun 2014 
tentang 
Perubahan 
atas UU 
RI No. 23 
Tahun 2002 
tentang 
Perlindung-
an Anak

Setiap orang 
yang melanggar 
ketentuan 
sebagaimana 
dimaksud 
dalam Pasal 76F 
dipidana dengan 
pidana penjara 
paling singkat 
3 (tiga) tahun 
dan paling lama 
15 (lima belas) 
tahun dan denda 
paling sedikit
Rp60.000.000,00 
(enam puluh 
juta rupiah) dan 
paling banyak
Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta 
rupiah).

Jerry Rolanda 
Alias Om 2 
Bin Jainudin 
sebagai terdakwa 
melakukan 
penculikan 
terhadap Nada 
Faizah Binti Izma 
Alchoir

Saksi Abdul 
Rasid Mantiro
Alias Om 1 Bin 
Joni Mantiro

Tersangka 
Jerry Rolanda 
Alias Om 2 Bin 
Jainudin 

Saya dan Jerry 
Rolanda Alias Om 2 
Bin Jainudin sedang 
berboncengan 
motor lalu kami 
berhenti di sebuah 
rumah untuk 
mencuri, namun 
saya hanya bertugas 
menunggu dia di 
luar.

Saya menyuruh 
Abdul Rasid Mantiro
Alias Om 1 Bin Joni 
Mantiro
menunggu saat saya 
mencuri di sebuah 
rumah, lalu saya 
turut membawa 
seorang anak 
bernama  yang 
sedang tertidur di 
ruang tamu.



100

Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 76 
F UU RI 
No. 35 
Tahun 2014 
tentang 
Perubahan 
atas UU 
RI No. 23 
Tahun 2002 
tentang 
Perlindung-
an Anak

Setiap Orang 
dilarang 
menempatkan, 
membiarkan,
melakukan, 
menyuruh 
melakukan, atau 
turut serta
melakukan 
penculikan, 
penjualan, dan/
atau perdagangan 
Anak.

Tersangka Jerry 
Rolanda Alias Om 
2 Bin Jainudin
membawa 
seorang anak 
bernama Nada 
Faizah Binti Izma 
Alchoir yang 
sedang tertidur di 
ruang tamu

Saksi Udi 
Istiani Binti 
Rusdiansyah

Tersangka 
Jerry Rolanda 
Alias Om 2 Bin 
Jainudin

Saya sedang tidur di 
ruang tamu bersama 
Nada Faizah Binti 
Izma Alchoir, tapi 
ketik bangun, anak 
tersebut sudah 
hilang.

Saya menyuruh 
Abdul Rasid Mantiro
Alias Om 1 Bin Joni 
Mantiro
menunggu saat saya 
mencuri di sebuah 
rumah, lalu saya 
turut membawa 
seorang anak 
bernama  yang 
sedang tertidur di 
ruang tamu untuk 
diculik. 

Pasal 55 
ayat (1) 
KUHP

Menyuruh 
melakukan 

Tersangka Jerry 
Rolanda Alias Om 
2 Bin Jainudin 
Dan Saksi Abdul 
Rasid Mantiro 
alias Om 1 Bin 
Joni Mantiro
melakukan 
penculikan 
terhadap seorang 
anak bernama 
Nada Faizah Binti 
Izma Alchoir 

Saksi Udi 
Istiani Binti 
Rusdiansyah

Tersangka 
Jerry Rolanda 
Alias Om 2 Bin 
Jainudin

Saya sedang tidur di 
ruang tamu bersama 
Nada Faizah Binti 
Izma Alchoir, tapi 
ketik bangun, anak 
tersebut sudah 
hilang.

Saya menyuruh 
Abdul Rasid Mantiro 
alias Om 1 Bin Joni 
Mantiro menunggu 
saat saya mencuri 
di sebuah rumah, 
lalu saya turut 
membawa seorang 
anak bernama  yang 
sedang tertidur di 
ruang tamu untuk 
diculik.

Tabel 20: Matrik Surat Dakwaan Kesatu

Matrik Surat Dakwaan Kedua Primair

Pasal dakwaan 	 : Pasal 81 ayat (1) yo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak yo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1/ 
KUHP
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Unsur Delik Fakta Bukti Keterangan
Pasal 81 
UU RI 
No. 35 
Tahun 2014 
tentang 
Perubahan 
atas UU 
RI No. 23 
Tahun 2002 
tentang 
Perlindung-
an Anak

Setiap orang 
yang dengan 
sengaja 
melakukan 
kekerasan 
atau ancaman 
kekerasan 
memaksa anak 
melakukan 
persetubuhan 
dengannya atau 
dengan orang 
lain, dipidana 
dengan pidana 
penjara paling 
lama 15 (lima 
belas) tahun dan 
paling singkat 3 
(tiga) tahun dan 
denda paling 
banyak Rp 
300.000.000,00 
(tiga ratus juta 
rupiah) dan 
paling sedikit Rp 
60.000.000,00 
(enam puluh juta 
rupiah).

Jerry Rolanda 
Alias Om 2 
Bin Jainudin 
sebagai terdakwa 
melakukan 
penculikan 
terhadap Nada 
Faizah Binti Izma 
Alchoir

Saksi Abdul 
Rasid Mantiro 
Alias Om 1 Bin 
Joni Mantiro

Tersangka 
Jerry Rolanda 
Alias Om 2 Bin 
Jainudin 
 

Saya dan Jerry 
Rolanda Alias Om 2 
Bin Jainudin sedang 
berboncengan 
motor lalu kami 
berhenti di sebuah 
rumah untuk 
mencuri, namun 
saya hanya bertugas 
menunggu dia diluar.

Saya menyuruh 
Abdul Rasid Mantiro 
Alias Om 1 Bin Joni 
Mantiro menunggu 
saat saya mencuri 
di sebuah rumah, 
lalu saya turut 
membawa seorang 
anak bernama  yang 
sedang tertidur di 
ruang tamu.

Pasal 76 
D UU RI 
No. 35 
Tahun 2014 
tentang 
Perubahan 
atas UU 
RI No. 23 
Tahun 2002 
tentang 
Perlindung-
an Anak

Setiap Orang 
dilarang 
melakukan 
Kekerasan 
atau ancaman 
Kekerasan 
memaksa Anak 
melakukan 
persetubuhan 
dengannya atau 
dengan orang 
lain.

Tersangka Jerry 
Rolanda Alias Om 
2 Bin Jainudin
membawa 
seorang anak 
bernama Nada 
Faizah Binti Izma 
Alchoir yang 
sedang tertidur di 
ruang tamu

Saksi Udi 
Istiani Binti 
Rusdiansyah

Tersangka 
Jerry Rolanda 
Alias Om 2 Bin 
Jainudin

Saya sedang tidur di 
ruang tamu bersama 
Nada Faizah Binti 
Izma Alchoir, tapi 
ketik bangun, anak 
tersebut sudah 
hilang.

Saya menyuruh 
Abdul Rasid Mantiro 
Alias Om 1 Bin Joni 
Mantiro menunggu 
saat saya mencuri 
di sebuah rumah, 
lalu saya turut 
membawa seorang 
anak bernama  yang 
sedang tertidur di 
ruang tamu untuk 
diculik. 
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Pasal 55 
ayat (1) 
KUHP

Dapat dipidana 
sebagai pelaku 
tindak pidana: 
(1) mereka yang 
melakukan, 
yang menyuruh 
melakukan, 
dan yang turut 
serta melakukan 
perbuatan ;
(2) mereka yang 
dengan memberi 
atau menjanjikan 
sesuatu, dengan 
menyalahgunakan 
kekuasaan atau 
martabat, dengan 
kekerasan, 
ancaman atau 
penyesatan, atau 
dengan memberi 
kesempatan, 
sarana atau 
keterangan, 
sengaja 
menganjurkan 
orang lain supaya 
melakukan 
perbuatan.

Tersangka Jerry 
Rolanda Alias Om 
2 Bin Jainudin dan 
Saksi Abdul Rasid 
Mantiro alias Om 
1 Bin Joni Mantiro 
melakukan 
penculikan 
terhadap seorang 
anak bernama 
Nada Faizah Binti 
Izma Alchoir

Saksi Udi 
Istiani Binti 
Rusdiansyah

Tersangka 
Jerry Rolanda 
Alias Om 2 Bin 
Jainudin

 

Saya sedang tidur di 
ruang tamu bersama 
Nada Faizah Binti 
Izma Alchoir, tapi 
ketik bangun, anak 
tersebut sudah 
hilang.

Saya menyuruh 
Abdul Rasid Mantiro 
alias Om 1 Bin Joni 
Mantiro menunggu 
saat saya mencuri 
di sebuah rumah, 
lalu saya turut 
membawa seorang 
anak bernama  yang 
sedang tertidur di 
ruang tamu untuk 
diculik. 

Tabel 21: Matrik Surat Dakwaan Kedua Primair

Matrik Surat Dakwaan Kedua Subsidair

Pasal dakwaan 	 : Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yo. Pasal 
76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak yo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1/ KUHP

Unsur Delik Fakta Bukti Keterangan
Pasal 82 
UU RI 
No. 35 
Tahun 2014 
tentang 
Perubahan 
atas UU 
RI No. 23 
Tahun 2002 
tentang 
Perlindung-
an Anak

Setiap orang yang 
dengan sengaja 
melakukan 
kekerasan 
atau ancaman 
kekerasan, 
memaksa, 
melakukan 
tipu muslihat, 
serangkaian 
kebohongan, atau 
membujuk anak 
untuk melakukan 
atau membiarkan 
dilakukan 
perbuatan cabul,

Jerry Rolanda Alias 
Om 2 Bin Jainudin 
sebagai terdakwa 
melakukan 
penculikan 
terhadap Nada 
Faizah Binti Izma 
Alchoir

Saksi Abdul 
Rasid Mantiro 
alias Om 1 Bin 
Joni Mantiro

Saya dan Jerry 
Rolanda Alias Om 2 
Bin Jainudin sedang 
berboncengan motor 
lalu kami berhenti di 
sebuah rumah untuk 
mencuri, namun 
saya hanya bertugas 
menunggu dia di luar.
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dipidana dengan 
pidana penjara 
paling lama 15 
(lima belas) 
tahun dan paling 
singkat 3 (tiga) 
tahun dan denda 
paling banyak Rp 
300.000.000,00 
(tiga ratus juta 
rupiah) dan 
paling sedikit Rp 
60.000.000,00 
(enam puluh juta 
rupiah).

Tersangka 
Jerry Rolanda 
Alias Om 2 Bin 
Jainudin

Saya menyuruh 
Abdul Rasid Mantiro 
alias Om 1 Bin Joni 
Mantiro menunggu 
saat saya mencuri 
di sebuah rumah, 
lalu saya turut 
membawa seorang 
anak bernama  yang 
sedang tertidur di 
ruang tamu.

Pasal 76 
E UU RI 
No. 35 
Tahun 2014 
tentang 
Perubahan 
atas UU 
RI No. 23 
Tahun 2002 
tentang 
Perlindung-
an Anak

Setiap Orang 
dilarang 
melakukan 
Kekerasan 
atau ancaman 
Kekerasan, 
memaksa, 
melakukan 
tipu muslihat, 
melakukan 
serangkaian 
kebohongan, atau 
membujuk Anak 
untuk melakukan 
atau membiarkan 
dilakukan 
perbuatan cabul.

Tersangka Jerry 
Rolanda Alias Om 
2 Bin Jainudin
membawa seorang 
anak bernama 
Nada Faizah Binti 
Izma Alchoir yang 
sedang tertidur di 
ruang tamu

Saksi Udi Istiani 
Binti Rusdiansyah

Tersangka 
Jerry Rolanda 
Alias Om 2 Bin 
Jainudin

Saya sedang tidur di 
ruang tamu bersama 
Nada Faizah Binti 
Izma Alchoir, tapi 
ketik bangun, anak 
tersebut sudah hilang.

Saya menyuruh 
Abdul Rasid Mantiro 
alias Om 1 Bin Joni 
Mantiro menunggu 
saat saya mencuri 
di sebuah rumah, 
lalu saya turut 
membawa seorang 
anak bernama  yang 
sedang tertidur di 
ruang tamu untuk 
diculik. 

Pasal 55 
ayat (1) 
KUHP

Menyuruh 
melakukan 

Tersangka Jerry 
Rolanda Alias Om 
2 Bin Jainudin Dan 
Saksi Abdul Rasid 
Mantiro
Alias Om 1 Bin 
Joni Mantiro
melakukan 
penculikan 
terhadap seorang 
anak bernama 
Nada Faizah Binti 
Izma Alchoir 

Saksi Udi Istiani 
Binti Rusdiansyah

Tersangka 
Jerry Rolanda 
Alias Om 2 Bin 
Jainudin

Saya sedang tidur di 
ruang tamu bersama 
Nada Faizah Binti 
Izma Alchoir, tapi 
ketik bangun, anak 
tersebut sudah hilang.

Saya menyuruh 
Abdul Rasid Mantiro 
alias Om 1 Bin Joni 
Mantiro menunggu 
saat saya mencuri 
di sebuah rumah, 
lalu saya turut 
membawa seorang 
anak bernama  yang 
sedang tertidur di 
ruang tamu untuk 
diculik. 

Tabel 22: Matrik Surat Dakwaan Kedua Subsidaritas
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5.1.2.2	Pembuktian di persidangan

1.	Teori Pembuktian
•	 Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (conviction intime)

Teori pembuktian ini memandang bahwa pembuktian atas salah atau tidaknya terdakwa 
ditentukan berdasarkan keyakinan hakim. 
Ciri-ciri:
a.	Hakim tidak terikat oleh berbagai macam alat bukti yang diatur dalam Undang-

Undang.
b.	Hakim dapat menggunakan atau mengabaikan alat bukti untuk memperoleh 

keyakinan atas kesalahan terdakwa.
c.	Alat bukti yang digunakan hakim merupakan kesimpulan dari keterangan saksi dan 

pengakuan terdakwa.

•	 Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (positive wetteljik bewijstheorie).
Teori ini menyatakan jika pembuktian yang benar hanya pembuktian yang didasarkan 
pada undang-undang.
Ciri-ciri:
a.	Undang-undang dianggap pembuktian paling benar.
b.	Hakim memiliki kewenangan untuk menilai pembuktian hanya berdasarkan 

pertimbangan undang-undang.
c.	Pertimbangan subjektif hakim diluar undang-undang dapat disingkirkan oleh 

pembuktian undang-undang.

•	 Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (conviction raisonnee).
Sistem pembuktian conviction raisonne merupakan pembuktian dari seorang hakim 
berdasarkan alasan yang jelas atau rasional.
Ciri-ciri:
a.	Hakim memiliki keluasan tanpa pembatasan darimana keyakinan itu muncul.
b.	Keyakinan hakim harus didasarkan pada alasan yang jelas.
c.	Hakim harus menjelaskan setiap alasann yang mendasari keyakinannya atas kesalahan 

orang.

•	 Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettellijk bewijs 
theotrie).
Teori ini merupakan bentuk campuran antara conviction raisonnee dan positive wetteljik 
bewijstheorie. Maksudnya, salah atau tidaknya seseorang didasarkan pada keyakinan 
hakim atast cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Yahya Harahap berpendapat bahwa sistem pembuktian yang berlaku cenderung bergeser 
pada pendekatan sistem pembuktian secara positif. Jarang sekali dijumpai uraian 
pertimbangan yang secara sistematis dan argumentatif mengkaitkan dan memadukan 
keterbuktian kesalahan terdakwa dengan keyakinan hakim. Pokoknya asal kesalahan 
terdakwa telah terbukti secara sah menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang 
disebut undang-undang, tanpa mengutarakan motivasi keyakinan hakim akan keterbuktian 
tersebut, hakim pada umumnya sudah merasa cukup “menimpali” keterbuktian itu dengan 
rumusan kalimat yang sudah model dan baku: “kesalahan terdakwa telah terbukti dan 
diyakini.”

Namun demikian, ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah ia memperoleh keyakinan, suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah 
yang bersalah melakukannya, maka dapat disimpulkan sistem pembuktian di Indonesia 
menggunakan teori pembuktian undang-undang secara negatif (negatief wettelijk 
bewijstheori). Jadi berdasarkan dua alat bukti itulah hakim memperoleh keyakinannya. 
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2.	Pembuktian dan Tahap Pemeriksaan

Sebagaimana disebutkan bahwa hukum pembuktian mempunyai peranan yang sangat 
penting dan merupakan titik sentral hukum acara pidana, hal ini dapat dilihat sejak 
dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 
penuntutan, pemeriksaan pada  persidangan di pengadilan, dan putusan pengadilan serta 
upaya hukum, yang diutamakan adalah tentang pembuktian. Hal ini dapat dilihat pada 
semua tahap pemeriksaan sebagai berikut:

a.	 Tahap Penyelidikan
	 Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang yang diatur pada Pasal 5 

KUHAP:

1)	 Mencari keterangan dan barang bukti.
2)	 Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

identitasnya.
3)	 Atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan, penggeledahan dan 

penyitaan.
4)	 Mengambil sidik jari dan memotret orang.
5)	 Kewenangan ini dimaksudkan untuk mencari bukti permulaan, dan dengan bukti 

permulaan tersebut menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan karena telah 
diperoleh dugaan terjadi tindak pidana.

b.	 Tahap Penyidikan
Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP:

1)	 Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, guna memperoleh 
bukti keterangan saksi.

2)	 Mendatangkan seorang ahli untuk didengar keterangannya sebagai ahli, guna 
memperoleh bukti keterangan ahli.

3)	 Memeriksa dan menyita surat, guna memperoleh bukti surat.
4)	 Menyita barang bukti guna memperoleh bukti dari barang bukti.
5)	 Memanggil dan memeriksa tersangka untuk memperoleh bukti keterangan 

tersangka.

Tujuannya penyidikan untuk mendapatkan sekurang-kurangnya dua bukti yang saling 
bersesuaian guna membuat terang suatu perkara pidana dan menemukan tersangkanya.

c.	 Tahap Prapenuntutan
•	 Penuntut umum setelah menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik 

segera mempelajari kelengkapan berkas perkara yang meliputi kelengkapan formil 
dan kelengkapan materiil.

•	 Kelengkapan formil meliputi antara lain adalah berita acara pemeriksaan saksi, 
ahli dan tersangka sudah memenuhi syarat sah suatu berita acara, berita acara 
penyitaan surat dan barang bukti sudah sah dengan sudah ada izin/penetapan ketua 
pengadilan negeri setempat.

•	 Kelengkapan materiil antara lain adalah bukti-bukti keterangan saksi, keterangan 
ahli, keterangan tersangka, surat diperoleh secara sah dan apakah telah diperoleh 
minimal dua bukti yang saling bersesuaian yang dari persesuaiannya membuktikan 
unsur-usur tindak pidana yang disangkakan dan tersangka pelakunya.

d.	 Tahap Pemeriksaan Tambahan
•	 Dalam hal penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk penuntut umum, penuntut 

umum dapat mengambil alih untuk melengkapi berkas perkara dengan melakukan 
pemeriksaan tambahan baik memeriksa saksi, ahli, menyita surat dan barang bukti, 
yang tidak boleh adalah memeriksa tersangka. Hal ini dilakukan Penuntut umum 
untuk melengkapi bukti-bukti sebelum dilimpahkan ke Pengadilan.
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•	 Pemeriksaan tambahan hanya dilakukan terhadap perkara-perkara yang sulit 
pembuktiannya, dan atau yang dapat meresahkan masyarakat, dan atau dapat 
membahayakan keselamatan negara. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari 
setelah dilaksanakannya pasal 110 dan pasal 138 (2) KUHAP. Batas waktu 14 hari 
sejak saat pemeriksaan secara fisik dimulai.

e.	 Tahap Penuntutan
•	 Penuntut umum setelah menerima atau menerima kembali berkas perkara yang 

sudah lengkap atau setelah dilakukan pemeriksaan tambahan menentukan apakah 
berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan. 

•	 Apabila semua fakta yang mendukung unsur-unsur delik diperoleh dari bukti-
bukti yang sah maka Penuntut Umum segera menyusun surat dakwaan. Akan 
tetapi apabila ia berpendapat perkara tidak cukup bukti maka perkara dihentikan 
penuntutannya. 

•	 Penuntut umum juga memiliki wewenang untuk melakukan penahanan;

f.	 Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
•	 Puncak proses pembuktian terjadi pada saat pemeriksaan di sidang Pengadilan, 

karena semua saksi, ahli, surat, tersangka dan barang bukti yang diajukan oleh 
Penuntut umum maupun yang diajukan oleh terdakwa diperiksa kembali untuk 
memperoleh alat-alat bukti yang sah.

•	 Semua proses pemeriksaan di sidang pengadilan pada hakekatnya mencari alat 
bukti, karena hanya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang saling 
bersesuaian, penuntut umum dan hakim boleh yakin bahwa tindak pidana yang 
didakwakan benar-benar terbukti dan terdakwa bersalah melakukannya.

g.	 Putusan Pengadilan 
•	 Merupakan putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 

terbuka sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP. 
•	 Keyakinan hakim tentang terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan 

terpulang kepada kemampuan penuntut umum mengajukan alat-alat bukti yang 
sah dan dari alat bukti yang sah. Penuntut umum memperoleh fakta hukum yang 
mendukung unsur delik tindak pidana yang didakwakan. 

•	 Dalam hal pengadilan berpendapat terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

•	 Dalam hal pengadilan berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

•	 Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi 
terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan maka terdakwa diputus lepas dari 
segala tuntutan hukum.

h.	 Tahap Upaya Hukum
•	 Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima 

putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak 
terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta 
menurut cara yang diatur KUHAP (Pasal 1 Butir 12).

•	 Dalam KUHAP, upaya hukum diatur dalam Bab XVII dan Bab XVIII. Memperhatikan 
sistematika hukumnya, Upaya Hukum dapat dikategorikan menjadi Upaya Hukum 
Biasa (Banding dan Kasasi) serta Upaya Hukum Luar Biasa (Kasasi demi kepentingan 
hukum dan Peninjauan Kembali)

•	 Menurut Dr. Andi Hamzah yang mengutip pendapat Van Bemmelen, pemeriksaan 
banding sebenarnya merupakan suatu penilaian baru (judicium novum), jadi dapat 
diajukan saksi-saksi baru, ahli dan surat-surat. Sedangkan dalam tahap peninjauan 
kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, salah 
satu syarat permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah karena diperoleh/terdapat 
keadaan baru (novum).
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Dari semua tahapan-tahapan hukum acara pidana sejak tahap penyidikan sampai dengan 
tahap upaya hukum dapat disimpulkan bahwa peranan dan hakekat hukum pembuktian 
memegang peranan penting dalam proses hukum acara pidana, oleh sebab itu mutlak 
harus dikuasai oleh pejabat pada semua tingkat pemeriksaan khususnya penuntut umum 
yang berwenang menuntut dan dibebani kewajiban membuktikan tindak pidana yang 
didakwakan. 

Menurut Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.” Sementara 
hakim menurut Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP; “Hakim hanya memutus demi Keadilan 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

5.2.	 Administrasi Penuntutan

5.2.1 Petunjuk untuk Penyidikan 

A.	 Dalam rangka penanganan perkara TPPO, Kejaksaan menerbitkan beberapa kebijakan mengenai 
petunjuk teknis penanganan perkara TPPO dalam pola penanganan antara lain, antara lain: 

1)	 Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-004/JA/1994 tentang Pengendalian Perkara 
Penting Tindak Pidana Umum tanggal 9 Maret 1994; 

2)	 Surat Jampidum Nomor B-16/E/EJP/3/2002 tentang Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana 
Umum tanggal 11 Maret 2002; 

	 Surat Jampidum Nomor B-185/EJP/03/2005 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana 
Perdagangan Orang tanggal 10 Maret 2005.  

B.	 Pembuatan surat dakwaan didasarkan pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-
004/J.A/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan tanggal 16 November 1994. 

C.	 Dalam menangani perkara anak sebagai korban/saksi, Kejaksaan Agung menerbitkan: 

1)	 Surat Jampidum Nomor B-363/E/EJP/02/2010 tentang Petunjuk teknis Penanganan Anak Yang 
Berhadapan Dengan Hukum tanggal 25 Februari 2010; 

2)	 Keputusan Bersama Ketua MARI, JARI, Kapolri, Menkumham, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 148/A/JA/12/2009 tentang Penanganan Anak yang 
Berhadapan dengan Hukum tanggal 22 Desember 2009.   

3)	 Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan 
Perkara Pidana 

D.	 Upaya lain, Kejaksaan menerbitkan “Pedoman Tuntutan Pidana” melalui: 

1)	 Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-013/A/JA/2011 tentang Pedoman Tuntutan 
Pidana Perkara Tindak Pidana Umum tanggal 29 Desember 2011;

2)	 Pedoman hak restitusi korban TPPO melalui Surat Jampidum Nomor 3718/E/EJP/11/2012 Perihal 
Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang tanggal 28 November 2012.

E.	 Pola penanganan perkara TPPO melalui sebagai Program Penanganan Perkara Atau Program Khusus 
(PEKATING). Tata laksana laporan (bentuk dan materi) mengikuti tata laksana PEKATING didasarkan 
pada Surat Jampidum Nomor B-185/EJP/03/2005 yang merujuk pada Konvensi Palermo untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis adanya suatu TPPO. 

	 Agar suatu kejadian dapat dikategorikan sebagai TPPO, maka kejadian tersebut harus memenuhi paling 
tidak masing-masing satu unsur dari kriteria (Proses, Cara, dan Tujuan), misal:

	 Perekrutan + Penipuan + Pelacuran = Perdagangan Orang. 
	    (Proses)	        (Cara)        (Tujuan)
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	 Persetujuan korban tidak relevan apabila sudah ada salah satu dari jalan/cara di atas. Diintensifkan 
koordinasi dan keterpaduan dengan Penyidik untuk mengarahkan Penyidikan agar dapat menyajikan 
segala data dan fakta yang diperlukan pada tahap penuntutan. Hal ini juga didasarkan pada Instruksi 
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-004/JA/1994 tanggal 9 Maret 1994.
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BAB VI
PENGAJUAN RESTITUSI

6.1. 	Kerangka Teoretis  

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli 
warisnya. 

Penjelasan pasal 48 UU No. 21/2007 mengatur bahwa pada waktu menerima laporan terjadinya kasus TPPO, 
penyidik harus memberitahukan kepada Pelapor/Saksi Korban TPPO akan haknya untuk mendapatkan 
restitusi. Ganti rugi yang dimaksud meliputi:

a.	 kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b.	 penderitaan;
c.	 biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
d.	 kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat TPPO (kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar,  

biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum, kehilangan penghasilan yang 
dijanjikan pelaku)

Restitusi juga diatur dalam UU 13/2006 jo. UU 31/2014 dengan aturan turunannya yaitu PP No. 7 Tahun 
2018 jo. PP No. 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan 
Korban. Selain itu, ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi 
bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. 

6.2. Tata Cara Pengajuan Restitusi

Permohonan ganti rugi berupa restitusi dapat diajukan oleh korban melalui 2 cara:  

a.	 Korban mengajukan restitusi sejak korban melaporkan kasus pidana ke Polisi setempat
b.	 Korban dapat memohon restitusi dengan cara mengajukan sendiri gugatan perdata atas kerugiannya ke 

Pengadilan Negeri setempat. 

Untuk bisa mengklaim restitusi, maka pemohon harus mengajukan permohonan restitusi yang memuat 
sekurang-kurangnya:

a)	 Identitas pemohon;
b)	 Uraian tentang tindak pidana;
c)	 Identitas pelaku tindak pidana;
d)	 Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
e)	 Bentuk restitusi yang diminta

Bersama dengan permohonan tersebut harus dilampirkan juga dokumen-dokumen sebagai berikut:

a.	 Fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
b.	 Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh 

pejabat yang berwenang;
c.	 Bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh 

instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
d.	 Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia;
e.	 Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai korban 

tindak pidana;
f.	 Surat keterangan hubungan keluarga, apabila permohonan diajukan oleh keluarga; dan
g.	 Surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga. 
h.	 Kutipan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap.
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Lebih lengkapnya, PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada 
Saksi dan Korban mengatur syarat-syarat pengajuan restitusi sebagai berikut:

a.	 Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan oleh korban, keluarga dan atau kuasanya;
b.	 Jika permohonan diajukan selain oleh korban secara langsung, maka jika menggunakan kuasa dilampirkan 

surat kuasa khusus dan jika permohonan disampaikan oleh keluarganya maka dilampirkan surat 
keterangan hubungan keluarga;

c.	 LPSK menyampaikan permohonan restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut 
umum;

d.	 Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tuntutannya mencantumkan permohonan 
restitusi beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya;

e.	 Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK;

f.	 Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum 
tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada Penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya;

g.	 Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap dibacakan, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

Dalam pengajuan permohonan restitusi, aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum 
memiliki peran sebagai berikut:

•	 Peran Penyidik
Dalam ketentuan ini mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang 
dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan 
tindak pidana yang dilakukan. Penyidik harus segera memberitahukan kepada korban tentang bagaimana 
korban mendapatkan hak ganti rugi dari pelaku, misalnya: bahwa korban harus melampirkan bukti-
bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi (pengeluaran-pengeluaran, pengobatan 
berupa kwitansi/bon). Selain itu, penyidik dapat melakukan pemblokiran harta kekayaan jika dibutuhkan. 

•	 Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Dalam hal korban ada di bawah perlindungan LPSK, maka restitusi akan diinformasikan oleh LPSK. 
Namun untuk korban yang mengajukan restitusinya sendiri tanpa mengajukan permohonan perlindungan 
LPSK, maka LPSK tidak memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada korban, LPSK hanya sampai 
pada perhitungan kerugian restitusi korban. 

Permohonan restitusi dapat diajukan kepada penyidik, penuntut umum, atau pengadilan melalui LPSK. 
LPSK bertugas untuk memeriksa kelengkapan permohonan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 
22  ayat (1) PP 7/2018. Dalam hal permohonan yang dimaksud telah dinyatakan lengkap, LPSK akan 
melakukan pemeriksaan substantif yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan LPSK disertai dengan 
rekomendasi untuk mengabulkan atau menolak permohonan restitusi. Nantinya, penuntut umum yang 
melaksanakan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi dengan menyampaikan Salinan 
putusan kepada LPSK. LPSK dapat menyampaikan salinan putusan tersebut kepada korban, keluarga, 
atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana. 

Dalam hal pelaku telah membayar restitusi berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 PP 7/2018, LPSK akan menyampaikan laporan pelaksanaan restitusi kepada penuntut 
umum. Kemudian dalam hal korban, keluarga, atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan 
3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali. 
Penarikan kembali ini disampaikan kepada pemohon oleh LPSK. Dalam hal terdapat kekuranglengkapan 
permohonan, LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. 
Jika permohonan tidak dilengkapi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, pemohon dianggap 
mencabut permohonannya. 

Dalam hal pemohon/korban memutuskan untuk mencabut permohonan restitusi, LPSK menyarankan 
agar korban pemohon/korban membuat pernyataan tertulis yang ditandatangani di atas materai cukup 
mengenai pencabutan/menolak permohonan restitusi, dan selanjutnya JPU dapat menindaklanjuti untuk 
tidak memasukkan permohonan restitusi dalam tuntutan dengan adanya pernyataan tersebut. 
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•	 Peran Penuntut Umum
Melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aset, beberapa tahap untuk 
melakukan pemulihan aset adalah sebagai berikut:

a.	 Penelusuran Aset
Pada tahap ini dilakukan perencanaan pemulihan aset, pelaksanaan penelusuran aset dengan satuan 
kerja intelijen Kejaksaan, pelaporan mengenai hasil kegiatan penelusuran aset, dan evaluasi kegiatan 
penelusuran.

b.	Pengamanan Aset
Pengamanan aset dilakukan sejak aset dikuasai secara fisik oleh Kejaksaan.

c.	 Pemeliharaan Aset
Pemeliharaan dilakukan sejak aset disita oleh Kejaksaan sesuai dengan karakter bendanya masing-
masing. Pemeliharaan ini dapat dilakukan dengan instansi yang berkompeten.

d.	Perampasan Aset
Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana/digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka 
harus dilakukan sejak pelaku ditetapkan sebagai Tersangka. Selain itu, apabila putusan pengadilan 
memutuskan adanya pembayaran uang pengganti, denda, restitusi, atau pelaksanaan pidana tambahan 
lainnya, namun sebelumnya belum ada aset yang disita, maka kejaksaan dapat melakukan perampasan 
aset terpidana/keluarga terpidana. Barang yang disita lantas dilelang. Apabila hasil pelelangan melebihi 
jumlah kewajiban yang harus dibayarkan, maka kelebihannya itu diberikan kepada pihak ketiga yang 
memiliki dasar hukum yang sah. 

e.	 Pengembalian Aset
Pengembalian aset dapat dilakukan terhadap negara ataupun terhadap korban dalam konteks 
pembayaran restitusi. Pengembalian kepada korban harus dilakukan 7 (tujuh) hari setelah putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diterima oleh Kejaksaan. 

Untuk bisa menentukan besaran aset yang akan dirampas dan dipulihkan penuntut umum, penuntut 
umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi berupa ganti 
kerugian atas:

a.	 Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b.	Penderitaan;
c.	 Biaya perawatan medis;
d.	Kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang.

Dalam tuntutan pidana, penuntut umum menyampaikan secara bersamaan jumlah kerugian yang diderita 
korban akibat perdagangan orang.

•	 Prapenuntutan 
•	 Jaksa peneliti, terkait dengan berkas TPPO yang belum mencantumkan restitusi telah memberikan 

petunjuk agar restitusi dijadikan substansi pemeriksaan terhadap saksi korban maupun tersangka.
•	 Meminta penyidik melakukan “mediasi” (bukan dalam rangka penghentian perkara), tetapi dalam 

rangka mencoba mencari kesepakatan besarnya restitusi yang dimintakan oleh korban dengan 
kemampuan tersangka membayar restitusi. 

•	 Penuntutan
•	 Apabila di tingkat penyidikan tidak tercapai kesepakatan, maka secara progresif Jaksa Penuntut 

Umum pada saat dilakukan Penyerahan Tahap II, kembali mencoba melakukan mediasi tentang 
restitusi yang dimintakan oleh korban dengan kemampuan tersangka/terdakwa membayar restitusi. 
Dalam requisitor mencantumkan besarnya restitusi yang dimintakan oleh korban.

NO RESTITUSI
(GANTI RUGI)

KETERLIBATAN 
PENUNTUT UMUM

KETERANGAN

1. Pasal 14 huruf c KUHP Bersamaan dengan surat 
tuntutan 

2. Pasal 98-101 KUHAP Bersamaan dengan surat 
tuntutan
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3. Pasal 48-50 UU 21/2007 Bersamaan dengan surat 
tuntutan

4. UU No.  13 Tahun 2006 jo. UU 
No. 31 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan saksi dan Korban :

•	 Sebelum putusan pengadilan
•	 Setelah putusan pengadilan

Bersamaan dengan surat 
tuntutan 
PP Nomor: 35 Tahun  
2020 tentang Perubahan 
atas PP Nomor 7 Tahun 
2018 tentang Pemberian 
Kompensasi, Restitusi dan 
Bantuan Kepada saksi dan 
Korban.

1. HAM Berat
2. TP. Korupsi
3. TPPU
4. TP. Terorisme
5. TPPO
6. TP. Narkotika
7. TP. Psikotropika
8. TP. sangat membahayakan jiwa 

saksi/korban.

Tabel 23: Keterlibatan Penuntut Umum dalam Restitusi

Bukti yang dibutuhkan untuk mendukung tuntutan restitusi dapat dikumpulkan sejak tahap penyidikan. 
Oleh karenanya, penting bagi penyidik untuk memaham bahwa restitusi adalah hak korban dan proses 
pemenuhannya sudah harus dimulai sejak tahap penyidikan. Beberapa bukti yang dapat digunakan untuk 
mendukung tuntutan restitusi di antaranya:

•	 Perjanjian kerja
•	 Slip gaji
•	 Bukti pembayaran biaya kesehatan
•	 Bukti pembayaran biaya layanan psikologi/psikiatri
•	 Bukti pembayaran biaya pengobatan 
•	 Bukti biaya transportasi 

6.2.1.	Kewenangan Pemblokiran Harta Kekayaan

Pasal 32 UU 21/2007 mengatur bahwa baik penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang 
untuk memerintahkan penyedia jasa keuangan untuk memblokir harta kekayaan setiap orang yang 
diduga melakukan TPPO. Penyedia jasa yang dimaksud mencakup bank, perusahaan efek, reksa 
dana, kustodian, dan pedagang valuta asing. Hingga saat ini belum terdapat mekanisme pemblokiran 
harta dalam UU 21/2007, namun pemblokiran ini dapat mengadopsi ketentuan yang terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang. Berikut prosedur pemblokiran 
yang dimaksud:

•	 Menyebutkan secara jelas mengenai nama dan jabatan penyidik, penuntut umum atau hakim
•	 Identitas orang yang dilaporkan
•	 Menyebutkan alasan pemblokiran, tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan
•	 Menyebutkan tempat harta kekayaan
•	 Pemblokiran dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

6.2.2.	Kewenangan Memberikan Petunjuk Penelusuran Aset 

Dalam hal penuntut umum merasa bahwa penyidikan harus dilengkapi dengan data mengenai jumlah 
aset yang dimiliki oleh pelaku, penuntut umum dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk 
melakukan penelusuran aset pada saat penyerahan berkas tahap I. Penelusuran aset menjadi hal 
yang tidak bisa dipisahkan dari pemblokiran harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU 
21/2007. 

Penelusuran aset dapat mengadopsi mekanisme yang digunakan dalam penanganan kasus Tindak 
Pidana Korupsi (TPK). Pada tahap penyidikan, tersangka dapat dimintai keterangan mengenai pihak-
pihak yang terlibat dalam TPPO dan kemungkinan turut menikmati hasil dari kejahatan. Pasal 28 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mengatur bahwa:

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya 
dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap korporasi yang diketahui dan atau yang 
diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.”
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Pasal 26 (1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) 
hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Syarat untuk dapat ditundanya satu 
transaksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) yakni: 1. Melakukan transaksi yang patut diduga 
menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; 2. Memiliki rekening untuk 
menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; atau 3. Diketahui dan/atau patut 
dicurigai diduga menggunakan dokumen palsu.

Dalam memberikan petunjuk berkas kepada penyidik, penuntut umum juga dapat meminta 
tuntutan restitusi dimasukkan dalam berkas perkara. Penelusuran aset ditujukan untuk mengetahui 
kemampuan ekonomi terdakwa sehingga penuntut umum sedari awal dapat mengestimasi apakah 
terdakwa mampu membayar restitusi atau tidak. 

6.2.3. 	Pelelangan oleh Pengadilan dan Konsinyasi 

Pemberian ganti rugi berupa restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat 
pertama terhadap perkara TPPO. Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat 
perkara diputus atau konsinyasi. Konsinyasi diatur dalam Pasal 1404 hingga Pasal 1412 KUHPerdata 
dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.	 Merupakan hubungan perdata antara pihak debitur dan kreditur yang dimungkinkan dilaksanakan 
sebelum adanya perkara atau sementara perkara berjalan sebelum diputus;

b.	 Jika kreditur menolak pembayaran, maka oleh debitur melakukan penawaran pembayaran tunai 
atau penyerahan barang sebagai pembayaran utang kepada kreditur. Bila kreditur menolak, maka 
debitur dapat menitipkannya ke Pengadilan.

c.	 Agar konsinyasi sah, tidak perlu adanya kuasa. Hakim cukup dengan menitipkan pada kas/
penyimpanan di Kepaniteraan Pengadilan yang akan menangani perkaranya.

d.	 Penitipan oleh debitur, dapat berupa barang atau uang tunai (seluruh utang pokok dan bunga). 
Dalam konteks TPPO, maka penitipan harus berupa uang.

e.	 Penawaran dapat dilakukan oleh notaris atau juru sita pengadilan dengan masing-masing 
disertai 2 orang saksi. Penitipan dapat dilakukan pada kas penyimpanan atau di penitipan pada 
kepaniteraan pengadilan yang akan mengadili perkaranya.

Dalam ketentuan pasal 48 UU 21/2007, penitipan restitusi di pengadilan dalam bentuk uang, 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Restitusi merupakan pembayaran riil 
(faktual) dari jumlah restitusi yang diputus oleh pengadilan. Pembayarannya dilakukan 14 (empat 
belas) hari setelah diberitahukannya putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada terdakwa dan 
korban. Terkait ketentuan ini, pasal 49 UU 21/2007 mengatur sebagai berikut:

(1)	 Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan 
perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.

(2)	 Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua 
pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang 
bersangkutan.

(3)	 Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Apabila setelah 14 hari berlalu, restitusi belum dibayarkan, pengadilan diharuskan untuk memberikan 
peringatan kepada terpidana sekaligus memerintahkan kejaksaan untuk menyita harta kekayaan 
terpidana. Apabila terpidana tidak mau membayar restitusi, maka kejaksaan akan meminta 
terpidana untuk menandatangani surat pernyataan ketidaksanggupan membayar restitusi. Dengan 
ditandatanganinya surat tersebut, maka tuntutan restitusi yang tidak terbayarkan digantikan dengan 
kurungan paling lama 1 tahun.

Selain mekanisme konsinyasi, pembayaran restitusi juga dapat dilakukan melalui pelelangan pengadilan. 
Lelang yang dimaksud adalah lelang eksekusi, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan 
pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan 
dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Lelang dapat dilihat dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.  
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6.2.4.	Gugatan perdata 
Selain menuntut ganti rugi melalui pembayaran restitusi, ganti rugi juga dapat diperoleh melalui 
gugatan perdata. Dalam konteks gugatan perdata, korban atau ahli warisnya dapat mengajukan 
gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang 
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat dapat mengajukan ganti rugi untuk kerugian 
yang bersifat materiil dan imateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dihitung, sementara 
kerugian imateriil adalah kerugian yang sifatnya abstrak. Gugatan perbuatan melawan hukum dapat 
dilakukan secara mandiri oleh korban dan/atau ahli warisnya. 

6.3.	 Sikap Hakim terhadap Tuntutan Restitusi

Dalam persidangan hakim dapat mengabulkan atau menolak tuntutan restitusi, bergantung pada 
pemeriksaan. Dalam hal hakim menolak tuntutan restitusi, alasan yang sering ditemukan adalah karena 
permohonan restitusi tidak diajukan sesuai prosedur. Berikut akan diuraikan contoh kasus di mana restitusi 
ditolak maupun diterima.

6.3.1	 Menolak Tuntutan Restitusi

Contoh putusan yang menolak permohonan restitusi adalah Putusan Pengadilan No. 1501 K/
PIDSUS/2008 perkara atas nama Sanidi binti Basro. Alasan dari penolakan ini adalah sebagai berikut:

•	 Tuntutan Restitusi disampaikan bersamaan dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini 
tidak sesuai dengan Prosedur pengajuan permohonan restitusi berdasarkan penafsiran otentik 
Pasal 48 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan pasal 
tersebut yang seharusnya diajukan sejak tahap Penyidikan.

•	 Terbuktinya tindak pidana Perdagangan orang tidak secara otomatis mengabulkan permohonan 
restitusi korban, hal ini tergantung pada fakta-fakta secara materiil yang terungkap dipersidangan 
mengenai perbuatan terdakwa yang mengakibatkan kerugian pada korban. Dalam kasus ini, 
modus operandi  yang dilakukan terdakwa hanya merekrut korban dan tidak menimbulkan 
kerugian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007.

6.3.2.	Menerima Tuntutan Restitusi 
Beberapa contoh dari tuntutan restitusi yang dikabulkan adalah sebagai berikut:

•	 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. Reg. 1663/PID/B/2008/PN.TK. atas nama 
Terdakwa Fitriyani Binti Muradi, yang mengabulkan gugatan/tuntutan restitusi meski jumlahnya 
tidak sebesar yang dituntutkan  yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

•	 Putusan Pengadilan Negeri Medan atas nama Terdakwa Andreas Ginting (Bos Kafe Pesona) 
Medan, yang telah terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.  
Amar putusan antara lain:
- 	 Pidana Penjara 3 Tahun
- 	Denda Rp. 120.000.000,- subsider 2 bulan kurungan.
-	 Restitusi  Rp. 64.700.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

•	 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 550/Pid/Sus/2012/PN.JKT.Sel tanggal 13 Juni 
2013, atas nama Terdakwa I Omi als. Oom Als. Mami Bt Enggul dan Terdakwa II Rumpang Als. 
Papi. Tuntutan Restitusi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) 
bulan kurungan. Putusan Hakim Restitusi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) 
subsider 6 (enam) bulan kurungan. 

•	 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2044/Pid.Sus/ 2013/ PN. Jkt.Bar tanggal 6 
Maret 2014, atas nama terdakwa Willy. 
-	 Tuntutan: 1 Tahun  dan 6 bulan penjara, denda Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) 

subsider 8 (delapan) bulan kurungan,  Restitusi  Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta 
rupiah) subsider  8 (delapan) bulan kurungan.
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-	 Putusan: 1 Tahun penjara, denda Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) subsider 5 (lima) 
bulan kurungan, Restitusi Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) subsider 5 
(lima) bulan kurungan.

•	 Putusan Pengadilan Negeri Tual dalam Perkara TP. Perdagangan Orang, yaitu:
-	 Nomor: 105/PID.SUS/2015/PN. TUL atas nama Terdakwa Youngyut Nitiwongchaeron Als. 

Yut Als. Tai Yut sebesar Rp. 129.900.000,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus 
ribu rupiah).

-	 Nomor: 107/PID.SUS/2015/PN. TUL atas nama Terdakwa Boonsom Jiaka Als. Yud Als. Tai 
Yud sebesar Rp. 335.300.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

-	 Nomor: 108/PID.SUS/2015/PN. TUL atas nama Terdakwa Surachai Maneephong Als. Tai Kee 
Als. Kee sebesar Rp. 49.800.000,-  (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

-	 Nomor: 109/PID.SUS/2015/PN. TUL atas nama Terdakwa Hatsaphon Phaetjakreng Als. Tai 
At Als. At sebesar Rp. 239.900.000,-  (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu 
rupiah).

-	 Nomor: 110/PID.SUS/2015/PN. TUL atas nama Terdakwa Somchit Korraneesuk Als. Tai 
Wau Als. Wau sebesar Rp. 18.400.000,-  (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
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BAB VII
KERJA SAMA PENANGANAN TPPO

7.1. 	Koordinasi Penanganan Kasus  

Mengingat rumitnya TPPO serta pentingnya kerja sama antar-institusi, Undang-Undang No. 21/2007 
tentang Pemberantasan PTPPO mengatur perihal kerja sama dalam satu bab khusus.

7.1.1. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Lembaga koordinatif utama dalam upaya penanganan TPPO adalah Gugus Tugas Pencegahan dan 
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 
69 Tahun 2008 jo. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahannya. Anggota  
Gugus Tugas ini adalah kementerian dan lembaga penegak hukum. Lembaga ini bertanggung jawab 
atas hal-hal sebagai berikut:

a.	 mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah TPPO; 
b.	 melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama baik kerja sama nasional dan 

internasional; 
c.	 memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, 

pemulangan, dan reintegrasi sosial;
d.	 memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; 
e.	 melaksanakan pelaporan dan evaluasi

Keanggotaan Gugus Tugas
Ketua I: Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ketua II: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan 
Ketua Harian: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggota:
1.	 Kementerian Dalam 

Negeri
2.	 Kementerian Luar Negeri
3.	 Kementerian Keuangan
4.	 Kementerian Agama
5.	 Kementerian Hukum dan 

HAM 
6.	 Kementerian Perhubungan
7.	 Kementerian 

Ketenagakerjaan 
8.	 Kementerian Sosial
9.	 Kementerian Kesehatan
10.	Kementerian Pendidikan
11.	Kementerian Kebudayaan 

dan Pariwisata 
12.	Kementerian Komunikasi 

dan Informasi 

13.	Kementerian Rencana 
Pembangunan/ 
Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional 
(Bappenas)

14.	Kementerian Pemuda dan 
Olahraga

15.	Kepolisian Republik 
Indonesia (Kapolri)

16.	Kejaksaan
17.	Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI)
18.	Badan Intelijen Nasional

19.	Kepala Badan Pusat 
Statistik (BPS)

20.	Badan Keamanan Laut
21.	Tentara Nasional 

Indonesia
22.	Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi 
Keuangan

23.	Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban 

24.	Kementerian Pedesaan 
25.	Kepala Badan Perlindungan 

Migran Indonesia 

Tabel 24: Keanggotaan Gugus Tugas

7.1.2. Koordinasi Penanganan Kasus di Area Perbatasan 

Di tingkat daerah, dibentuk Gugus Tugas di tingkat provinsi, kota, dan/atau kabupaten. Menurut 
hasil Laporan Penelitian Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan (Studi pada 
Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, dan Nunukan), Gugus Tugas di daerah perbatasan seperti 
di Kabupaten Sanggau tidak cukup aktif. Selain itu, ada pula Lembaga Pelayanan Satu Atap-Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/LPTSA-P2TKI yang pembentukannya diformalisasi oleh 
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peraturan kepala daerah setempat. Lembaga ini menaungi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
Dinas Kesehatan, Kantor Catatan Sipil, Kantor Polisi Kalimantan Barat, Kantor Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dan Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan 
Pekerja Migran Indonesia. Selain mengatur penempatan pekerja migran Indonesia, lembaga ini juga 
bertugas untuk memberikan pelindungan, pengembangan kapasitas tenaga kerja, pemberdayaan, dan 
pemulangan pekerja migran ke daerah asal. Namun, banyak dari lembaga ini juga tidak aktif.

Selain LPTSA-P2TKI, terdapat juga Pos Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (P4TKI), yakni kantor perwakilan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia (BNP2TKI) (sekarang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI) berlokasi 
di tingkat kabupaten. Pos ini bertugas menguatkan fungsi pengembalian pekerja migran ke daerah 
asalnya. Ke seluruh badan/unit/lembaga tadi bekerja sama erat dengan kantor imigrasi yang bertugas 
sebagai garda terdepan lalu lintas yang melewati batas negara. Kantor imigrasi menerbitkan surat 
edaran berisi panduan bagi semua kantor imigrasi mengenai penerbitan paspor dan pemeriksaan 
imigrasi di pos pemeriksaan perbatasan. Kantor Imigrasi diberi kewenangan untuk menunda atau 
menolak penerbitan paspor WNI yang terindikasi sebagai tenaga kerja ilegal. 

Sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di negara asing, Konsulat Jenderal Republik Indonesia 
(KJRI) memiliki peran yang sangat krusial. KJRI secara aktif melakukan identifikasi korban TPPO 
dan menyediakan tempat penampungan sementara kasusnya diproses secara hukum dan/atau 
korban dipulangkan ke Indonesia. KJRI bekerja sama pula dengan aparat penegak hukum, mencakup 
kepolisian dan kejaksaan dalam mendorong penyelesaian perkara. Organisasi swadaya masyarakat 
dan lembaga internasional juga kerap memberikan dukungan bagi kerja koordinasi antar-lembaga.

7.2.	 Bantuan Timbal Balik Antar-Negara

Koordinasi dan kerja sama lembaga pemerintah antar-negara sering kali diperlukan dalam kasus-kasus 
TPPO yang bersifat lintas negara. Koordinasi dan kerja sama amatlah krusial dalam kasus dimana korban 
adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri, atau Warga Negara Asing (WNA) yang 
tinggal di Indonesia. Bantuan dari pemerintah negara lain juga dibutuhkan dalam hal pelaku kejahatan atau 
bukti-bukti berada di luar wilayah Indonesia. 

Ada dua jenis kerja sama di tingkat internasional: bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi.  

•	 Permintaan bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance): Bantuan hukum timbal 
balik memungkinkan aparat penegak hukum antar-negara (government-to-government) untuk saling 
memberikan bantuan dalam penyidikan tindak pidana, penuntutan, dan proses pengadilan perkara 
terkait. Proses bantuan hukum timbal balik juga dapat digunakan untuk berbagai hal lain, termasuk: 
membantu memperoleh bukti; menyiapkan kelengkapan berkas persidangan; melakukan penggeledahan 
dan penyitaan; mengidentifikasi serta menelusuri hasil kejahatan.

•	 Ekstradisi: Ekstradisi adalah proses formal di mana salah satu negara menyerahkan seseorang atas 
permintaan negara lain karena orang tersebut disangka telah melakukan suatu tindak pidana di wilayah 
hukum negara peminta. 

Di Indonesia, bantuan timbal balik diatur dalam UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal 
Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi diatur dalam UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Di sisi 
lain, berbagai perjanjian bilateral dan multilateral turut menyediakan kerangka hukum bagi negara-negara 
untuk bisa memperoleh bantuan hukum timbal balik dan melakukan ekstradisi. 

Sebelum mengajukan permintaan bantuan hukum timbal balik atau ekstradisi, koordinasi aparat penegak 
hukum secara informal dapat dilaksanakan antar-negara. Contoh koordinasi informal dalam penanganan 
TPPO adalah forum Heads of Specialist Trafficking Units (HSU) dan forum ASEAN yang khusus membahas 
pemberantasan TPPO.

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, koordinasi informal menjadi pilihan lebih menguntungkan 
dibandingkan permintaan bantuan hukum timbal balik karena lebih cepat dan fleksibel. Koordinasi informal 
juga membuka kesempatan untuk mengkaji manfaat kerja sama sebelum masuk ke tahap kerja sama formal 
yang prosesnya lebih rumit dan panjang. Bantuan yang diperoleh pada tingkat antar lembaga (agency-to-
agency) dapat digunakan untuk mengajukan permintaan bantuan timbal balik.
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Catatan: Gunakan berbagai saluran informasi pada awal penyidikan untuk memperoleh keterangan 
sebanyak-banyaknya. Hal ini dapat membantu mengklarifikasi apakah informasi dan bantuan yang diperlukan 
dapat benar-benar diperoleh, manfaat yang dihasilkan, dan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum 
sejak dini. 

7.2.1	 Mengajukan permintaan bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi 

Sebelum memutuskan untuk mengajukan permintaan bantuan hukum timbal balik atau ekstradisi, 
penting untuk berkonsultasi dengan Otoritas Pusat Indonesia (Indonesian Central Authority), 
yang bertanggung jawab atas permintaan untuk bantuan dari Negara-negara lain. 

Pastikan bahwa permintaan bantuan hukum timbal balik menyertakan rincian berikut ini:

•	 tujuan permintaan
•	 semua informasi dan fakta terkait
•	 subjek penyidikan/penuntutan
•	 bantuan yang diminta dan alasannya
•	 informasi mengenai koordinasi informal yang dilakukan sebelumnya dengan negara asing terkait
•	 prosedur khusus yang harus diikuti untuk memberikan bantuan yang diminta (misalnya 

menyerahkan berkas keterangan saksi yang dapat diterima di pengadilan Indonesia) 
•	 persyaratan kerahasiaan, dan 
•	 batasan waktu. 

Permintaan ekstradisi dapat menjadi sesuatu yang kompleks. Penting untuk diingat bahwa ekstradisi 
hanya dapat terjadi jika pelaku melakukan tindak pidana yang diakui oleh hukum Indonesia dan 
hukum negara terkait. Artinya seseorang hanya dapat dituntut atau dijatuhi sanksi atas tindak pidana 
yang ekstradisinya dikabulkan. Penting juga untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan dalam 
melakukan ekstradisi, seperti penuntutan ganda (double jeopardy).

7.2.2	 Jika Korban Tinggal di Luar Negeri

•	 Biasanya korban akan menuju ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat 
Jenderal Republik Indonesia (KJRI) untuk memohon perlindungan hukum. Di KBRI/KJRI, korban 
akan dibantu oleh Pejabat Pelayanan Warga12 bersama dengan Senior Liaison Officer (SLO) yang 
ditugaskan oleh POLRI untuk menjadi penghubung (contact person) dalam penanganan kasus.

•	 Korban yang meminta perlindungan KBRI/KJRI diwawancarai oleh SLO Polri dan hendaknya 
didengar dengan penuh perhatian serta dilayani dengan ramah dan sopan.

•	 SLO kemudian akan menghubungi Mabes Polri serta Polda di wilayah tempat paspor korban 
dibuat, agar laporan pengaduan korban dapat segera ditindaklanjuti. 

•	 Polisi yang memperoleh rujukan diharuskan untuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum 
di negara yang bersangkutan dan Interpol, juga dengan lembaga lain yang menyediakan bantuan 
bagi korban.

•	 Dalam hal korban dipulangkan ke Indonesia, korban hendaknya mendapatkan pengawalan yang 
memadai sampai ke tempat aman. Hal ini untuk mengantisipasi adanya jaringan perdagangan 
orang yang mengawasi pergerakan korban. 

7.2.3	 Jika Korban Tinggal di Indonesia

•	 Biasanya korban menghubungi kantor polisi atau LSM setempat untuk memohon perlindungan 
hukum. 

•	 Sebagai langkah awal sedapat mungkin korban diterima dan dilayani oleh polisi yang sesuai dengan 
gender korban. 

•	 Interview harus dilakukan di dalam ruangan yang tertutup. Jika korban adalah perempuan dan 
anak, sedapat mungkin dilayani oleh polwan dan diterima di Ruang Pelayanan Khusus. 

12 Pasal 4, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. 
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BAB VIII
STUDI KASUS

1.	 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2015/PN. Tul tanggal 8 Maret 2016 (Perdagangan Orang dalam Industri 
Perikanan)

a.	 Kronologi:
-	 Terdakwa Mr. Youngyut Nitiwongchaeron alias Yut alias Tai Yut didakawa telah melakukan perekrutan, 

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh 
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain dan mengakibatkan orang tereksploitasi di 
wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 sebagai dakwaan primair).

-	 L. Sotrisman atas nama PT. Pusaka Benjina Resources (PT. PBR) dan Torsak Pirungapourah yang bertindak 
atas nama Silver Sea Fishery Co. membuat perjanjian dengan Chokchai Dhanapak selaku penyedia tenaga 
kerja.

-	 Berdasarkan perjanjian tersebut, Chokchai Dhanapak lewat anak buah merekrut Min Htike, A Tun alias 
Sanit Noywan, Myat Thu Win alias Wisai Janpa, dan Aung Thein Tu alias Panat Noklue. Mereka sempat 
tinggal di penampungan.

-	 Anak Buah Kapal (ABK) yang direkrut tidak pernah memperoleh pelatihan dasar dalam pekerjaan laut.
-	 Identitas dan buku pelaut dari para ABK dipalsukan oleh  perekrut. 
-	 Tidak pernah dibuat perjanjian kerja laut antara PT. PBR dengan para ABK. 
-	 ABK berangkat ke perairan Aru dengan KM Antasena 838 dengan dinakhkodai oleh Terdakwa. 

Sebelumnya ABK diberitahukan akan bekerja di perairan Thailand. Saat berlayar ke Indonesia, ABK tetap 
tidak diberitahu tempat tujuan mereka. 

-	 Para ABK melakukan penangkapan ikan selama 20-24 jam per harinya tanpa waktu istirahat. 
-	 Para ABK yang dianggap malas bekerja diisolasi di kawasan perusahaan selama beberapa hari sehingga 

para ABK terpaksa menuruti perintah pekerjaan.
-	 Para ABK tidak menerima gaji sebagiamana dijanjikan yaitu Rp 3.000.000/bulan namun Rp 1.000.000/

bulan. Padahal uang yang diberikan oleh PT. PBR kepada Terdakwa untuk menggaji para ABK adalah 
Rp3.000.000/bulan.

b.	 Putusan 
Putusan Tingkat Pengadilan Negeri: 

1.	 Menyatakan Terdakwa Mr. Youngyut Nitiwongchaeron alias Yut alias Tai Yut telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur 
dalam dakwaan primair;

2.	 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. Youngyut Nitiwongchaeron alias Yut alias Tai Yut dengan 
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta 
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 
(tiga) bulan;

3.	 Mewajibakan Perusahaan Silversea Fishery Co melalui Terdakwa Mr. Youngyut Nitiwongchaeron alias 
Yut alias Tai Yut untuk membayar restitusi kepada korban yaitu Aung Thein Tun dan Min Htike yang 
keseluruhannya sejumlah Rp 129.000.000 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) jika dalam waktu 14 
(empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dilaksanakan 
restitusi, maka pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan 
melelang harta kekayaan tersebut untuk pembayaran restitusi dan apabila tidak mampu membayar maka 
dikenai pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun.
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c.	 Analisis Pertimbangan Hakim

1.	 Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan hal-hal yang telah diringkas sebagai berikut: 

-	 Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani
-	 Terdakwa memenuhi unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 

pemindahan, atau penerimaan karena Terdakwa memimpin KM Antasena di mana Terdakwa 
memerintahkan para korban untuk bekerja tanpa henti, melakukan isolasi terhadap korban yang tidak 
dapat bekerja, dan tidak memberikan perjanjian kerja kepada para ABK. 

-	 Terdakwa memenuhi unsur mengakibatkan orang tereksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia 
yang didefinisikan sebagai akibat yang ditimbulkan dari aktivitas pemindahan seseorang sampai “tahap 
cara yang menjamin proses dapat terlaksana”. Dalam hal ini selama ABK bekerja, ABK tidak memperoleh 
gaji sebagaimana dijanjikan, yaitu Rp 3.000.000/bulan. Padahal PT. PBR secara rutin memberikan gaji 
sejumlah yang dijanjikan agar dibayarkan kepada para ABK (penggajian ini diurus oleh Terdakwa). Selain 
diberi gaji tidak sesuai dengan yang dijanjikan, ABK dipekerjakan dengan jam kerja yang sangat lama. 

2.	 Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a.	 Proses

-	 Tindakan dalam unsur “proses” bersifat alternatif sehingga hanya perlu dibuktikan salah satu saja 
-	 Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyimpulkan bahwa:

•	 Terjadi perekrutan atas warga negara Myanmar bernama Aung Thein Tun yang dilakukan oleh 
pelaku lain di Myanmar dan Thailand;

•	 Aung Thein Tun ditampung, dikirim, atau dipindahkan, atau diterima oleh Youngyut 
Nitiwongchaeron alias Yut alias Tai Yut dari pelabuhan Thailand hingga penerimaan ABK di PT. 
PBR Benjina Indonesia;

•	 Di PT. PBR Benjina dilakukan penerimaan oleh Hermanwir Martino;
•	 Tindakan Youngyut Nitiwongchaeron dan Hermanwir Martino adalah satu kesatuan dalam tahap 

aktivitas pemindahan seseorang;
-	 Dalam pertimbangan unsur “proses”, hakim melalui uraiannya menunjukkan bahwa mens rea dan 

actus reus ditemukan dalam diri Youngyut Nitiwongchaeron dan Hermanwir Martino, namun 
dalam kesimpulannya menyatakan bahwa unsur “yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan” ditemukan dalam diri Terdakwa.

-	 Majelis hakim tidak menerangkan bagaimana unsur “proses” yang dilakukan oleh Youngyut 
Nitiwongchaeron dan Hermanwir Martino dapat dianggap satu kesatuan dengan tindakan Terdakwa 
yang memenuhi unsur lainnya.

b.	 Cara

-	 Tindakan dalam unsur “cara” bersifat alternatif sehingga hanya perlu dibuktikan salah satu saja 
yakni dapat berupa “dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau 
memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 
kendali atas orang lain”;

-	 Dalam pendapat hakim, unsur “cara” terpenuhi karena adanya penyalahugunaan posisi rentan 
korban oleh Terdakwa, dengan cara: 1) Tidak memberikan perjanjian kerja bagi korban sebagai 
bentuk perlindungan hukum; 2) mempekerjakan korban hingga 20-24 jam tanpa istirahat yang 
mencukupi dan menyiksa korban dengan menerapkan isolasi apabila korban tidak bisa kerja;

-	 Pertimbangan hukum hakim sudah tepat;

c.	 Tujuan

-	 Tindakan dalam unsur “tujuan” adalah akibat dari aktivitas pemindahan seseorang hingga aktivitas 
menjamin proses terlaksana. Tujuan yang dimaksud dalam hal ini adalah eksploitasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 UU 21/2007: “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang 
meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik 
serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau 
secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantansi organ dan/atau jaringan tubuh atau 
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memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan 
baik materiil maupun imateriil”;

-	 Hakim berpendapat eksploitasi terjadi terhadap korban dalam bentuk: 1) bekerja 20-24 jam setiap 
harinya tanpa istirahat yang cukup; 2) korban tidak memperoleh gaji yang dijanjikan, yakni Rp 
3.000.000 padahal Silver Sea Fishery Co. di Thailand selalu membayarkan gaji sesuai yang dijanjikan 
kepada PT. PBR cq. Terdakwa 

d.	 Kerja Sama Antar Aparat Penegak Hukum

Dalam perkara TPPO ABK di Benjina ini, Satuan Tugas Anti Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara 
Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Tual, Kantor Imigrasi, Satuan 
Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, bersama dengan 
International Organization for Migration (IOM) Indonesia dan Kedutaan Besar Myanmar untuk Republik 
Indonesia. 

2.	 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2014/PN.Bks (Perdagangan Orang yang dilakukan Korporasi yang 
bertujuan untuk mengeksploitasi calon pekerja migran)

a.	 Kronologi

-	 Terdakwa PT. Mahkota Ulfa Sejahtera yang digawangi oleh Jamilah dan Riansyah (berkas perkara terpisah) 
melakukan pengerahan dan penempatan tenaga kerja. Setelah memiliki izin pengerahan dari Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, para terdakwa melakukan perekrutan terhadap 162 calon pekerja 
migran  dari wilayah Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Lampung, dan banyak di bawah usia 18 tahun;

-	 Karena dijanjikan gaji yang besar, para korban tertarik dengan pekerjaan yang ditawarkan dan mendaftar 
ke PT. Mahkota Ulfa Sejahtera namun mereka diminta untuk menaikkan usia mereka;

-	 Riansyah selaku direktur utama PT. Mahkota Ulfa Sejahtera memerintahkan Jamilah untuk memalsukan 
KTP, KK, dan Akta Kelahiran serta membuat paspor bagi para korban berdasarkan dokumen-dokumen 
tersebut;

-	 Para korban melakukan tes kesehatan dan selanjutnya menerima uang fit senilai Rp 1.000.000,- hingga Rp 
2.500.000,-; 

-	 Terdakwa melakukan perekrutan terhadap para korban. Korban dijanjikan bekerja di luar negeri sebagai 
Pembantu Rumah Tangga dengan iming-iming pendapatan yang banyak. 

-	 Korban ditampung di rumah yang dimiliki oleh perusahaan dan memperoleh pelatihan kerja di tempat 
penampungan tersebut. Terdakwa memalsukan sertifikat pelatihan kerja seolah para calon pekerja migran 
memperoleh pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK);

-	 Di penampungan, para pekerja migran tidak bisa keluar rumah, dan apabila ingin meninggalkan tempat, 
diharuskan untuk membayar Rp 20.000.000;

-	 Saat Kementerian Ketengakerjaan menerbitkan Surat Keputusan yang menghentikan sementara aktivitas 
di rumah penampungan milik PT. Mahkota Ulfa Sejahtera, korban memiliki kesempatan untuk melarikan 
diri. 

b.	 Putusan

1.	 Menyatakan Terdakwa PT. Mahkota Ulfa Sejahtera terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana percobaan pengiriman anak keluar negeri mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi yang 
dilakukan secara bersama-sama dan melakukan perekrutan Calon Tenaga Kerja Indonesia tidak memenuhi 
persyaratan, menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri tanpa asuransi dan memperlakukan 
Calon Tenaga Kerja Indonesia secara tidak wajar di penampungan yang dilakukan secara bersama-sama 
sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;

2.	 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Mahkota Ulfa Sejahtera dengan pidana denda sejumlah Rp 
350.000.000,- dengan ketentuan denda tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah total deposito BRI 
atas nama Menakertrans qq PT. Mahkota Ulfa Sejahtera dan deposito BNI atas nama Menakertrans qq 
PT. Akbar Insani Prima;

3.	 Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap Terdakwa PT. Mahkota Ulfa Sejahtera berupa pencabutan 
Ijin Usaha dan Pencabutan Status Badan Hukum PT. Mahkota Ulfa Sejahtera berdasarkan akta perseroan 
terbatas PT. Akbar Insan Prima No. 2 tanggal 4 November, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Akbar 
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Insan Prima Nomor 7 tanggal 19 Juni 2002 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Akbar insan Prima 
Nomor 37 tanggal 28 Februari 2003 serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 
PT. Mahkota Ulfa Sejahtera Nomor 134 tanggal 20 Oktober 2009 dan Surat Keputusan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Nomor 310 Thaun 2012;

c.	 Analisis Pertimbangan Hakim

	 Dalam perkara ini, penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 6 jo. Pasal 10 jo. Pasal 15 ayat (1), 
(2), UU 21/2007 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang bersama-sama melakukan percobaan tindak 
pidana pengiriman anak untuk dieksploitasi. Sementara itu, dakwaan kedua adalah Pasal 103 huruf c, g, 
dan h, jo. Pasal 1 angka 15 UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 
Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim menilai kedua dakwaan ini terpenuhi namun 
hanya dakwaan pertama saja yang akan dibahas sebagai berikut:

Tindak pidana korporasi

1.	 Adanya korporasi 
	 PT. Mahkota Ulfa Sejahtera dinyatakan sebagai korporasi dengan adanya bukti-bukti berupa Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Akta Perseroan Terbatas, dan sebagainya;

2.	 Adanya tindak pidana yang dilakukan orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
	 Riansyah selaku Direktur Utama PT. Mahkota Ulfa Sejahtera dan Jamilah selaku Direktur Operasional 

bersama-sama telah melakukan TPPO, sehingga unsur ini terpenuhi;
3.	 Tindak pidana dilakukan atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi
	 Tindak pidana yang dilakukan Riansyah dan Jamilah ditujukan untuk kepentingan dan keuntungan 

korporasi;
4.	 Tindakan didasarkan pada hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi
	 Riansyah dan Jamilah memiliki hubungan dengan PT. Mahkota Ulfa Sejahtera sebagai pengurus PT. 

Mahkota Ulfa Sejahtera;

Unsur Percobaan

1.	 Adanya niat
	 Niat terbukti dari dokumen-dokumen perjanjian perekrutan dan penempatan CTKI, juga fakta bahwa 

Terdakwa merekrut anak di bawah umur dan sengaja memalsukan dokumen untuk melancarkan 
aksinya;

2.	 Adanya permulaan pelaksanaan
	 Terdakwa menyediakan uang fit untuk para korban yang lolos cek kesehatan. Uang ini sejumlah 

Rp 1.500.000,- hingga Rp 2.500.000,- bagi setiap orang. Terdakwa juga memerintahkan Saksi Dewi 
Rumiatun untuk pengurusan paspor para korban dengan cara menaikkan usia mereka menjadi lebih 
dari 18 tahun; 

3.	 Tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak pelaku
	 Penampungan digerebek oleh polisi yang memperoleh laporan adanya dugaan TPPO sehingga para 

korban yang masih ditampung dapat diselamatkan;
4.	 Pengiriman anak ke luar negeri dengan cara apapun juga yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi
	 Terdakwa telah membuat perjanjian dengan banyak pihak untuk melakukan perekrutan dan 

penempatan CTKI di bawah umur. Terdakwa memberikan uang fit yang sebenarnya ditujukan sebagai 
upaya penjeratan hutang. Apabila korban mengundurkan diri, korban diancam harus membayar ganti 
rugi senilai Rp 20.000.000,-. Selain itu, Terdakwa memalsukan usia para korban dan terlibat dalam 
pemalsuan paspor. 

5.	 Dengan bersama-sama 
	 Terdakwa membuat perjanjian dengan agen di luar negeri, sementara saksi Jamilah juga menyuruh 

anak buahnya untuk memalsukan paspor para korban. Jelas bahwa tindakan ini merupakan tindakan 
bersama-sama. 

d.	 Kerja Sama Antar Penegak Hukum

	 Pihak kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. 
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3.	 Putusan No. 8/Pid.B/2018/PN.Cjr (Perdagangan Orang berupa Eksploitasi Seksual)

a.	 Kronologi:

-	 Terdakwa Dede Heru Maulana mengendarai mobil untuk mengantar Siti Nuraidah (bertindak sebagai 
penyalur jasa layanan seksual) menjemput korban Dilla dan Endah ke Kota Bunga untuk  mencari pelanggan 
untuk ditemani minum, menari, atau melakukan hubungan seksual;

-	 Siti Nuraidah mencarikan para korban pelanggan dan melakukan negosiasi atas harga. Setelah sepakat, 
Terdakwa mengantarkan Siti Nuraidah dan para korban ke villa bersama dengan pelanggannya. Terdakwa 
memperoleh upah Rp 100.000 hingga Rp 150.000 dari Siti.

b.	 Putusan:
1.	 Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta 

melakukan pengangkutan untuk tujuan mengeksploitasi orang” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2.	 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda 

sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar 
maka akan digantikan dengan kurungan selama 4 (empat) bulan. 

c.	 Analisis Pertimbangan Hakim:
1.	 Proses, Cara, dan Tujuan
	 Hakim tidak memecah pertimbangan hukum untuk setiap unsur dalam TPPO. Hakim dalam 

pertimbangannya menjelaskan hal-hal yang telah diringkas sebagai berikut:
-	 Semua unsur dalam unsur proses dan cara bersifat alternatif, sehingga hanya salah satu unsur saja yang 

perlu dibuktikan;
-	 Hakim mendefinisikan perekrutan sebagai tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, 

atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;
-	 Hakim mendefinisikan eksploitasi seksual sebagai segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau 

organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan termasuk tetapi tidak terbatas pada 
kegiatan pelacuran dan pencabulan;

-	 Hakim tidak memecah bagaimana setiap tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur di atas. Tindakan 
terdakwa mengantarkan Siti dan para korban ke Kota Bunga dan ke villa dianggap telah memenuhi 
unsur perekrutan (membawa) dan eksploitasi (eksploitasi seksual), tanpa dijelaskan bagaimana tindakan 
terdakwa memenuhi unsur cara.

-	 Uraian terpenuhinya semua unsur proses, cara, dan eksploitasi bersifat wajib. Tidak adanya uraian 
mengenai unsur cara membuat pertimbangan hukum hakim tidak lengkap.

2.	 Penyertaan

	 Penuntut umum mendakwakan penyertaan, dapat berupa melakukan, menyuruh melakukan, atau turut 
melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Untuk dikatakan memenuhi tindakan di atas, maka disyaratkan:
-	 Adanya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
-	 Adanya kerja sama secara sadar yang dilakukan di antara para pelaku/terdakwa;
-	 Terdapat peranan masing-masing pelaku baik sebagai yang melakukan atau turut melakukan 

	 Tindakan Terdakwa yang memenuhi perintah Siti untuk menyetir mobil rentalan dalam rangka mengantarkan 
Siti dan para korban ke Kota Bunga, dan selanjutnya ke villa, dinilai oleh majelis hakim memenuhi unsur 
penyertaan, meski tidak secara spesifik pertimbangan hakim menjelaskan bentuk penyertaan yang apa 
dipenuhi oleh tindakan Terdakwa. 

d.	 Kerja Sama Antar Aparat Penegak Hukum

Tidak terurai kerja sama antar aparat penegak hukum kecuali peran kepolisian dalam menangkap Terdakwa 
dan peran kejaksaan untuk melakukan penuntutan. 
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4.	 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN. Pya (Perdagangan Anak) 

a.	 Kronologi

-	 Saksi Fatmawati alias Umi meminta Saksi Sanusi alias Simon untuk merekrut orang yang akan dipekerjakan 
id Arab Saudi dengan janji komisi Rp 5.000.000,-;

-	 Sanusi merekrut korban Nopi namun Nopi masih ragu. Sanusi pergi ke rumah Nopi dan membawa surat 
persetujuan orang tua dan uang Rp 1.000.000,-. Orang tua Nopi memberikan izin anaknya bekerja setelah 
dirayu Sanusi;

-	 Sanusi mengontak kantor sipil di Dompu dan meminta pembuatan KTP Nopi dengan umur yang dipalsukan 
yakni 21 tahun (aslinya 18 tahun) namun kantor sipil menolak;

-	 Sanusi membawa korban ke Sumbawa, ditampung bersama dengan calon TKI lainnya. Dilakukan 
pengurusan dokumen-dokumen perjalanan;

-	 Korban diberangkatkan menggunakan pesawat dari Lombok Tengah ke Batam, ditampung di rumah saksi 
Baiq Mahnim alias Umi Kuripan, lalu dibawa naik kapal ke Malaysia, ditampung di rumah saksi Evi (anak 
Terdakwa), dan melanjutkan perjalanan ke Suriah;

-	 Sesampainya di Suriah, korban tidak diberi makan dan minum selama 3 hari;
-	 Korban selanjutnya dibawa ke rumah majikannya dan bekerja selama 6 bulan, namun dikembalikan ke 

agency karena dituduh mencuri, lalu dijemput lagi oleh majikan lain dan bekerja selama 6 bulan;
-	 Saat sedang membuang sampah, korban melarikan diri karena sering mengalami penganiayaan dan dituduh 

mencuri. Korban pergi ke KBRI Suriah di Damaskus dan ditampung oleh KBRI sampai sekembalinya ke 
Indonesia; 

-	 Dalam perkara lain, terdakwa Baiq Hafizahara alias Evi telah memberangkatkan korban Joharni dan Ria 
Febriani yang masih berumur 14 tahun 9 bulan ke Damaskus, Suriah, untuk bekerja sebagai Asisten 
Rumah Tangga (ART);

-	 Sebelumnya para korban ditampung oleh kenalan Terdakwa bernama Karlina Efendi;
-	 Ketika direkrut, korban dan keluarganya enggan karena korban masih berusia anak. Namun korban 

diberikan uang fit senilai Rp 2.000.000,- dan akan diberi gaji sebesar Rp 4.000.000,-/bulan untuk periode 
kerja selama 2 tahun;

-	 Saksi Karlina Efendi pergi ke rumah korban Joharni dan membujuk kakek korban untuk mengizinkan 
korban bekerja di luar negeri. Jika menolak, maka diharuskan membayar ganti rugi dan karena takut 
akhirnya korban setuju berangkat;

-	 Dilakukan medical check up terhadap korban Joharni;
-	 Usia dan dokumen-dokumen kependudukan serta paspor korban Joharni dipalsukan—usia dibuat lebih 

tua agar mencapai 21 tahun;
-	 Keesokannya korban berangkat melalui Bandara Lombok, transit ke Surabaya, dan lanjut ke Bandara 

Batam. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan laut dengan kapal fery ke Malaysia. Di Bandara Kuala 
Lumpur, korban melanjutkan perjalanan ke Suriah;

-	 Sesampainya di Suriah, korban dibawa ke kantor agen, lalu dipindahkan ke rumah majikan. Baru seminggu, 
korban dikembalikan ke tempat agen karena majikan tidak suka korban berbadan kecil. Selanjutnya korban 
bekerja untuk majikan kedua selama setahun namun tidak pernah digaji dan bahkan dituduh mencuri uang 
majikannya;

-	 Korban berhasil melarikan diri namun  ditemukan lagi oleh majikannya dan dikembalikan ke kantor agen. 
Selama di kantor agen, korban mengalami penganiayaan. Beberapa hari kemudian, korban dijemput lagi 
oleh majikan kedua lalu cerita yang sama terulang;

-	 Korban yang tidak tahan atas apa yang terjadi, melarikan diri  dan membuat laporan ke KBRI Damaskus 
melalui Facebook. Pihak KBRI menghubungi majikan dan akhirnya diberikan gaji sebesar USD 200 untuk 
pekerjaan selama 5 bulan. Setelahnya, korban ditampung di KBRI sebelum dipulangkan ke Indonesia.

b.	 Putusan:

1.	 Menyatakan Terdakwa Baiq Hafizahara alias Evi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana Melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara 
apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama 
Penuntut Umum;

2.	 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Baiq Hafizahara alias Evi dengan pidana penjara selama 4 (empat) 
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tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan 
dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta) apabila denda tersebut tidak dibayar maka 
diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3.	 Membayar restitusi secara tanggung renteng dengan Hj. Fatmawati alias Tuan Johor Binti Bakar, Sanusi alias 
Simon alias Lisi dan Hj. Baiq Mahnim alias Umi Kuripan kepada Korban Noviyanti sebesar Rp57.900.000,- 
(lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan membayar restitusi secara tanggung renteng dengan 
Hj. Pariati Binti H. Buhari dan Hj. Baiq Mahnim alias Umi Kuripan kepada Korban Joharni alias Ria Febriani 
sebesar Rp. 97.900.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila 
restitusi tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

c.	 Analisis Pertimbangan Hakim

Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dengan UU No. 39 Tahun 2004 
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (sudah digantikan dengan 
UU No. 18 Tahu 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hakim memiliki untuk mempertimbangkan UU 21/2007, 
yakni Pasal 6 jo. Pasal 48 UU 21/2007 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan uraian unsur-unsur sebagai 
berikut:

1.	 Unsur setiap orang;
2.	 Unsur yang melakukan pengiriman anak keluar wilayah Negara Republik Indonesia;
	 Unsur ini terpenuhi dengan adanya pengiriman saksi Nopi, mulai dari perekrutan, pemindahan, dan 

pengiriman. Hanya saja pertimbangan hakim tidak secara spesifik menyebutkan tindakan mana yang 
dilakukan Terdakwa yang memenuhi unsur ini, mengingat pengiriman sendiri dilakukan oleh beberapa 
pihak dengan peran-peran yang berbeda;

3.	 Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
	 Hakim mempertimbangkan definisi eksploitasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU 21/2007. Unsur ini 

terpenuhi dengan adanya pemberangkatan korban Nopi dan korban Joharni sampai mereka dipekerjakan 
di Suriah, mengalami penyiksaan, juga tidak dibayarkan gajinya sehingga para korban mengalami kerugian 
sebesar Rp 10.000.000,-;

4.	 Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
	 Majelis hakim menegaskan bahwa tindakan Terdakwa yang memenuhi unsur ini adalah ketika menampung 

korban Nopi di Malaysia, di samping tindakannya juga memenuhi unsur TPPO dalam kasus korban Joharni. 
Oleh karena hal yang pertama, Terdakwa dinyatakan sebagai ‘turut melakukan’, bersama dengan Sanusi 
selaku sponsor, Fatmawati alias Umi sebagai penampung korban, Baiq Mahnim alias Umi Kuripan sebagai 
penampung korban, dan Mr. Padi sebagai pihak yang memberangkatkan korban ke Suriah.

d.	 Kerja Sama Antar Aparat Penegak Hukum

Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini pihak kepolisian dan penuntut umum bekerja sama dengan KBRI 
Indonesia di Suriah, Kementerian Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kementerian Luar Negeri 
bagian Perlindungan Warga Negara Indonesia. 

5.	 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN.Ktp (Perdagangan Orang dengan eksploitasi pengantin pesanan)

a.	 Kronologi

-	 Terdakwa bernama Kintim menawari korban Fusfika apakah dia mau menikah dengan orang Tiongkok 
dengan jaminan hidup mapan, orang tua akan diberikan uang rutin, dan diberikan uang mahar senilai Rp 
20.000.000,-, sehingga korban terbujuk untuk menikahi Yang Guangtai;

-	 Korban dibawa ke ke Pontianak untuk menemui yang akan membantu proses pengiriman korban, dan 
korban ditampung di rumah Saksi Atai alias Kiem Lan;

-	 Untuk meyakinkan korban dan keluarga mengenai pernikahan, keluarga korban didatangkan ke Pontianak 
untuk menyaksikan pertunangan. Selain itu, saudara laki-laki korban diberi uang senilai Rp 3.000.000,-;

-	 Terdakwa bersama dengan calon suami korban membawa korban ke Tiongkok untuk melangsungkan 
pernikahan. Saat itu, saudara laki-laki korban memperoleh uang Rp 20.000.000,- sebagai mahar sementara 
Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 2.000.000,- dari orang tua calon suami di Tiongkok;
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-	 Seluruh biaya perekrutan dan pengantaran korban hingga Tiongkok dibiayai oleh Akian;
-	 Korban dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di pagi-siang hari, dan malam harinya diharuskan 

mencari binatang untuk dijual di padang gurun. Apabila korban tidak bekerja, maka ia tidak diberi makan. 
Keuntungan dari pekerjaan korban diambil oleh orang tua dan suaminya. 

b.	 Putusan

1.	 Menyatakan Terdakwa KINTIM Anak Laki-Laki Dari (Alm) SAMPER tersebut di atas, terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan tindak pidana perdagangan 
orang, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

2.	 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KINTIM Anak Laki-Laki Dari (Alm) SAMPER dengan pidana 
penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), 
apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

c.	 Analisis Pertimbangan Hakim

Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 10 jo. Pasal 4 UU 21/2007 mengenai perbantuan 
untuk membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk 
dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.  Selain itu hakim menegaskan bahwa syarat terjadinya 
percobaan (Pasal 56 ke-2 KUHP) adalah adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan dan sudah mewujudkan 
niat itu ke dalam suatu bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan. Uraian dari pemenuhan unsur di atas 
adalah sebagai berikut:

1.	 Proses
	 Tindakan Terdakwa menawarkan korban untuk menikahi orang Tiongkok dengan iming-iming hidup yang 

nyaman dan tindakan Terdakwa mengantarkan korban ke Pontianak untuk bertemu dengan para pelaku 
lainnya, yaitu Akian dan Atai alias Kiem Lan. Terdakwa juga mengurus dan membiayai keberangkatan 
saudara korban, Antonius Lansi dan beberapa anggota keluarga lainnya untuk menyaksikan pertunangan 
korban. Antonius Lansi diberi Terdakwa uang senilai Rp 3.000.000,- sementara saat korban mau dinikahkan 
Antonisu diberi uang senilai Rp 20.000.000,-. Dari bantuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan 
Rp 2.000.000,- dari orang tua suami korban;

2.	 Cara
	 Cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan membujuk dan meyakinkannya korban serta anggota 

keluarganya. Anggota keluarganya sendiri diberi uang agar mau merelakan korban;
3.	 Tujuan
	 Tujuan dari tindakan Terdakwa adalah membantu dilakukannya pernikahan pesanan supaya Terdakwa 

memperoleh keuntungan atas jasanya. 

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melanggar Pasal 10 UU 
21/2007, yakni membantu melakukan TPPO sehingga dipidana sama dengan ketentuan Pasal 4 UU 21/2007 
tentang membawa WNI ke luar wilayah Indonesia untuk dieksploitasi.

6.	 Putusan Perkara Nomor 1015/Pid.B/PN.Jkt.Pst/2016 (Transplantasi Organ) 

a.	 Kronologi

-	 Terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan Terdakwa Yana Priatna alias Amang bersama-sama dengan 
Kwok Herry Susanto alias Herri telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang yaitu saksi Ipan Sopian, Jajang Jumara, Edi Midun, Pery Jayanto 
dan Dasep dengan cara penipuan atau penyalahgunaan posisi rentang sehingga memperoleh persetujuan 
dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut sehingga menyebabkan hilangnya ginjal yang telah 
diperjualbelikan;

-	 Dedi Supriadi dan Yana Priatna mendatangi Pery Jayanto dan menceritakan bahwa ia baru saja menjual 
ginjalnya. Pery Jayanto yang sedang terbelit hutang meminta tolong agar dibantu menjualkan ginjalnya. Dedi 
Supriadi menjelaskan risiko menjual ginjal dan Pery Jayanto setuju menjual ginjalnya senilai Rp 90.000.000;

-	 Dua bulan kemudian, Dedi mendatangi Pery dan membawanya ke klinik Biotes Bandung untuk melakukan 
pemeriksaan kesehatan. Tiga hari setelahnya Pery dinyatakan baik. Berselang beberapa hari, Pery 
dikenalkan dengan Kwok Herry Susanto alias Herri. Herri meminta Pery menandatangani KTP atas nama 
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Pery sendiri namun informasinya sudah diganti;
-	 Ginjal milik Perry dijual oleh Dedi dan Yana kepada Andri Thamrin seharga Rp 300.000.000 (tiga ratus 

juta rupiah). Selanjutnya dilakukan transplantasi organ di RS Cipto Mangunkusumo. Pery menerima uang 
sebesar Rp 90.000.000 dari Dedi;

-	 Selain Pery, Dedi juga mendekati Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun, dan Jajang Jumara mengenai penjualan 
organ. Keempatnya menjual organnya melalui perantara Dedi dan memperoleh Rp 75.000.000-90.000.000 
sementara harga jual yang diajukan Dedi kepada pembeli adalah Rp 300.000.000-375.000.000.

b.	 Putusan 

Kedua terdakwa didakwa dengan Pasal 7 ayat (1) UU 21/2007 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 
ayat (1) KUHP dan subsidernya Pasal 2 ayat (2) UU 21/2007 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 
ayat (1) KUHP, dan lebih subsidernya Pasal 192 UU 36/2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat 
(1) KUHP. Namun, majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah dengan amar putusan sebagai 
berikut:

1.	 Menyatakan Terdakwa I. DEDI SUPRIADI bin OMAN RAHMAN dan Terdakwa II. YANA PRIATNA alias 
AMANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam 
dakwaan Primair;

2.	 Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3.	 Menyatakan Terdakwa I. DEDI SUPRIADI bin OMAN RAHMAN dan Terdakwa II. YANA PRIATNA telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan 
perekrutan seseorang dengan memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut”;

4.	 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 
dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.200.000.000; (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila 
denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu )bulan;

5.	 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan.

c.	 Analisis Putusan 

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa unsur “mengakibatkan korban menderita luka berat, 
gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau 
hilangnya fungsi reproduksi” pada dakwaan primair yakni Pasal 7 ayat (1) UU 21/2007 tidak terpenuhi karena 
menurut keterangan terdakwa dan korban, kondisi korban setelah operasi baik-baik saja. Pertimbangan ini 
sangat janggal karena selain dampak kesehatan dari operasi transplantasi ginjal membutuhkan waktu beberapa 
tahun untuk menunjukkan indikasi pelemahan tubuh, hakim juga tidak mempertimbangkan keamanan dan 
kebersihan proses operasi itu sendiri. Setelahnya, hakim mempertimbangkan dakwaan subsider yakni Pasal 2 
ayat (2) UU 21/2007 sebagai berikut:

1.	 Setiap orang 
	 Setiap orang adalah subjek hukum yang cakap secara hukum. Para terdakwa memenuhi unsur ini.
2.	 Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan 

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau 
manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk 
tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

	 Terdakwa menceritakan kepada beberapa pihak bahwa ia telah menjual ginjalnya untuk harga yang 
menggiurkan. Para korban yang juga sedang membutuhkan dana akhirnya menghubungi Terdakwa, 
meminta dibantu menjual ginjalnya. Atas tindakan ini, majelis hakim beranggapan bahwa unsur ini telah 
terpenuhi.

3.	 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
	 Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa Terdakwa Dedi dan Yana melakukan perekrutan 

secara bersama-sama sehingga unsur ini terpenuhi. 
4.	 Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan 

beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.
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Dalam pertimbangannya hakim menjelaskan bahwa perekrutan beberapa korban dilakukan dalam kurun 
waktu yang berbeda. Agar pendonor memenuhi syarat, data diri pendonor telah diubah. Tindakan ini yang 
dianggap sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan 
pidana pokok sejenis. 

Pertimbangan Majelis Hakim, khususnya berkaitan dengan 2 (dua) unsur terakhir yakni unsur melakukan 
perekrutan bersama-sama dan perbuatan yang berdiri sendiri tidak teruraikan dengan komprehensif. 
Terkhusus untuk unsur keempat, tidak pula dijelaskan perbuatan mana saja yang dimaksud “perbuatan berdiri 
sendiri” dan “beberapa kejahatan”.

d.	 Koordinasi Aparat Penegak Hukum 

Dalam kasus ini, kepolisian bekerja sama erat dengan kejaksaan. 
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